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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
buku ini dengan baik. Buku ini berjudul “Buku Ajar Keperawatan
Bencana”. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak
yang telah mendukung dan kontribusi dalam penulisan dan
penerbitan buku ini.

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang konsep keperawatan bencana sebagai modal
dasar perawat dalam merawat pasien saat terjadi bencana alam
maupun bencana non alam.

Buku Ajar Keperawatan Bencana ini merupakan sebuah buku yang
dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran khususnya Program Studi Keperawatan. Buku ini
umum dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar
menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester di lingkungan
kampus dan lainnya.

Secara garis besar, buku ajar ini membahas tentang pemahaman
dasar tentang konsep utama dalam keperawatan bencana. Buku ini
disusun secara sistematis mencakup beberapa topik penting, mulai
aspek legal dan etik isu keperawatan, manajemen bencana, kajian
risiko  bencana, pengurangan risiko bencana, sistem
penanggulangan bencana terpadu, pengelolaan bencana pada
skala lokal, nasional dan internasional, kesiapsiagaan bencana,
konsep triase bencama, tanggap darurat bencana, penanganan
pasca bencana, perawatan pada kelompok rentan dan perawatan
psikososial korban dan keluarga.

Ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ajar
ini dirancang untuk digunakan oleh dosen dalam kegiatan
pembelajaran mahasiswa. Kami berharap buku ini memberikan
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wawasan berharga dan menjadi panduan yang berguna dalam
memahami dan mempelajari keperawatan bencana.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh
karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis
harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah
khasanah ilmu pengetahuan.

Denpasar, Oktober 2023
Tim Penulis
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KEGIATAN BELAJAR 1
KONSEP DASAR KEPERAWATAN BENCANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari konsep dasar
keperawatan bencana, sejarah keperawatan bencana dan
pentingnya pengetahuan dasar bencana. Luaran yang diinginkan
dalam bab ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan
pemahaman dalam mempelajari keperawatan bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa setelah

mengikuti perkuliahan ini:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pentingnya
pengetahuan dan sejarah kejadian bencana.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, klasifikasi, faktor
yang mempengaruhi bencana.

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak dan peran perawat
dalam keperawatan bencana.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Konsep Keperawatan Bencana

Sejarah Bencana

Pengertian Bencana ! Klasifikasi Bencana
> Bencana -
e -
Faktor Yang L
Mempengaruhi - ﬁ Dampak Bencana
Bencana
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A. SEJARAH BENCANA

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan wilayah
yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan lebih
dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang di Aceh sampai
Merauke di Papua. Indonesia berisiko terhadap gempa bumi,
tsunami, banijir, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan
kebakaran hutan yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan merusak
wilayah yang luas. Selain itu, karena iklim negara yang cenderung
ekstrem, sering dilanda bencana seperti angin topan, kekeringan,
dan gelombang panas. Faktor geografis dan iklim tersebut
menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah paling rawan
terhadap bencana alam di dunia (BNPB, 2023).

Kondisi geografis, demografi dan sosiologis dan secara historis
Indonesia menjadi sebuah wilayah yang rentan terhadap
terjadinya bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan
bencana sosial (Wardyaningrum, 2014). Misalnya gempa yang
terjadi di berbagai wilayah Indonesia, adanya kejadian tsunami,
menunjukkan bahwa bencana alam merupakan ancaman yang
nyata dan sedang dihadapi bangsa Indonesia. (Kementerian
Pertahanan, 2015).

Indonesia telah mengalami beberapa bencana, antara lain wabah
penyakit, bencana alam, dan terorisme. Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (2014) menjelaskan beberapa faktor
yang menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai bencana.
Bencana antropogenik seperti epidemi dapat terjadi, yang disertai
dengan pertumbuhan penduduk dan perumahan yang tidak
terkendali. Epidemi dari negara lain dapat mencapai Indonesia
karena meningkatnya mobilitas manusia di dalam dan luar
Indonesia. Risiko terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan
letusan gunung berapi merupakan konsekuensi dari letak Indonesia
yang berada diring of fire. Akibat maraknya kelompok ekstremis
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karena faktor sejarah, agama, dan politik, Indonesia juga
menghadapi bencana sosial seperti terorisme (Galamas, 2015).

Selama tahun 2018 hingga tahun 2022, di Indonesia sudah
mengalami 22.336 bencana. Bencana tersebut antara lain banijir,
gelombang pasang/abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan
dan lahan, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung,
dan tanah longsor (BNPB, 2023).

Gambar 1.1 Tren Bencana dari 2018—-2022
Sumber: BNPB (2023)

Berdasarkan tren bencana tersebut, terlihat bahwa jumlah bencana
di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018
hingga tahun 2021. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020
dengan persentase kenaikan sebesar 27,75%, sedangkan kejadian
terbanyak pada tahun 2020 terjadi pada tahun 2021 sebanyak
6.235 bencana.

&

Gambar 1.2 Sebaran Kejadian Bencana
Sumber: BNPB (2023)
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Gambar 1.3 Jumlah Kejadian Berdasarkan Kategori Bencana
Sumber: BNPB (2023)

Bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah angin puting
beliung dan banjir. Jumlah bencana angin puting beliung sebanyak
6.945 kejadian dan jumlah bencana banijir sebanyak 6.787 kejadian.
Gempa bumi dan tsunami merupakan bencana yang paling sedikit
terjadi di Indonesia, namun jika dicermati, gempa bumi dan tsunami
merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa.

B. PENGERTIAN BENCANA

Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam
dan/atau non alam atau faktor manusia, sehingga menyebabkan
korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis (UU RI No 24 Tahun 2007).

Bencana adalah peristiwa alam yang dapat berakibat sangat besar
bagi manusia. Peristiwa ini dapat berupa banjir, gempa bumi,
letusan gunung berapi, tanah longsor, tsunami (Wiarto, 2017).
Sementara itu Twigg (2015) mengatakan bencana dapat terjadi
karena ada tekanan yang terus menerus ditimbulkan, seperti:
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kekeringan, degradasi sumber daya alam, urbanisasi yang tidak
memadai direncanakan, perubahan iklim, ketidakstabilan politik dan
terjadijatuhnya sektor perekonomian. Kejadian bencana muncul
karena adanya komponen pemicu (trigger), ancaman (hazard) dan
kerentanan (vulnerability) saling terkait satu sama lain, sehingga
menimbulkan risiko pada komunitas dalam satu wilayah (United
Nations Development Programme and Government of Indonesia,
2012).

C. KLASIFIKASI BENCANA

Menurut UU RI No 24 Tahun 2007 kemungkinan penyebab

terjadinya bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia

dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis bencana, yaitu bencana

alam, bencana non alam dan bencana sosial.

1. Bencana Alam
Bencana alam meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi,
topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau
karena faktor alam, hama tanaman, epidemi, wabah, kejadian
luar biasa dan kejadian luar angkasa atau benda langit.
Kejadian alam yang terjadi tidak selalu disebut sebagai
bencana alam. Jika masyarakat tidak bertempat tinggal di
daerah rawan banijir atau gempa bumi, maka banjir atau gempa
bumi tersebut tidak dianggap sebagai bencana karena tidak
berdampak pada manusia. Bencana alam juga dipengaruhi
oleh degradasi lingkungan. Aktivitas manusia menyebabkan
degradasi lingkungan. Deforestasi, penggurunan, erosi tanah,
banjir dan dangkalnya sungai dapat menyebabkan bencana.
Hal ini disebabkan oleh ulah manusia akibat kesalahan dalam
bidang pertanian, pembalakan liar, eksploitasi sumber daya
alam yang berlebihan, dan lain-lain (Jausan, 2023).
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Gambar 1.4 Contoh bencana alam: tsunami

2. Bencana Non Alam

Bencana non alam yang disebabkan oleh kebakaran hutan
atau lahan akibat ulah manusia, tabrakan, kegagalan desain
atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, polusi
dan aktivitas angkasa.

Contoh bencana non alam adalah kegagalan teknologi.
Kecelakaan yang melibatkan teknologi dapat menimbulkan
bencana, seperti kecelakaan industri. Ledakan, kebakaran, dan
kontaminasi bahan kimia berbahaya merupakan contoh
kecelakaan kerja (Jausan, 2023).

Gambar 1.5 Contoh bencana alam: ledakan nuklir

3. Bencana Sosial
Bencana sosial meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial
serta konflik sosial sering terjadi di masyarakat. Perang dan
konflik  sosial juga  merupakan bencana  sosial.
Penanggulangan bencana sosial berupa perang meliputi
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D.

dukungan terhadap korban dan pengungsi pada masa konflik,
rekonstruksi fisik dan ekonomi pasca konflik, serta rehabilitasi
sosial setelah konflik berakhir (Jausan, 2023).

Gambar 1.6 Contoh bencana sosial: konflik sosial

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BENCANA

Menurut Nurjanah dkk. (2012) menyatakan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi bencana sebagai berikut:

1.

Bahaya (Hazard)

Bahaya adalah fenomena alam atau buatan manusia yang
berdampak terjadinya potensi bahaya terhadap nyawa
manusia, kerugian dan kerusakan harta benda serta
menyebabakan terjadinya kerusakan lingkungan. Bahaya
dibagi menjadi dua kelompok yaitu bahaya alami yang terdiri
dari bahan geologi, hidrologi-meteorologi, biologi dan
lingkungan. Ketika bahaya akibat ulah manusia yang terdiri dari
gagalnya teknologi, kerusakan, lingkungan dan konflik.
Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan merupakan suatu kondisi masyarakat yang
menyebabkannya atas ketidakmampuan menghadapi bahaya
yang mungkin dihadapi yang akan datang. Ada 4 faktor yang
mempengaruhui kerentanan yaitu: kerentanan fisik (physical
vulnerability), kerentanan sosial (socio vulnerability),
kerentanan ekonomi (economic vulnerability) dan kerentanan
lingkungan (enviromental vulnerability)
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a. Kerentanan fisik (physical vulnerability)
Menggambarkan kondisi fisik yang rentan terhadap faktor
berbahaya, misalnya persen luas terbangun, kepadatan
bangunan, rasio aspek jaringan listrik, jalan dan rel kereta
api. Menurut Adiyoso (2018) ini berhubungan dengan
kemungkinan orang terkena dampak atau rusak akibat
bencana. Kerentanan fisik bisa juga mengacu pada
lingkungan, seperti kawasan pemukiman, kawasan
ekonomi, pertanian atau perkebunan. Indikator penilaian
kerentanan fisik, misalnya: jumlah dan derajat kepadatan
penduduk, jenis bahan dan konstruksi bangunan.

b. Kerentanan sosial (socio vulnerability)
Menjelaskan suatu kondisi level kerapuhan sosial dalam
menghadapi bahaya. Kerentanan sosial terlihat jelas dari
beberapa indikator diantaranya: kepadatan penduduk, laju
pertumbuhan penduduk, proporsi penduduk usia lansia dan
balita dan penduduk Perempuan.

c. Kerentanan ekonomi (economic vulnerability)
Menjelaskan tingkat kerapuhan dan kerugian atau
kerusakan ekonomi, kegiatan ekonomi yang terjadi pada
saat terjadi bencana. Indikator menunjukkan bahwa tingkat
kerentanan ini adalah persentase rumah tangga yang
bekerja pada sektor rentan seperti petani dan peternak,
persentase rumah tangga miskin dan luas lahan produktif.

d. Kerentanan lingkungan (enviromental vulnerability).
Risiko lingkungan berdasarkan tingkat kerusakan
(pengurangan) sumber yang menyebabkan hilangnya
stabilitas dan interferensi. Kelestarian ekosistem. Ekosistem
harus menjadi tempat aktivitas manusia dan terjaga
keseimbangannya demi kepentingan kelangsungan hidup
manusia. Semakin tinggi kerusakan lingkungan maka
kerentanan pun tinggi.

3. Kapasitas (Capacity)
Kapasitas yaitu kemampuan mengelola sumber daya dan
kekuatan masyarakat agar mampu mempertahankan dan
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mempersiapkan diri, terutama untuk cepat pulih dari dampak
bencana (Bakornas, 2007). Menurut UN-ISDR 2004 dalam
Sulistyani (2016), kapasitas merupakan gabungan seluruh
kekuatan dan sumber daya yang dimiliki suatu komunitas atau
organisasi untuk mampu mengurangi tingkat risiko bencana
atau dampak suatu bencana.
4. Risiko bencana (Disaster Risk)

Risiko bencana merupakan interaksi antara tingkat kerentanan
wilayah danancaman bahaya yang ada. Secara umum, bahaya
berarti kemungkinan akan terjadinya bencana baik alam
maupun non alam. Kerentanan menjelaskan bahaya yang
dihadapi masyarakat dalam menghadapi ancaman. Semakin
besar bahaya dan kerentanannya, semakin besar pula risiko
terjadinya bencana yang akan ditemukan. Tindakan yang
dapat diambil untuk mengurangi risiko bencana, khususnya
dengan mengurangi tingkat kerentanan karena bersifat
relatif lebih mudah daripada mengurangi atau meminimalkan
bahaya, sosial dan ekologi.

Baha\a
PE[[]]('[I
Risiko Bencana
Bencana

Gambar 1.7 llustrasi Terjadinya Bencana
Sumber: Nurjanah, Kuswanda, & Siswanto (2012)
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Menurut Adiyoso (2018) Hubungan antara risiko (risk), hazard,
kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:

R = Risiko Bencana (Risk)

H = Ancaman (Hazard)

V = Kerentanan (Vulnerability)
C = Kapasitas (Capacity)

Rumus tersebut menunjukkan hubungan antara ancaman,
kerentanan dan kapasitas. Semakin tinggi tingkat ancaman dan
kerentanan suatu wilayah maka semakin tinggi pula risiko
terjadinya bencana. Semakin besar kapasitas penanggulangan
bencana di suatu wilayah, maka semakin rendah pula risiko
bencananya (Adiyoso, 2018). Hubungan antara ancaman,
kerentanan dan kapasitas yang termasuk dalam risiko bencana
dimana sebuah pendekatan untuk menyoroti kemungkinan
dampak negatif yang mungkin terjadi karena kemungkinan
terjadinya bencana.

E. DAMPAK BENCANA

Dampak dari kejadian suatu bencana adalah akibat yang
ditimbulkan dari bencana tersebut (Nurjanah dkk, 2013). Dampak
yang ditimbulkan dari bencana dapat berupa: kehilangan nyawa,
luka-luka, pengungsian, kerusakan infrastruktur atau properti,
lingkungan atau ekosistem, kebijakan, hasil pembangunan dan
dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menyebabkan
penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya
dampak suatu bencana bergantung pada pada tingkat ancaman
(danger), kerentanan (vulnerability) dan kemampuan atau
kesanggupan (kapasitas) dalam menghadapi bencana.
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Selama ini kita hanya mengetahui apa saja dampak negatif
bencana alam. Bencana alam dapat menimbulkan dampak buruk
terhadap perekonomian, sosial dan lingkungan. Kerusakan
infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, mengakibatkan
hilangnya nyawa, rusaknya ekosistem, dan hilangnya tempat
tinggal. Bencana alam juga mempunyai dampak positif terhadap
kehidupan. Misalnya, (1) gempa bumi yang menyebabkan mineral
dan batu permata naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk
ditambang (2) letusan gunung berapi yang membuat tanah menjadi
lebih subur karena mengendapnya abu vulkanik, (3) gempa bumi
yang menimbulkan daratan baru dan memperluas pantai (4)
meningkatkan kesadaran manusia (5) mengarahkan para ilmuwan
untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meminimalkan
kemungkinan terjadinya bencana alam. Setiap peristiwa yang
terjadi mempunyai dampak positif dan negatifnya masing-masing.
Meskipun bencana alam cenderung memberikan dampak negatif
terhadap manusia, hamun di sisi lain bencana alam memberikan
dampak yang sangat positif terhadap lingkungan alam, seperti
terbentuknya ekosistem baru melalui munculnya kawasan baru dan
perluasan pantai serta kesuburan wilayah tersebut akibat letusan
gunung berapi. (BNPB, 2022).

Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction, dampak
yang ditimbulkan dari suatu bencana adalah dampak keseluruhan
dari peristiwa atau bencana yang berbahaya, termasuk dampak
negatif (misalnya kerugian ekonomi) dan dampak positif (misalnya
manfaat ekonomi). Istilah ini mencakup dampak ekonomi, manusia,
dan lingkungan, serta dapat mencakup kematian, cedera, penyakit,
dan dampak negatif lainnya terhadap kesejahteraan fisik, mental,
dan sosial manusia.
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F. PERAN PERAWAT DALAM KEPERAWATAN BENCANA

ICN dan beberapa referensinya menggambarkan kompetensi yang

harus dimiliki perawat saat bencana, yaitu pada saat

Pencegahan/Mitigasi, saat Kesiapsiagaan, saat Respon dan saat

Rehabilitasi/Pemulihan (Alfred et al., 2015).

1. Kompetensi pada saat Pencegahan/Mitigasi
Mitigasi digambarkan sebagai landasan manajemen darurat.
Batasan kerusakan yang ditentukan adalah tindakan
berkelanjutan yang mengurangi atau menghilangkan risiko
jangka panjang pada manusia dan harta benda dilindungi dari
bencana alam atau bencana akibat ulah manusia Jika terjadi
dampak, pengendalian kerusakan terjadi sebelum bencana
terjadi. Kegiatan masyarakat merupakan bagian dari mitigasi
kerusakan. Untuk mencegah bencana, mengurangi
kemungkinan terjadinya bencana dan mengurangi kerusakan
akibat bencana (Mistric & Sparling, 2010).
Peran perawat adalah dalam pengurangan risiko, pencegahan
penyakit. Promosi dan pengembangan kebijakan kesehatan
dan perencanaan. Pada keadaan ini perawat melakukan
kolaborasi organisasi dengan petugas kesehatan lainnya
baik komunitas, pemerintah dan tokoh  masyarakat
memberikan pendidikan dan simulasi bencana skala besar
(Alfred et al., 2015).

2. Kompetensi pada saat Kesiapsiagaan
Tahap kedua dari manajemen darurat adalah persiapan.
Persiapan yang dimaksud berbentuk rencana atau prosedur
untuk menyelamatkan nyawadan meminimalkan kerusakan jika
terjadi keadaan darurat. perencanaan, pelatihan, dan latihan
bencana merupakan elemen penting dalam persiapan. Meski
sederhana Persiapan adalah tentang merencanakan jenis
kegiatan yang akan berlangsung sebelumnya, selama dan
segera setelah bencana (Mistric & Sparling, 2010).
Yang dilakukan perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi
praktik etis,praktik hukum dan akuntabilitas, keterampilan
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komunikasi dan berbagi informasi juga mempersiapkan
rencana penanggulangan bencana di lokasi bencana (Alfred et
al., 2015).

3. Kompetensi pada saat Respon
Fase ketiga dalam penanggulangan bencana adalah fase
respon. Fase respon meliputi tindakan yang diambil untuk
menyelamatkan nyawa dan mencegah bahaya lebih
lanjut tetap berlaku selama dan segera setelah bencana atau
situasi darurat. Fase reaksi meliputi mewujudkan rencana
kesiapsiagaan (Mistric & Sparling, 2010).
Peran yang dikerjakan perawat dalam fase ini adalah terlibat
dalam distribusi perbekalan bantuan yang tersedia kepada
pengungsi, perawatan jiwa dan keluarga, dukungan psikologis
dan perhatian khusus populasi rentan (Alfred et al., 2015)

4. Kompetensi pada saat Rehabilitasi/Pemulihan
Fase keempat dalam penanggulangan bencana adalah fase
pemulihan. Fase pemulihan dipilah menjadi kegiatan jangka
pendek dan jangka panjang. Kegiatan jangka pendek diartikan
sebagai kegiatan yang memberikan bantuan dan rehabilitasi
segera. Dalam penyediaan layanan kesehatan, kegiatan
jangka pendek termasuk bantuan hidup vital dan penyediaan
layanan yang diperlukan untuk kesejahteraan pasien
dan kenyamanan dasar. Kegiatan jangka panjang ditujukan
untuk memulihkan kesehatan pasien sebanyak mungkin agar
dapat kembali beraktivitas sehari-hari (Mistric & Sparling,
2010).
Pada tahap ini, peran perawat mencakup pemulihan individu,
keluarga, dan masyarakat baik dalamjangka pendek
maupun jangka panjang (Alfred et al., 2015).

G. RANGKUMAN

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rentang
tahun 2018 hingga tahun 2022, di Indonesia sudah mengalami
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22.336 bencana. Bencana tersebut antara lain banjir, gelombang
pasang/abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan,
kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, dan tanah
longsor, risiko terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan
letusan gunung berapi merupakan konsekuensi dari letak Indonesia
yang berada diring of fire. Dillihat dari pengertiannya bencana
merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat
mengancam serta mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam
dan/atau non alam atau faktor manusia, sehingga menyebabkan
korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis. Bencana dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis
bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana
sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana diantaranya:
bahaya (Hazard), kerentanan (Vulnerability), kapasitas (Capacity)
dan resiko bencana (Disaster Risk). Ada dampak positif dan negatif
setelah bencana alam terjadi dan kompetensi yang harus dimiliki
perawat saat bencana, yaitu pencegahan/mitigasi, kesiapsiagaan,
respon dan rehabilitasi/pemulihan

H. TES FORMATIF

1. Risiko terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan
letusan gunung berapi merupakan konsekuensi dari letak
Indonesia, sehingga Indonesia sering disebut?

a. Ring of elysium

Ring of water

Ring of air

Ring of fire

. Ring of power

2. Kemampuan mengelola sumber daya dan kekuatan
masyarakat agar mampu mempertahankan dan
mempersiapkan diri, terutama untuk cepat pulih dari dampak
bencana merupakan yang mempengaruhi bencana dari faktor?

®oo0c
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Bahaya
Kapasitas
Kerentanan
Resiko bencana
Mitigasi

®oo o

I.  LATIHAN

Berikan contoh dari kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat
untuk berbagai jenis bencana alam, bencana non alam dan
bencana sosial !
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KEGIATAN BELAJAR 2
ASPEK LEGAL & ETIK ISU KEPERAWATAN BENCANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep
dasar teoritis aspek legal dan etik isu keperawatan bencana.
Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk
modal dasar mempelajari topik tersebut lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan

mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menguraikan definisi aspek legal dan etk isu
keperawatan bencana.

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep keperawatan
bencana dengan pendekatan etik dan legal dalam memberikan
asuhan keperawatan yang komprehensif.

3. Mahasiswa mampu menerapkan aspek etik, legal, dan peka
budaya dalam penanganan bencana.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN
ASPEK LEGAL DAN ETIK KEPERAWATAN BENCANA

v v

Pengertian Aspek Konsep
Legal dan Etik Keperawatan

_— Aspek Etik dan

Aspek Legal -
P € Penerapan Peka Budaya

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 16



A. PENGERTIAN ASPEK LEGAL DAN ETIK ISU
KEPERAWATAN BENCANA

Dalam pembelajaran keperawatan bencana, aspek etik dan legal
penting menjadi perhatian agar para perawat dapat memberikan
pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kode etik, standar
pelayanan keperawatan, standar pelayanan keperawatan bencana,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para
perawat harus memahami bagaimana menangani dan menolong
manusia agar tidak melanggar hukum serta tetap menjaga aspek
etika.

Aspek etik dalam keperawatan bencana mencakup menghargai
klien, memberikan yang terbaik dalam asuhan keperawatan yang
bermutu, mempertanggungjawabkan pelayanan keperawatan yang
diberikan, dan menjaga aspek etika serta tetap menghormati korban
dan penyintas atau korban selamat. Aspek legal dalam
keperawatan bencana mencakup aturan keperawatan dalam
memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan
tanggung jawab, serta memahami peraturan perundang-undangan
yang berlaku, seperti UU Kesehatan, UU Keperawatan, dan UU
Kebencanaan.

Dasar hukum dan legal etik dalam penanganan bencana di
Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan,
antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan
Bencana.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi
Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap
Darurat Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas di Lingkungan BNPB.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah pada saat
Tanggap Darurat.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang tugas, fungsi, dan
tanggung jawab dalam penanganan bencana, termasuk aspek etik
dan legal dalam penanganan bencana. Selain itu, peraturan-
peraturan tersebut juga mengatur tentang pendanaan dan
kelembagaan yang terkait dengan penanganan bencana.
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B. KONSEP KEPERAWATAN BENCANA DENGAN

PENDEKATAN LEGAL DAN ETIK

Menurut Veenema (2012) konsep aspek legal dan isu etik tersebut
meliputi:

1.

Pencatatan dan Pelaporan Penyakit.

Mempunyai kewenangan untuk meminta health care provider
(penyedia layanan kesehatan) untuk melaporkan kasus-kasus
penyakit yang ada. Meskipun laporan tersebut menimbulkan
ketidaknyamanan pribadi pasien. Masing-masing negara
membutuhkan laporan tentang kasus-kasus penyakit yang
berbeda, tergantung pada siapa yang membutuhkan laporan
tersebut. Hampir semua negara membutuhkan laporan tentang
kasus-kasus penyakit baru dalam 24 jam, atau penyakit yang
timbul lebih dari 24 jam (Horton, Misrahi, Matthews &Kocher,
2002 dalam Veenema 2012).

Informasi Kesehatan

Informasi kesehatan berisi tentang identitas individu, sehingga
disini akan muncul isu tentang privasi dan kerahasiaan
Informasi medis bisa berisi identitas individu seperti: nama,
alamat, nomor tilpon, tanggal lahir,dan identitas lainnya yang
memungkinkan pihak ketiga berkomunikasi. Kongres HIPAA
(Health Insurance Portability and Accontability) memberi
kewenangan kepada Departement of Health Human Services
(DHHS) untuk mengeluarkan kewenanganbahwa privasi dari
data pasien ada pada penyedia layanan kesehatan. Secara etik
kerahasiaan klien harus tetap dijaga,dimana perawat
mempunyai kewajiban etika untuk melindungi pasien dan
menjaga kerahasianpasien yang dirawat.

MSEHPA membatasi dalam memberikan keterangan terkait
dengan kerahasiaan klien.Umumnya informasi kesehatan tidak
bisa diberikan tanpa sepengetahuan individu yang
bersangkutan. Namun demikian ada 5 (lima ) pengecualian,
yaitu:

a. Keterangan langsung untuk individu yang bersangkutan.

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 19



b. Keterangan untuk pihak keluarga atau yang mewakili
keluarga.

c. Keterangan untuk lembaga atau otoritas yang berkaitan
dengan hukum.

d. Keterangan untuk pengadilan atau untuk pusat layanan
kesehatan.

3. Karantina, Isolasi, dan Civil Commitment

Perbedaan antara karantina, isolasi, dan civii commitment

yaitu:

a. Karantina: berasal dari undang-undang maritim dan praktik,
dan merupakan keharusan untuk isolasi orang atau barang
(biasanya 40 hari), bila orang atau barang tersebut dicurigai
mengandung penyakit infeksi.

b. Isolasi: Penempatan orang atau barang yang diketahui
mengandung penyakit dalam waktu tertentu sehingga
penyakit tidak menyebar.

c. Civil Commitmetn: Berhubungan dengan gangguan system
kesehatan mental dan membahayakan dirinya dan orang
lain. Dapat dibayangkan dalam keadaankrisis kesehatan
masyarakat atau bencana, kebutuhan untuk memberi
perlindungan bisa bertentangan dengan kebutuhan untuk
mencegah penyebaranpenyakit.

4. Vaksinasi

Negara memiliki lembaga otoritas untuk mewajibkan warga

negaranya menjalani vaksinasi dalam pencegahan penyakit.

Pengecualian bagi mereka untuk tidak menjalani vaksinasi

dengan alasan agama dan alasan penyakit kronis tertentu yang

punya reaksi negatif terhadap vaksinasi.
5. Treatment for Disease (Pengobatan Penyakit)

Dalam etika keperawatan dimana perawat memberikan hak

otonomi (self determination) dimana seseorang diberi

kebebasan dalam membuat keputusan bagi dirinya. Undang-
undang kesehatan wajib memberikan pengobatan pada
penyakit menular seperti penyakit kelamin dan tuberkulosis

(Gostin, 2000 dalam Veenema, 2012).
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10.

Screening & Testing

Screening dan testing merupakan upaya pelayanan kesehatan
publik yang berbeda. Testing biasanya mengacu pada
prosedur medis untuk memeriksa apakah seseorang
mempunyai suatu penyakit tertentu.

Professional Licensing (Lisensi Profesional)

Di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor
161/Menkes/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan. BAB Il Pasal 2 menyatakan setiap tenaga
kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya
wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dengan
melampirkan sertifikat kompetensi yang dilegalisir.

Alokasi Sumberdaya (Resource Allocation)

Serangan bioteroris dan bencana mengandung banyak sebab
dan akibat dan memerlukan banyak sumberdaya.
Tantangannya adalah bagaimana mengalokasi sumberdaya
tersebut. Dalam hal ini sumberdaya tersebut dapat berupa
obat-obatan, seperti antiseptic, antibiotic, anti toxin, vaksin dan
sumber daya manusia

Professional Liability.

Semua profesi pelayanan kesehatan termasuk perawat bisa
mendapatkan “civil liability” dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang terstandar. “ Malpractice Liabelity” masalah
malpraktik dari kewenangan yang boleh diberikan seorang
perawat.Seorang perawat mungkin dikatakan malpraktik dan
harus mengganti kerugian akibat dari memberikan layanan
dibawah standar meskipun dalam situasi darurat. Untuk itu,
perawat hendaknya memberikan pelayanan berdasarkan
standardan SOP yang telah ditetapkan

Penyedia layanan yang memadai (Provision of Adequate
Care).

Hubungan antara perawat dengan Rumah sakit secara legal
sama dengan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
Hubungan tersebut tertulis dalam “ Kontrak Kerja”. Disini rumah
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sakitbisa menghentikan hubungan kerja pada perawat
tersebut.Sebaliknya, pekerja (perawat) juga bebas pindah kerja
ke tempat lain.

C. PENERAPAN ASPEK LEGAL, ETIK DAN PEKA BUDAYA
DALAM PENANGANAN BENCANA

Dalam penatalaksanaan bencana di Indonesi, para perawat
merupakan salah satu garda terdepan dalam penanggulangan
bencana. Perlu memahami bagaimana menangani dan menolong
manusia agar tidak melanggar hukum serta tetap menjaga aspek
etika dan peka budaya. Sehingga dapat memberikan pelayanan
keperawatan yang sesuai dengan kode etik, standar pelayanan
keperawatan, standar pelayanan keperawatan bencana, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para
perawat juga harus memperhatikan keanekaragaman budaya dan
adat istiadat masyarakat setempat serta memperhatikan
keselamatan dan keamanan lingkungan serta keselamatan korban
dan petugas dalam memberikan asuhan keperawatan.

Aspek legal, etik dan peka budaya dalam keperawatan bencana
diterapkan dengan menghargai klien dan memberikan yang terbaik
dalam asuhan keperawatan yang bermutu.
Mempertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan.
Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik,
standar pelayanan keperawatan, standar pelayanan keperawatan
bencana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melindungi  kesehatan, keselamatan, dan hak pasien.
Mengaplikasikan  konsep  keperawatan bencana dengan
pendekatan etik dan legal. Menjaga aspek etika dan tetap
menghormati korban dan penyintas atau korban selamat. Siap
berperan saat prabencana maupun saat terjadi bencana.
Melakukan tindakan medis yang dalam kondisi normal harus
dilakukan dokter, apabila tidak ada dokter di tempat itu, perawat
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bisa melakukan penanggulangan darurat kepada korban yang
membutuhkan.

D.

RANGKUMAN

Aspek Legal dan Etik dalam Penanggulangan Bencana

1.

© N

11.

Pencatatan dan Pelaporan Penyakit.
Mempunyai kewenangan untuk meminta health care provider

(penyedia layanan kesehatan) untuk melaporkan kasus-kasus
penyakit yang ada

Informasi kesehatan

Informasi kesehatan berisi tentang identitas individu, sehingga
disini akan muncul isu tentang privasi dan kerahasiaan
Informasi medis bisa berisi identitas individu seperti: nama,
alamat, nomor tilpon, tanggal lahir,dan identitas lainnya yang
memungkinkan pihak ketiga berkomunikasi.

Karantina, Isolasi, dan Civil Commitment.

Vaksinasi

Negara memiliki lembaga otoritas untuk mewajibkan warga
negaranyamenjalani vaksinasi dalam pencegahan penyakit
Treatment for Disease (Pengobatan Penyakit).

Dalam etika keperawatan dimana perawat memberikan hak
otonomi (self determination) dimana seseorang diberi
kebebasan dalam membuat keputusan bagi dirinya.

Screening & Testing

Professional Licensing (Lisensi Profesional)

Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan
keprofesiannya wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)
dengan melampirkan sertifikatkompetensi yang dilegalisir.
Alokasi Sumberdaya (Resource Allocation)

. Professional Liability.

Seorang perawat mungkin dikatakan malpraktik dan harus
mengganti kerugian akibat dari memberikan layanan dibawah
standar meskipun dalamsituasi darurat.

Penyedia layanan yang memadai (Provision of Adequate
Care).
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Dalam penanggulangan bencana, perawat harus memahami dan
mengaplikasikan  konsep  keperawatan bencana dengan
pendekatan etik dan legal dalam memberikan asuhan keperawatan
yang komprehensif. = Menghargai klien dan memberikan yang
terbaik dalam asuhan keperawatan yang bermutu, serta
mempertanggungjawabkan  pelayanan  keperawatan  yang
diberikan. Menjaga aspek etika dan tetap menghormati korban dan
penyintas atau korban selamat. Memahami peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti UU Kesehatan, UU Keperawatan,
dan UU Kebencanaan. Memperhatikan keselamatan dan
keamanan lingkungan serta memperhatikan keselamatan korban
dan petugas dalam memberikan asuhan keperawatan.

E. TES FORMATIF

1. Prosedur medis untuk memeriksa apakah seseorang
mempunyai suatu penyakit tertentu, merupakan upaya :
a. Screening
b. Testing
c. Professional Liability
d. Provision of Adequate Care
e. Civil Commitment
2. Meminta health care provider (penyedia layanan kesehatan)
untuk melaporkan kasus-kasus penyakit yang ada, termasuk
dalam :
a. Lisensi Profesional
b. Karantina, Isolasi dan Civil Commitment
c. Alokasi Sumber Daya
d. Vaksinasi
e. Pencatatan dan Pelaporan Penyakit
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F. LATIHAN

Jelaskan yang dimaksud dengan aspek etik dan isu etik dalam
keperawatan. Dan beberapa contoh konsep dan penerapan
aspek legal dan etik dalam keperawatan bencana.
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KEGIATAN BELAJAR 3
MANAJEMEN BENCANA (SIKLUS BENCANA)

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep
dasar teoritis manajemen bencana. Diharapkan mahasiswa
memiliki wawasan dan pemahaman tentang manajemen bencana
yang meliputi pengertian dan tujuan manajemen bencana, model
manajemen bencana, dan kebijakan manajemen bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki
pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menguraikan pengertian dan tujuan manajemen
bencana

Mampu menjelaskan model manajemen bencana

Mampu menjelaskan manajemen sebelum bencana

Mampu menjelaskan manajemen saat bencana

Mampu menjelaskan manajemen setelah bencana

Mampu menjelaskan kebijakan manajemen bencana

o gk wN

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

MANAJEMEN BENCANA
v Y v
Pengertian, Tujuan Model Manajemen Kebijakan
Manajemen Bencana Bencana Manajemen Bencana
Manajemen Sebelum Manajemen Saat Manajemen Setelah
Bencana Bencana Bencana
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A. PENGERTIAN DAN TUJUAN MANAJEMEN BENCANA

Menurut UU Nomor 24 tahun 2007 yang dimaksud dengan bencana
adalah peristiwa atau rangkaian peristiwva yang mengganggu dan
mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia
yang menimbulkan korban jiwa manusia, harta benda, masalah
psikologis, dan kerusakan lingkungan (Purnama, 2017). Menurut
United Nation Development Program (UNDP) bencana adalah
peristiwa luar biasa yang terjadi di lingkungan alam atau lingkungan
manusia yang merugikan dan mempengaruhui kehidupan manusia,
harta benda atau aktifitas sehingga menimbulkan bencana (Danil,
2021). Ada tiga aspek utama yang terdapat dalam pengertian
bencana (Purnama, 2017) yaitu:1). Peristiwa yang mengancam dan
merusak (hazard), 2). Peristiwa yang terjadi mengganggu dan
menngancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi masyarakat,
dan 3). Peristiwa yang terjadi menimbulkan korban dan kerusakan
melebihi dari kemampuan masyarakat untuk mengatasinya.

Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk
menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan
sumber daya (Terry, 1972, dalam Hartini, 2022). Manajemen
bencana adalah semua upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk
upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan
pemulihan berkaitan dengan bencana (Arsyad, 2017). Manajemen
bencana adalah kegiatan sistematis dan komprehensif untuk
menanggulangi kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat,
untuk mencegah, mengurangi korban jiwa dan kerusakan yang
ditimbulkan (Danil, 2021).

Manajemen bencana merupakan proses dinamis yang merupakan
implementasi dari fungsi manajemen yang terdiri dari tahap
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan
dalam penanganan bencana (Arsyad, 2017). Manajemen bencana
sangat penting dilaksanakan karena bencana tidak dapat dipastikan
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kejadiannya dan juga tidak pasti terjadi. Dalam pelaksanaannya
pada setiap tahap manajemen bencana perlu kerjasama yang baik
dari berbagai organisasi yang terlibat selama kegiatan.

Tujuan dari manajemen bencana menurut Paidi (2012) adalah:

1.

arMwbd

Mengurangi atau mencegah korban jiwa, kerugian secara fisik,
dan ekonomi yang dialami baik perorangan, masyarakat, dan
negara.

Mengurangi penderitaan korban bencana

Memberi perlindungan korban bencana selama di pengungsian
Mempercepat pemulihan korban bencana dan lingkungan.
Meningkatkan kesadaran semua unsur dalam masyarakat atau
suatu organisasi sehingga semua dapat berperan dalam
penanganan bencana (Danil, 2021).

Beberapa asas yang perlu diperhatikan oleh semua pihak dalam
pelaksanaan manajemen bencana adalah sebagai berikut (Danil,
2021):

1.

Kemanusiaan, merupakan asas penanganan bencana dengan
nilai sangat tinggi. Setiap bencana terutama bencana karena
faktor alam akan menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta
benda dan lingkungan sehingga memerlukan rasa
kemanusiaan dalam mengatasinya.

Keadilan merupakan asas adil untuk semua korban bencana
tidak melihat perbedaan seperti suku, ras, dan agama.
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Semua pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana
harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Manajemen
bencana harus memperhatikan keseimbangan semua aspek
baik kehidupan manusia sebagai korban, ekologi, sosial,
budaya, dan lingkungan alam.

Ketertiban dan kepastian hukum. Semua program yang
dilaksanakan dalam manajemen bencana harus didasarkan
atas aturan hukum yang berlaku.
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6. Kebersamaan. Dalam manajemen bencana memerlukan
kerjasama, keterlibatan, dan kolaborasi semua pihak.

7. Kelestarian lingkungan hidup. Dalam mencapai keberhasilan
manajemen bencana tetap mengutamakan kelestarian
lingkungan hidup

8. llmu pengetahuan dan teknologi. Manajemen bencana harus
mempertimbangakan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi terkini.

B. MODEL MANAJEMEN BENCANA

Bencana yang terjadi karena adanya faktor bahaya (hazard) dan
kerentanan masyarakat. Kedua faktor ini sangat kecil dapat
diintervensi sehingga untuk mencegah dan mengurangi terjadinya
korban jiwa dan kerusakan lingkungan maka yang dapat
ditingkatkan adalah kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam
menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

Manajemen bencana pada hakekatnya untuk menghindari
masayarakat dari bencana dengan mengurangi bahaya dan
mengatasi kerentanan masyarakat. Secara umum ada lima model
manajemen bencana (Purnama, 2017) yaitu:

1. Disaster managemen continuum model, adalah model yang
umum dikenal karena memperlihatkan tahapan yang jelas.
Tahapan manajemen bencana meliputi tahap emergency,
relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness,
dan early warning.

2. Pre-during-post disaster model, merupakan model manajemen
bencana dengan tahapan sebelum, selama bencana terjadi,
dan setelah bencana terjadi. Dalam aplikasinya model ini sering
dikombinasikan dengan disaster managemen continuum
model.

3. Contract-expand model. Model ini berpandangan bahwa
seluruh tahapan manajemen bencana (emergency, relief,
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rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan
early warning.) tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan
bencana dengan fokus yang berbeda antara saat terjadi
bencana dan saat tidak terjadi bencana. Saat terjadi bencana
maka tahapan emergency, relief lebih difokuskan dari tahapan
lainnya.

The crunch and release model, merupakan model yang
menekankan pada menurunkan kerentanan masyarakat yang
tinggal di daerah rawan bencana. Kerentanan menurun maka
risiko bencana terjadi juga kecil.

Disaster risk reduction framework, adalah manajemen bencana
yang berfokus pada mengidentifikasi risiko baik tentang
kerentanan, dan bahaya (hazard) serta meningkatkan
kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007 penanggulangan bencana
merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup kebijakan
pembangunan yang berisiko terjadinya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Purnama,
2017). Manajemen bencana tersebut dapat digambarkan dalam
siklus bencana sebagai berikut:

Siklus Bencana

BENCANA Tanrggap Darurat
Pancegahan N
Kesiapsiagaan  Hazands, Fick .

N
VEfigasi Mappng Bantuan darural
» J menuy Rehabditasi
Daa et |V e \
Capacly assessmenl pcn'nl‘ﬂmn
CGonmunty axarensss
Normolisas: kehidupan
:;‘tr:::mma: :an:": Perbalan sarana dan
sara ‘| Py
\ bendungan, dil it
Pombacgunan dan £ "
Mitigasi Struhbural \\ // _—

Gambar 3.1 Siklus bencana (Purnama, 2017)
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Manajemen bencana menurut Ramli (2009, dalam Haryanto, 2012),
dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan yaitu:

1.

Tingkat lokasi atau manajemen inseden (incident
management). Kegiatan penaggulangan langsung di tempat
bencana yang dilakukan oleh tim tanggap darurat sesuai
keahliannya masing-masing. Kegiatan lebih fokus pada aspek
teknis penanggulangan bencana.

Tingkat daerah atau manajemen darurat (emergency
management). Merupakan manajemen bencana pada
tingkatan yang lebih luas yang mewilayahi lokasi bencana.
Tingkat nasional atau manajemen krisis (crisis management).
Manajemen bencana ditingkat nasional yang mengkoordinir
kegiatan secara nasional. Tugas dan tanggung jawab serta
kegiatan dibedakan pada fokus kegiatan yaitu kegiatan aspek
teknis dan aspek strategis. Semakin rendah tingkatannya maka
kegiatan lebih bersifat teknis demikian sebaliknya.

C. MANAJEMEN SEBELUM BENCANA

Manajemen sebelum bencana mencakup langkah-langkah (Danil,
2021) sebagai berikut:

1.

Pencegahan, merupakan upaya yang difokuskan pada
penyusunan berbagai peraturan hukum perundang-undangan
untuk mencegah dan mengurangi korban jika bencana terjadi.
Misalnya rencana tata guna tanah, pembuatan peta rawan
bencana, dan lainnya.

Mitigasi adalah upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk
mengurangi korban jiwa dan kerusakan jika bencana terjadi.
Upaya tersebut antara lain pembuatan tanggul, check dam,
break water, normalisasi dan rehabilitasi saluran.
Kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Merupakan kegiatan untuk
menciptakan kondisi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari
masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Kegiatan
tersebut seperti penyuluhan, edukasi, dan pelatihan
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ketrampilan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelamatan diri
dari bencana.

D. MANAJEMEN SAAT BENCANA

Manajemen saat bencana terjadi maka langkah-langkah yang dapat
dilakukan adalah (Danil, 2021):

1.

Peringatan dini, merupakan upaya untuk memberikan
peringatan, tanda, dan isyarat terjadinya bencana. Tindakan ini
sangat penting terutama bagi masyarakat yang bertempat
tinggal di daerah rawan bencana agar mempunya waktu untuk
menyelamatkan diri dari bencana. Misalnya dengan bunyi
sirena yang telah dipasang sebelumnya, membunyikan
kentongan, dan peringatan melalui pengeras suara.

Pencarian dan penyelamatan. Adalah langkah utama dalam
bencana yang merupakan upaya mencegah dan mengurangi
jumlah korban jiwa. Kegiatan mencakup pencarian dan
pemberian pertolongan untuk menyelamatkan korban. Pada
tahap ini dilakukan triage cepat terhadap korban yang
jumlahnya banyak. Penyelamatan korban dapat ditangani di
lokasi bencana, di tempat pengungsian, dan jika perlu tindakan
evakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan definitif
dan komprehensif.

Pengungsian, merupakan upaya awal untuk menyelamatkan
korban bencana yang sehat, luka ringan, luka sedang yang
dapat ditangani di lokasi pengungsian.

E. MANAJEMEN SETELAH BENCANA

Manajemen setelah bencana dapat diidentifikasi kegiatan yang
dilakukan meliputi (Danil, 2021):

1.

Penyantunan dan pelayanan, merupakan Kkegiatan yang
didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberikan bantuan
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tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman, bantuan
pangan, sandang, dan kesehatan pada pengungsi.

2. Konsolidasi, dapat merupakan kegiatan monitoring dan
evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh petugas, relawan, dan masyarakat selama tahap tanggap
darurat. Kegiatannya meliputi pencarian dan penyelamatan
ulang, menghitung ulang jumlah korban, memastikan jumlah
pengungsi.

3. Rehabilitasi dan rekontruksi, merupakan kegiatan untuk
memulihkan fisik, psikologis korban bencana, membangun
kembali kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
sebelumnya rusak akibat bencana, dan diusahakan lebih baik
dan terhindar dari risiko bencana.

F. KEBIJAKAN MANAJEMEN BENCANA

Manajemen bencana dalam implementasinya memerlukan

penetapan kebijakan terhadap manajemen bencana tersebut.

Umumnya kebijakan tersebut meliputi penetapan agenda,

pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Purnama, 2017). Kebijakan

manajemen bencana diharapkan mencakup hal-hal berikut

(Purnama, 2017):

1. Adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.

2. Alokasi sumberdaya yang cermat antara pemerintah pusat dan

pemerintah, serta dengan fungsi-fungsi terkait.

Ketetapan peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas.

4. Tatakerja dan pengaturan antara Lembaga yang terkait dalam
penanganan bencana.

w

Menurut Haryanto, (2012) terdapat beberapa unsur dalam
implementasi manajemen bencana antara lain:
1. Penetapan kebijakan manajemen bencana

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 33



Mengidentifikasi keadaan darurat.

Perencanaan kegiatan awal

Standar prosedur tanggap darurat.

Penetapan struktur organisasi tanggap darurat.

Tersedianya sumberdaya, sarana dan prasarana.

Pelatihan, pembinaan, dan edukasi komunikasi dalam
kebencanaan.

No oakrwd

G. RANGKUMAN

Manajemen bencana merupakan semua kegiatan yang sistematis
dan komprehensif yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat
dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilaksanakan dengan
tujuan untuk mencegah, mengurangi jumlah korban jiwa, luasnya
kerusakan lingkungan, dan kerusakan harta benda. Manajemen
bencana meliputi semua tahapan dalam siklus bencana, yaitu
manajemen sebelum bencana, manajemen saat bencana terjadi,
dan manajemen setelah bencana. Setiap tahapan manajemen
bencana dijabarkan lebih lanjut dalam sub kegiatan. Keseluruhan
kegiatan manajemen bencana tetap dilaksanakan di daerah rawan
bencana, dengan fokus yang berbeda sesuai dengan kondisi di
daerah rawan bencana. Manajemen bencana dapat diklasifikasikan
dalam tiga tingkatan yaitu manajemen inseden, manajemen
darurat, dan manajemen krisis. Beberapa unsur utama sangat
penting diperhatikan agar implementasi manajemen bencana efektif
dalam setiap tahapannya.

H. TES FORMATIF

1. Pernyataan dibawah yang paling utama dalam pengertian
bencana adalah:
a. Mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.
b. Penyebab faktor alam
c. Penyebab faktor non alam
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d.
e.

Menimbulkan korban jiwa
Menyebabkan kerusakan lingkungan

Langkah pertama yang merupakan fungsi manajemen yang
harus diperhatikan dalam menerapkan manajemen bencana
adalah:

a. Pengorganisasian
b. Pelaksanaan

C.
d
e.

Perencanaan

. Pengawasan

Monitoring dan evaluasi

Manajemen bencana yang dilaksanakan pada lokasi bencana
adalah:

a. Incident management
b. Manajemen darurat

C.
d
e.

Manajemen krisis

. Manajemen daerah

Manajemen nasional

Kegiatan pencarian korban bencana merupakan kegiatan
utama yang dilaksanakan pada manajemen bencana tahap:

a. Sebelum bencana
b. Setelah bencana

C.
d
e.

Saat bencana

. Kesiapsigaan bencana

Pemulihan bencana

Kegiatan pertama yang dilaksanakan pada manajemen
sebelum bencana adalah:

a.

®aoo

Mitigasi
Kesiapsigaan
Pencegahan
Early warning
Tanggap darurat
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I.  LATIHAN

Sebutkan satu bencana yang pernah terjadi di lingkungan tempat
tinggalmu dan sebutkan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan
pada setiap tahap manajemen bencana (sebelum bencana, saat
bencana, dan setelah bencana) sesuai bencana yang saudara
sebutkan tersebut.
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KEGIATAN BELAJAR 4
KAJIAN RISIKO BENCANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep
dasar teoritis kajian risiko bencana. Diharapkan mahasiswa
memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari
kajian risiko bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan manajemen risiko bencana

2. Mempu menjelaskan manajemen kedaruratan

3. Mampu menjelaskan manajemen pemulihan

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

MANAJEMEN BENCANA
Manajemen Risiko \l; \

Bencana

‘L Manajemen Manajemen

Kedaruratan Pemulihan
Mitigasi

Kesiapsiagaan
Pra Bencana Saat Bencana Pasca Bencana
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A. PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA

Manajemen penaggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai
segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan
pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan
sebelum, saat dan setelah bencana.

Manajemen penanaggulangan bencana merupakan suatu proses
yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas,
pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana.
Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang
harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana.

B. TAHAPAN MANAJEMEN BENCANA

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana

dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi
bencana dan terdapat potensi bencana

2. Tahap tanggap darurat yang ditetapkan dan dilaksanakan pada
saat sedang terjadi bencana

3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut,

ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu :

1. Manajemen Risiko Bencana
Adalah pengaturan atau manajemen bencana dengan
penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi
risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini
dilakukan dalam bentuk:
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a. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau
mengurangi ancaman bencana.

b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat,
namun letaknya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat
peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

2. Manajemen Kedaruratan

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan

pebekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian

dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya
bencana dengan fasenya yaitu :

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindugan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan
sarana.

3. Manajemen Pemulihan

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan

penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan

kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena
bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu
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dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-

fasenya yaitu :

a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah paca bencana sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayan
pasca bencana.

b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca
bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sisal dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehdupan bermasyarakat
pada wilayah pasca bencana.

C. RISIKO BENCANA

1. Risiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
yang dapat berupa kematian, luk, sakit, jiwa terancam,
hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan
harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko merupakan
fungsi dari ancaman atau baaya dengan kerentanan dan juga
kapasitas. Resiko bencana dapat berkurang, apabila kapasitas
ditingkatkan atau kerentanan dikurangi, sedangkan risiko
bencana dapat meningkat apabila kerentanan semakin tinggi
dan kapasitas semakin rendah.

Melihat pengertian tersebut, maka kita sebenarnya sedang
hidup bersama risiko bencana. Bencana yang setiap saat bisa
mengancam, mungkin tidak bisa di cegah, tapi kita bisa
melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena
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itu, kita perlu memperkaya wawasan terkait bagaimana konsep

dasar dan pengertian tentang risiko bencana. Mengenali rsiiko

bencana bisa dimulai dari mengenal lingkungan di mana kita
hidup. Beberapa contoh :

a. Jika kita hidup di wilayah pegunungan atau perbukitan terjal,
maka risiko bencana bisa dikenali yaitu, apapun yang bisa
menyebabkan tanah longsor.

b. Jika kita hidup dan menetap di sekitar gunung berapi, maka
risiko bencana bisa dikenali seperti efek letusan gunung
berapi

c. Jika kita hidup di bantaran sungai atau daerah aliran sungai,
maka risiko bencana bisa dikenali seperi banjir, banjir
bandang, tanggul yang jebol

d. Jika kita hidup di wilayah yang rawan gempa bumi, maka
risiko bencana bisa dikenali seperti robohnya bangunan dan
rumah, tanah retak-retak hingga longsor

e. Jika kita hidup di wilayah pemukiman yang padat penduduk,
maka risiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa
menyebabkan terjadinya kebakaran

Risiko bencana tersebut hanya beberapa contoh saja yang
berpotensi menjadi sebuah kenyataan bencana atau bencana
yang senyata-nyatanya. Misalnya ketika terjadi bencana
kebakaran, kita mungkin tidak bisa menghentikan saat itu juga
api yang sedang berkobar. Namun kita bisa mengurangi risiko
yang diakibatkan oleh bencana kebakaran tersebut dengan
cara menyelamatkan jiwa dan harta benda yang masih
mungkin diselamatkan. Setelah mengenali risiko bencana,
maka baik pula untuk mengenali langkah-langkah
pengurangan risiko bencana.
2. Kerentanan

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau
masyarakat  yang mengarah atau menyebabkan
ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial
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budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kerentanan dapat
didefinisikan sebagai Exposure (namun harus diperhatikan
exposure dapat masuk sebagai hazard maupun vulnerability)
yang bertemu dengan sensitivity. Aset-aset yang terekspos
termasuk kehidupan manusia (kerentanan sosial), wilayah
ekonomi, struktur fisik dan wilayah ekologi dan lingkungan.
Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan terutama
adalah informasi keterpaparan. Dalam dua kasus informasi
disertakan pada komposisi paparan (seperti kepadatan
penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang
cacat dan rasio kelompok umur). Sensitivitas hanya ditutupi
secara tidak langsung melalui pembagian faktor pembobotan.
Sumber informasi yang digunakan untuk analisis kerentanan
terutama berasal dari laporan BPS dan informasi peta dasar
dari Bakosurtanal (penggunaan lahan, jaringan jalan, dan
lokasi).

3. Kapasitas
Kapasitas adalah penguasan sumberdaya, cara dan kekuatan
yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan mereka untuk
mempertahankan dan mempersiapkan diri  mencegah,
menanggulangi, meredam, serta degan cepat memulihkan diri
aibat bencana. Kapasitas dapat melingkupi pencegahan
terjadinya ancaman atau mengurangi kekuatan/volume
ancaman, ataupun mengurangi kerentanan terhadap ancaman
itu senidri. Kapasitas dapat berbeda antara satu tempat dengan
tempat yang lain. Kapasitas di daerah urban misalkan kondisi
infrastruktur.

D. MANAJEMEN RISIKO BENCANA

1. Pengkajian Risiko Bencana
Pengkajian risiko memiliki beberapa tahapan, yaitu :
a. ldentifikasi risiko bencana, yaitu mengidentifikasi faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap risiko.
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2. P

Menilai risiko adalah upaya untuk mengukur seberapa besar
risiko yang akan terjadi.
Mengevaluasi risiko adalah upaya untuk mencari prioritas
risiko yang mana yang harus ditangani, namun tidak semua
risiko tinggi harus ditangani

engelolaan Risiko

Setiap risiko yang dihadapi mempunyai 4 alternatif
penanganan, yaitu :

a
b

C.

d

. Menghindari risiko (pencegahan)
. Mengurangi risiko (mitigasi)
Mengalihkan risiko (transfer)

. Menerima risiko

Identifikasi Risiko

Penilaian Risiko
Evaluasi Risiko

Pengkaijian
Risiko

Penceaahan

Pengalihan Risiko

Penerimaan

Pengelolaan
Risiko

Gambar 4.1 Skema Manajemen Risiko

3. Pencegahan, Mitigasi Dan Kesiapsiagaan
a. Pengertian Pencegahan dan Mitigasi

Pencegahan:

Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk
menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana
Mitigasi:

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Definisi pencegahan, misalnya menunjukkan bahwa :
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1) Ada ancaman-ancaman yang bisa dihilangkan sehingga
bencana bisa dicegah. Upaya menghilangkan ancaman
disebut upaya pencegahan

2) Ada ancaman-ancaman yang tidak bisa dihilangkan dan
hanya bisa dikurangi kekuatan dan daya rusaknya
sehingga dampak bencana dapat dikurangi. Upaya
mengurangi ancaman disebut sebagai upaya mitigasi.

b. Langkah-langkah Melakukan Pencegahan dan Mitigasi

Tiap langkah tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui 7

ilustrasi berikut ini:

Gambar 4.2 Hilangkan ancaman dengan cara
membuat lubang untuk mengubur batunya

Gambar 4.3 Hilangkan ancaman dengan cara
membuat lubang di batu dan menanam dinamit
untuk meledakkannya
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Gambar 4.4 Hilangkan ancaman dengan cara
membuat lubang di batu dan menanam dinamit
untuk meledakkannya

Gambar 4.5 Hindari ancaman dengan cara
menghilangkan kerawanan akibat ancaman tersebut,
memindahkan rumah dan orang yang sebelumnya
berada di jalur bahaya luncuran batu (jalur ancaman), ke
lokasi lain yang aman, sehingga kerawanan untuk
ancaman spesifik itu hilang (jadi 0)

Gambar 4.6 Mitigasi ancaman dengan
membangun penahan dan atau pengubah arah
luncuran batu
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Gambar 4.7 Mitigasi ancaman dengan membangun
panahan luncuran batu, sehingga kecepatan dan
kekuatan luncuran jauh berkurang saat batu mendekati
rumah dan orang, bahkan mungkin tertahan atau
berhenti

Gambar 4.8 Mitigasi ancaman dengan menanam pohon
di jalur luncuran batu, bila digabungkan dengan
penahan luncuran batu maka kekuatan untuk menahan
luncuran batu akan menjadi semakin besar, bahkan
mungkin menghentikan sama sekali luncurannya,
berarti sama juga dengan menghilangkan bahayanya

Pengukuran awal

Perencanaan

Rencana institusional

Sistem informasi

Pusat sumber daya

Sistem peringatan

Mekanisme respon

Pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat
Praktek

T T@ "o o0 o
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E. RANGKUMAN

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala
upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan
pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan
sebelum, saat dan setelah bencana.

Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai
upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman
bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
ancaman bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk
mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah segala upaya untuk
menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai sumber.
Manajemen penaggulangan bencana meruapakan suatu proses
yang dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas,
pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana.

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana,

dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

1. Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi
bencana dan terdapat potensi bencana

2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada
saat sedang terjadi bencana

3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana

F. TES FORMATIF

1. Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
melalui pembangunan fisikk maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
adalah?
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a. Mitigasi
b. Pencegahan
c. Ancaman
d. Kesiapsiagaan
e. Manajemen risiko bencana

2. Penguasaan sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki
masyarakat yang memungkinkan mereka untuk
mempertahankan dan mempersiapkan diri dari akibat
bencana?
a. Kapasitas

Mitigasi

Ancaman

Kerentanan

Risiko bencana

®aoo

G. LATIHAN

1. Jelaskan pengertian manajemen penanggulangan bencana !

2. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam manajemen
risiko bencana !

3. Sebutkan tahapan-tahapan dalam pengkajian risiko bencana !

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 48



KEGIATAN BELAJAR 5
PENGURANGAN RESIKO BENCANA (MITIGASI)

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengurangan resiko bencana
(mitigasi) meliputi: pengertian, tujuan mitigasi, analisis resiko
bencana dan mitigasi pada berbagai jenis bencana. Diharapkan
mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk melakukan
upaya pencegahan dan memiliki kesiapsiagaan menghadapi
bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki

pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan pengertian mitigasi bencana.

2. Mampu menyebutkan tujuan mitigasi bencana

3. Mampu melakukan analisis resiko bencana

4. Mampu menjelaskan upaya pengurangan resiko pada berbagai
jenis bencana

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Ancaman |¢mmmp| Kerentanan P Kapasitas

Resiko Bencana

J

Mitigasi Bencana

Pengertian Mitigasi Upaya Mitigasi Bencana Tujuan Mitigasi
Bencana

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 49



A. PENGERTIAN MITIGASI BENCANA

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana. Kata mitigasi sering bersinggungan dengan
kesiapsiagaan bencana (preparedness). “the mitigation and
preparedness stage encompasses the process of identifying which
disasters a community is susceptible to and planning how to
appropriately address these events. The difference is that mitigation
focus on disaster risk reduction, while preparedness refers to the
planning for a disaster event.” (BNPB, 2019)

Mitigasi mengukur/mengkaji: Semua bahaya yang ada baik
struktural dan non-struktural, dan bahaya potensial. Area mitigasi
sangat bersinggungan dengan area tenaga profesional (multi
disiplin, multi sektoral) seperti arsitektur, ahli geologi, dan
sebagainya. Kegiatan mitigasi dapat berupa penilaian risiko/potensi
bencana (bahaya, kerentanan dan kapasitas), meningkatkan
keamanan bangunan, meningkatkan/mengembangkan alat deteksi
dini bahaya seperti deteksi tsunami dan Imunisasi. Sedangkan
kesiapsiagaan (preparedness) meliputi; menyiapkan personal,
tenaga professional yang memiliki kemampuan penanganan
kebencanaan (disaster competency), menyiapkan
masyarakat/komunitas, melakukan pelatihan, simulasi, dan lain-
lainnya.

Fase mitigasi, juga dikenal sebagai fase pencegahan yang ditandai
dengan penetapan langkah-langkah untuk mengurangi efek
berbahaya dari bencana, serta membatasi dampaknya terhadap
kesehatan manusia, fungsi masyarakat, dan infrastruktur ekonomi.
Selama fase ini, langkah-langkah diambil untuk mempersiapkan
komunitas menghadapi kerentanan terhadap bencana adalah
memberi edukasi, menyiapkan sumber daya, serta menyipkan
lingkungan . Kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan,
keluarga dan  masyarakat yang membuat mereka mampu
mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat
atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Memastikan
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bahwa semua personel memahami peran mereka dalam tanggap
bencana dan dididik tentang rencana evakuasi yang tepat. (BNPB,
2019).

B. TUJUAN MITIGASI

Bencana menurut Undang —Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah
“peristiwa atau rangkaian peristiwva yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak
psikologis”(Indonesia, 2007)

Berbagai jenis bencana dapat menimbulkan dampak berupa
kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa
mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.
Secara umum tujuan mitigasi adalah: (Arsyad, 2017)

1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti
korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya
alam.

2. Digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan.

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi
serta mengurangi risiko bencana.

Berdasarkan pengertian dan tujuannya, mitigasi adalah kegiatan
yang seharusnya dilakukan sebelum bencana terjadi. Upaya
mitigasi yang dilakukan tentu disesuaikan dengan jenis bencana
yang terjadi. Agar dapat melakukan proses mitigasi dengan jelas
maka perlu dilakukan analisis risiko bencana.

C. ANALISA RISIKO BENCANA

Dampak bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga setiap
daerah memiliki risiko bencana yang berbeda. Risiko bencana
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dinilai berdasarkan ada atau tidaknya ancaman pada suatu daerah,
besar kecilnya tingkat kerentanan faktor fisik/infrastruktur,
penduduk, dan sosial-ekonomi serta seberapa kuat atau lemah
kapasitas masyarakat untuk melakukan pencegahan, adaptasi
maupun mitigasi dalam rangka meminimalkan korban dan kerugian
akibat bencana. Kerangka penilaian risiko tersebut didasarkan pada
tiga buah elemen utama kegiatan penilaian risiko bencana:
ancaman (Hazard), kerentanan (Vulnerability) dan kapasitas
(Capacity). Masing-masing komponen memiliki peranan tersendiri
dalam menentukan tingkat risiko, sehingga perlu dilakukan analisis
untuk memperoleh nilai risiko sebagai kombinasi dari semua
elemen tersebut (Dirmeyer et al., 2009); (BNPB, 2012).
1. Ancaman/bahaya
Ancaman adalah peristiwa atau kejadian baik disebabkan oleh
faktor alam (seperti letusan puting beliung, banjir, gempabumi
dan lainnya) maupun faktor non-alam (seperti konflik sosial,
tawuran, dan lain sebagainya) yang berpotensi menimbulkan
kerugian apabila terjadi bencana. Ancaman/bahaya dapat
dikategorikan dalam kelas-kelas sesuai dengan tingkat
ancaman yang ditimbulkannya pada kelompok masyarakat.
Semakin tinggi nilai ancaman, semakin besar pula potensi
terjadinya kerusakan dan jatuhnya korban jiwa. Untuk
memudahkan penilaian risiko, biasanya dibuat tiga buah kelas
yang menyatakan tingkat ancaman yang rendah (atau tidak
ada ancaman), sedang dan tinggi. Masing-masing ancaman
memiliki ciri-ciri yang berbeda.

Sebagai contoh, Banijir dapat dikelaskan menjadi tiga kelas
sesuai dengan tingkat bahayanya: banjir yang melanda suatu
desa, memiliki ketinggian air yang rendah dan lama genangan
yang singkat dapat dikategorikan bahwa tingkat ancaman banjir
di desa tersebut adalah rendah. Sebaliknya, apabila di desa
lain terkena banjir dengan ketinggian air yang cukup tinggi dan
menggenang cukup lama, maka dapat dinyatakan bahwa
ancaman banjir di desa ini adalah tinggi. Kawasan Rawan
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Bencana (KRB) biasanya ditetapkan sesuai dengan jenis
bencana yang sering terjadi. Suatu daerah akan dapat
dibuatkan pemetaannya berdasarkan kawasan rawan
bencananya.

Tabel 5.1 Jenis Ancaman pada Peta Risiko Bencana
(Perka BNPB No 2 th 2012)

z
°

Jenis Ancaman

Banjir

Gempa Bumi

Tsunami

Kebakaran Pemukiman
Kekeringan

Cuaca Ekstrim

Tanah Longsor

Letusan Puting beliung
Gelombang Ekstrim dan Abrasi
10 | Kebakaran Hutan dan Lahan
11 | Kegagalan Teknologi

12 | Konflik Sosial

13 | Epidemi dan Wabah Penyakit

QIOIN|[O|U|B|WIN| -

Karena sifatnya yang kompleks, penilaian ancaman seringkali
harus diserahkan kepada para ahli yang bersangkutan.
Misalnya: pada bencana gempa, penentuan kelas ancaman
rendah, sedang dan tinggi sebaiknya dilakukan oleh ahli
geologi dan kegempaan. Data untuk ancaman biasanya
diperoleh dari instansi-instansi terkait atau dari perguruan-
perguruan tinggi.

Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor adalah bencana yang
paling sering terjadi dan berpotensi mengakibatkan adanya
kerusakan pada aset di Indonesia. Kerugian ini membuat
Indonesia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pada,
periode 2000-2016 terdapat beban rata-rata Rp. 22,8 triliun per
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tahun untuk menanggulangu bencana alam maupun non
alam.(BNPB, 2021)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat
bahwa sepanjang tahun 2017 telah terjadi 2.862 kali bencana.
Menurut rekapitulasi data pada awal Januari 2020 ada 207
kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Jenis bencana
yang terjadi didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti
di antaranya; puting beliung 90 kejadian, banjir 67 kejadian,
tanah longsor 45 kejadian, kebakaran hutan dan lahan,
gelombang pasang/abrasi. Sepanjang 2022 sebanyak 3.522
kejadian yang didominasi oleh bencana akibat perubahan iklim
seperti banjir 1.520 kali, cuaca ekstrem 1.057 kali, tanah
longsor 634 kali, Kebakaran Hutan dan lahan (karhutla) 252
kali, gelombang pasang dan abrasi 26 kali dan terakhir
kekeringan sebanyak 4 kali. (BNPB, 2020); (BNPB, 2022).
2. Kerentanan

Kerentanan adalah kondisi dari suatu komunitas atau
masyarakat yang mengarah atau menyebabkan
ketidakmampuan menghadapi ancaman bencana. Semakin
rentan suatu kelompok masyarakat terhadap bencana,
semakin besar kerugian yang dialami apabila terjadi bencana.
Apabila terjadi bencana, maka pada suatu desa yang
penduduknya padat akan mengalami kerugian yang lebih
banyak dibandingkan dengan desa lain yang penduduknya
relatif tidak padat. Kerentanan juga dapat dikategorikan dalam
tingkat rendah, sedang dan tinggi tergantung pada banyaknya
kondisi-kondisi yang rentan mengalami kerusakan saat terjadi
bencana Kondisi-kondisi rentan ini dapat diketahui melalui
adanya indikator-indikator kerentanan pada desa tersebut.
Kerentanan dapat dibagi menjadi 4 macam komponen
berdasarkan pada indikator tersebut, yaitu kerentanan fisik,
kerentanan ekonomi, kerentanan sosial-budaya dan
kerentanan lingkungan.
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Tabel 5.2 Contoh Indikator Komponen Kerentanan
(Perka BNPB No 2 th 2012)

No | Komponen Penjelasan Contoh Indikator
Kerentanan
1 Kerentanan Ukuran kerentanan | Kepadatan rumah,
Fisik sarana dan prasarana | Jumlah bangunan,
pada suatu daerah | Jumlah Fasilitas
terhadap kejadian | penting
bencana
2 Kerentanan Ukuran kondisi rentan | Kepadatan
Sosial- pada unsur sosial- | penduduk, Rasio
Budaya kemasyarakatan Jenis Kelamin,
terhadap kejadian | Rasio penduduk
bencana difabel, Rasio
kelompok umur,
Jumlah penduduk
berisiko (ibu hamil,
dsb)
3 Kerentanan Ukuran seberapa kuat | Luas lahan
Ekonomi suatu komunitas | produktif,
bertahan secara | Keberadaan
ekonomi menghadapi | industri kecil dan
kejadian bencana menengah, Adanya
kelompok
pertokoan
4 Kerentanan Ukuran seberapa kuat | Luas Hutan
Lingkungan lingkungan hidup di | Lindung, Luas
suatu komunitas | hutan alam,
bertahan menghadapi | Adanya rawa-rawa
kejadian bencana

Dengan menggunakan indikator-indikator dari masing-masing
komponen, dapat diketahui tingkat kerentanan pada suatu unit
analisis (misalnya desa). Apabila hasil dari semua indikator
kerentanan yang ada pada suatu desa dijumlahkan, maka
dapat diperoleh ukuran seberapa rentan desa tersebut
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terhadap bencana. Pengelompokan kerentanan dapat berupa
kerentanan fisik, ekonomi, sosial budaya, dan kerentanan
lingkungan. Masing-masing komponen diberikan penilaian
kerentanan yang berbeda untuk tiap kejadian bencana yang
berbeda. Contoh pada kejadian Tsunami, kerentanan sosial
mungkin tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan
kerentanan fisik karena tsunami lebih berpengaruh pada
kerusakan fisik pada bangunan di daerah pemukiman.

3. Kapasitas
Kapasitas merupakan kebalikan dari kerentanan: apabila
kerentanan menggambarkan seberapa rapuh suatu komunitas
masyarakat terhadap bencana, maka kapasitas
menggambarkan seberapa mampu komunitas masyarakat
tersebut menghadapi bencana. Sebuah desa yang dilengkapi
dengan peralatan Early Warning System dan memiliki Tim
Siaga Bencana sendiri tentu lebih siap menghadapi bencana
dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki keduanya.
Demikianlah kapasitas digunakan untuk mengukur tingkat
kesiapan tersebut.
Sebagaimana kerentanan, kapasitas juga terdiri dari beberapa
komponen yang terdiri dari indikator-indikator kapasitas untuk
mengukur tingkat kapasitas unit analisis yang ditanyakan. Dari
hasil penilaian terhadap indikator-indikator tersebut dapat
disimpulkan tingkat kapasitas dari unit analisis yang dimaksud:
apakah rendah, sedang, atau tinggi.

Tabel 5.3 Contoh Indikator Komponen Kapasitas
(Perka BNPB No. 2/2012)

No Komponen Penjelasan Contoh Indikator
Kapasitas
1 Aturan dan | Ukuran seberapa | Adanya Tagana
kelembagaan siap unit analisis | Anggaran khusus
kebencanaan dalam hal | untuk
peraturan- penanggulangan
peraturan dan | bencana
keberadaan dan
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kelompok

No Komponen Penjelasan Contoh Indikator
Kapasitas
fungsi dari | Ada struktur
lembaga-lembaga | organisasi yang
yang berfungsi untuk
menanggulangi menangani  kondisi
bencana darurat saat bencana
2 Peringatan dini | Mengukur Ada sistem
dan kajian risiko | seberapa siap unit | peringatan dini yang
bencana analisis berfungsi
menghadapi Telah ada jalur
bencana dari | evakuasi yang akan
keberadaan digunakan pada saat
mekanisme kejadian bencana
peringatan dini dan | Keberadaan kajian-
penerapan kajian | kajian mengenai
risiko bencana di | risiko bencana di
daerah tersebut daerah tersebut dan
penerapannya
3 Pendidikan Mengukur Pendidikan
Kebencanaan seberapa kuat | kebencanaan untuk
suatu komunitas | anak-anak sekolah
apabila terjadi | Ada simulasi
bencana  melalui | kejadian bencana
ada/tidaknya
pendidikan
kebencanaan di
daerah tersebut
4 Pengurangan Mengukur  faktor- | Adanya sarana-
faktor risiko | faktor dasar yang | prasarana yang
dasar diperlukan  untuk | mendukung aktivitas
bertahan pada saat | ekonomi di daerah
terjadinya bencana | tersebut
Ada/tidaknya fasilitas
kredit untuk
membantu ekonomi
masyarakat
5 Pembangunan Ukuran tingkat | Ada komunikasi
Kesiapsiagaan komunikasi dan | antar lembaga yang
di semua lini kerjasama  antar | menangani bencana
komponen yang | Media yang
bertugas mengawal | digunakan untuk
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No Komponen Penjelasan Contoh Indikator

Kapasitas
masyarakat pada | komunikasi pada
saat terjadi | saat terjadi bencana
bencana.

Sebagaimana kerentanan, tingkat kapasitas unit analisis juga dapat
diketahui setelah melalui proses skoring indikator dari masing-
masing komponen.

4. Risiko Bencana

Tingkat risiko merupakan nilai yang dicari pada pemetaan risiko,
yaitu seberapa rendah, sedang atau tinggi risiko tersebut. Dengan
mengetahui tingkat risiko pada suatu daerah, akan dapat diperoleh
gambaran seberapa besar risiko yang diperkirakan akan dialami
apabila terjadi bencana. Risiko merupakan fungsi dari Ancaman,
Kerentanan dan Kapasitas (BNPB, 2012).

Semakin besar ancaman, maka tingkat risiko yang
ditimbulkan juga akan semakin besar. Semakin luas daerah
genangan banjir menunjukkan tingkat risiko yang semakin

tinggi pula.

Semakin besar kerentanan, maka tingkat risiko yang
ditimbulkan juga akan semakin besar, karena semakin rentan
suatu komunitas maka risiko timbulnya korban jiwa dan
kerugian materil juga akan semakin besar.

Semakin besar kapasitas, maka tingkat risiko akan semakin
kecil, sebab semakin siap sebuah komunitas dalam
menghadapi bencana, maka kemungkinan timbulnya korban
jiwa maupun kerusakan materil akibat bencana juga akan
semakin kecil.
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Hubungan tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk
persamaan matematis:

- _ Kerentanan (V)
Risiko (R) = Ancaman (H) X Kapasitas (C)

Keterangan:

R : Disaster Risk : Risiko Bencana, potensi terjadinya kerugian

H : Hazard Threat : Ancaman bencana yang terjadi pada suatu
lokasi.

V : Vulnerability : Kerentanan suatu daerah yang apabila
terjadi bencana maka akan menimbulkan
kerugian

C : Coping Capacity : Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk
melakukan pencegahan atau pemulihan
dari bencana.

Gambar 5.1 Perkampungan Selili, Samarinda

Analisis risiko dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan data
yang dimiliki. Berikut adalah beberapa tahapan yang perlu
dilakukan untuk melakukan analisis risiko:

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 59



e Penentuan Unit Analisis dan Skala Peta

® Akuisisi data dasar dan data tematik utama (ancaman, kerentanan, kapasitas)

« ldentifikasi elemen-elemen kerentanan dan kapasitas sesuai dengan jenis ancaman yang

akan dipetaln.

¢ Pembuatan matriks penilaian risiko

e Skoring/Pemberian bobot untuk masing-masing komponen

¢ Pembuatan peta komponen-komponen kerentanan dan kapasitas

* Pembuatan Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Ancaman

~

¢ Pembuatan peta risiko bencana

e Pembuatan peta multi-risiko

¢ Penyusunan rencana aksi
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Tabel 5.4 Tabel analisis risiko bencana

GEMPA
No VARIABEL BUMI BANJIR | KERUSUHAN | dst

1 BAHAYA

a. Frekuensi

b. Intensitas

c. Dampak

d. Keluasan

e. Uluran Waktu
Total

2 KERENTANAN
a. Fisik

b. Sosial

c. Ekonomi
Total
3 MANAJEMEN

a. Kebijakan

b. Kesiapsiagaan
c. PSM

Total

NILAI

Membuat Matriks Penilaian

Unit analisis risiko merupakan satuan terkecil dimana analisis risiko
dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 2
Tahun 2012, unit analisis memiliki ketentuan tingkat kedetailan
analisis (kedalaman analisis) yaitu:

a. Petarisiko di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota
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b. Kedalaman analisis peta risiko di tingkat provinsi minimal
hingga kecamatan

c. Kedalaman analisis peta risiko di tingkat kabupaten/kota
minimal hingga tingkat kelurahan/desa/kampung/nagari

Setelah berhasil mengidentifikasi daerah mana saja yang memiliki
tingkat risiko tinggi, selanjutnya dapat disusun rencana aksi yang
dapat dilakukan pada daerah tersebut untuk mengurangi risiko
bencana. Rencana aksi ini dapat berupa: Peningkatan kapasitas
kelompok masyarakat di daerah yang dimaksud agar mampu
menghadapi bencana, seperti melalui kegiatan pelatihan dan
simulasi kebencanaan, pembangunan Sistem Peringatan Dini,
pembuatan jalur evakuasi, pengadaan alat komunikasi, dan lain-
lainnya.

Pengurangan kerentanan, seperti membangun pusat kesehatan
masyarakat, puskesling, mendirikan koperasi, usaha-usaha mitigasi
seperti pembangunan waduk, dam, reboisasi, dan lain-lainnya.
Untuk mendapatkan hitungan yang lebih akurat mengenai potensi
risiko di suatu daerah, perlu dilakukan analisis multi-risiko. Analisis
multi-risiko menggabungkan hasil hitungan risiko dari berbagai
kejadian bencana pada suatu daerah sehingga diperoleh akumulasi
hitungan risiko pada daerah tersebut. Pada Perka BNPB No. 2
tahun 2012, analisis multi risiko dapat dilakukan menggunakan
pembobotan pada beberapa jenis kejadian bencana yang
diidentifikasi.
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Tabel 5.5 Hitungan multi-risiko bencana
(Perka BNPB No.2 tahun 2012)

No. Jenis Ancaman Bobot (%0)
1 Banjir 0.1064
2 Gempa Bumi 0.1064
3 Tsunami 0.0638
4 Kebakaran Gedung dan Permukiman 0.0638
5 Kekeringan 0.0638
6 Cuaca Ekstrim 0.0638
7 Tanah Longsor 0.1064
8 Letusan Gunung Api 0.1064
9 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 0.0638
10 Kebakaran Hutan dan Lahan 0.0638
11 Kegagalan Teknologi 0.0638
12 Konflik Sosial 0.0638
13 Epidemi dan Wabah Penyakit 0.0638

Dengan demikian, hitungan multi-risiko dapat dinyatakan sebagai
fungsi penjumlahan dan perkalian bobot dari masing-masing risiko
bencana.

D. MITIGASI PADA BERBAGAI JENIS BENCANA

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek
mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk
menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.
Beberapa contoh wupaya yang dilakukan mencakup upaya
mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan
manusia dan properti, manajemen terhadap pengelolaan lahan dan
lingkungan, meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana,
dan lainnya. Pengurangan risiko bencana meliputi manajemen
bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Tak hanya
itu, pengurangan risiko bencana juga merupakan bagian dari
pembangunan berkelanjutan (Galuh Shita, 2021).
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1. Mitigasi Bencana Tsunami
Salah satu instrumen sentral untuk lebih dipersiapkan adalah
penyediaan sistem peringatan dini (EWS). Tujuan dari EWS
bukan hanya untuk memfasilitasi respons institusional,
komunitas atau individu terhadap bahaya yang akan datang,
tetapi untuk (idealnya) memperkenalkan perilaku pengurangan
risiko jangka panjang serta memicu tindakan antisipatif. Untuk
memastikan EWS mengarah ke jangka panjang dan perilaku
pengurangan risiko jangka pendek sebelum bencana datang,
EWS harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat, bukan hanya digunakan saat bencana sudah
dekat. Jika dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan
secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan semua
bagian. adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi
peringatan untuk mencegah jatuhnya korban.
Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu: sistem
peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan
tsunami regional. Pengetahuan modern perlu dikombinasikan
dengan kepercayaan tradisional, yang berarti pengetahuan
alam perlu dikombinasikan dengan kepercayaan budaya.
Berbagai jenis suara kentongan dan tanda alam sangat penting
diperhatikan dalam memperkaya proses mitigasi. Dalam filosofi
Hindu “Tri Hita Karana” dianggap efektif untuk menjaga dan
memelihara keseimbangan bumi. Ketiga elemen filosofi Tri Hita
Karana meliputi: (Sukarma, 2016)
a. Menjaga hubungan Manusia dengan Tuhan
b. Menjaga hubungan Manusia dengan sesama Manusia

(Sosial)

c. Menjaga hubungan Manusia dengan alam dan segala isinya

Mitigasi Bencana Gunung Berapi. Upaya yang dilakukan dapat
berupa: Pemantauan aktivitas gunung api. Data hasil
pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (DVMBG) di Bandung dengan radio
komunikasi SSB; Tanggap darurat; Pemetaan, peta kawasan
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rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan
sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri,
pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung
berapi; Penyelidikan gunung berapi menggukanan metode
geologi, geofisika, dan geokimia; Sosialisasi, yang dilakukan
pada pemerintah daerah dan masyarakat.

Mitigasi Bencana Gempa Bumi. Upaya yang dapat dilakukan
sebelum terjadi gempa adalah: Mendirikan bangunan sesuai
aturan baku (tahan gempa); mengenali lokasi bangunan tempat
kita tinggal; Menempatkan perabotan pada tempat yang
proporsional (hindari menaruh barang berat di atas lemari);
Menyiapkan tas siaga bencana berisi peralatan seperti senter,
P3K, makanan instan; Periksa penggunaan listrik dan gas;
Catat nomor telepon penting; Kenali jalur evakuasi, rencanakan
titik berkumpul saat terjadi bencana untuk mencegah keluarga
terpisah; Ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa.
Ketika gempa yang dilakukan adalah: tetap tenang; hindari
sesuatu yang kemungkinan akan roboh, kalau bisa ke tanah
lapang; Perhatikan tempat kita berdiri, kemungkinan ada
retakan tanah; Turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Setelah
gempa lakukan upaya-upaya seperti;: Cepat keluar dari
bangunan dan gunakan tangga biasa; Periksa sekitar Anda,
jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama; hindari
bangunan yang berpotensi roboh

2. Mitigasi Tanah Longsor
Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tanah
longsor adalah: Hindari daerah rawan bencana untuk
membangun pemukiman; Mengurangi tingkat keterjalan lereng;
Terasering dengan sistem drainase yang tepat; Penghijauan
dengan tanaman berakar dalam; Mendirikan bangunan
berpondasi kuat; Penutupan rekahan di atas lereng untuk
mencegah air cepat masuk; Relokasi (dalam beberapa kasus).
3. Mitigasi Banijir

Sebelum banijir, upaya yang dapat dilakukan adalah: Penataan
daerah aliran sungai; Pembangunan sistem pemantauan dan
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peringatan banijir; Tidak membangun bangunan di bantaran
sungai; Buang sampah di tempat sampah; Pengerukan sungai;
Penghijauan hulu sungai.

Pada saat banjir lakukan upaya berupa: matikan listrik;
mengungsi ke daerah aman; jangan berjalan dekat saluran air;
hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan
bencana.

Setelah banjir yang dilakukan adalah: bersihkan rumabh;
siapkan air bersih untuk menghindari diare; waspada terhadap
binatang berbisa atau penyebar penyakit yang mungkin ada;
selalu waspada terhadap banjir susulan (Galuh Shita, 2021).
Upaya menyelenggarakan pengurangan risiko bencana
tidaklah mudah untuk dilakukan, perlu kerja sama dari seluruh
pihak agar upaya ini dapat berjalan dan terselenggarakan
dengan baik. Hal ini dikarenakan bencana merupakan urusan
bersama. Upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan
dengan menyiapkan instrumen manajemen kebencanaan
dengan baik (Galuh Shita, 2021).

E. RANGKUMAN

Pengurangan Risko Bencana dimaknai sebagai sebuah proses
pemberdayaan komunitas melalui pengalaman mengatasi dan
menghadapi bencana yang berfokus pada kegiatan partisipatif
untuk melakukan kajian, perencanaan, pengorganisasian kelompok
swadaya masyarakat, serta pelibatan dan aksi dari berbagai
pemangku kepentingan, dalam menanggulangi bencana sebelum,
saat dan sesudah terjadi bencana. Tujuannya agar komunitas
mampu mengelola risiko, mengurangi, maupun memulihkan diri dari
dampak bencana tanpa ketergantungan dari pihak luar.

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek
mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk
menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.
Pengurangan risiko bencana meliputi manajemen bencana, mitigasi
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bencana dan kesiapsiagaan bencana. Tak hanya itu, pengurangan
risiko bencana juga merupakan bagian dari pembangunan
berkelanjutan

Menyadari bahwa potensi munculnya bencana sangat tinggi dan
berulang dari tahun ke tahun, ditambaha dengan adanya pengaruh
perubahan iklim maka pemahaman tentang analisis risiko bencana
dan upaya pengurangan risiko bencana sangatlah penting. Melalui
analisis maka akan dapat dilakukan upaya pengurangan risiko
bencana dan menopang kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana.

F. TES FORMATIF

1. Contoh kegiatan preparedness adalah:
a. Penilaian risiko/potensi bencana (bahaya, kerentanan dan
kapasitas
b. Memberikan pelatihan
Meningkatkan keamanan bangunan
d. Meningkatkan/mengembangkan alat deteksi dini bahaya
(contoh: deteksi tsunami)
e. Imunisasi
2. Jenis bencana yang dianggap paling berbahaya karena masih
belum adanya alat-alat mitigasi sebagai peringatan awal akan
datangnya suatu bencana alam. Apakah jenis bencana
tersebut?
a. Angin puting beliung (Tornadoes)
b. Volcanic eruptions
c. Bajir
d
e

o

. Tsunami
. Gempa bumi

3. Seorang perawat melakukan Survey terhadap lokasi pariwisata
pantai yang memiliki panorama indah tetapi memiliki
gelombang lebih dari 3 meter. kapankah kegiatan tersebut
paling tepat dilakukan?
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Setelah ada respon
Saat preparedness
Saat mitigasi

Setelah rehabilitasi
Setelah adanya hazard

4. Seorang perawat bertugas di klinik hotel dihadapkan pada
suatu bencana alam gempa bumi 7 Skala Richter, maka
langkah pertama yang harus dilakukan adalah:

a.

®ooT

Memberikan pertolongan pada tamu
Menelpon pusat pertolongan terdekat

Lari dari tempat kejadian

Memandu wisatawan melalui jalur evakuasi

. Menyelamatkan barang-barang yang penting

5. Pada saat melakukan analisis resiko didapatkan data
penduduk yang beresiko yaitu Ibu Hamil, Balita, Lansia dan
anak-anak mencapai 25%. termasuk indikator apakah hal
tersebut?

a.

®oo o

Ancaman
Kelemahan
Kerentanan
Kapasitas
Tantangan

G. LATIHAN

Sepanjang 2022 ditemukan sebanyak 3.522 kejadian yang
didominasi oleh bencana akibat perubahan iklim seperti banjir 1.520
kali, cuaca ekstrem 1.057 kali, tanah longsor 634 kali, Kebakaran
Hutan dan lahan(karhutla) 252 kali, gelombang pasang dan abrasi
26 kali dan terakhir kekeringan sebanyak 4 kali. Kemudian, dampak
kerusakan akibat bencana alam sepanjang tahun 2022 total rumah
yang rusak sebanyak 94.990 yang terdiri dari 20.047 rumah rusak
berat, 23.050 rumah rusak sedang, 51.893 rumah rusak ringan.

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 68



Tugas:

1. Lakukan analisis resiko dan sajikan dalam bentuk tabel!

2. Tetapkan prioritas Resiko pada kasus tersebut!

3. Susun rencana mitigasi untuk mengurangi resiko bencana di
tahun berikutnya!
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KEGIATAN BELAJAR 6
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang sistem dalam
penatalaksanaan bencana terpadu yang melibatkan multi sektoral.
Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk
melakukan manajemen atau penanganan bencana yang meibatkan
muti disiplin ilmu dan lintas sektoral yang terintegarasi.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan

mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan konsep penangguangan bencana terpadu.

2. Mampu menjelaskan penanganan bencana dengan pendekatan
pentahelix dalam miigasi bencana dan penanggulangan
bencana

3. Mampu menjelaskan sistem penanggulangan gawatdarurat
terpadu ( SPGDT) dalam bencana

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Manajemen bencana
v v
Mitigasi bencana Tanggap darurat
Dan kesiapsiagaan v dan rekontruksi
- -
Pentahelix Tanggap darurat
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A. KONSEP PENANGGULANGAN BENCANA

Kejadian bencana selama ini menimbulkan banyak korban jiwa,
harta dan benda dikarenakan kurangnya pengetahuan dan upaya
kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Adanya kejadian
bencana tsunami aceh dan gempa jogja pada tahun 2006
memberikan pelajaran kepada kita semua memberikan perubahan
paradigma dalam manajemen bencana baik pada fase prabencana,
tanggapdarurat dan penenganan pasca bencana.

Penanganan bencana merupakan proses yang dinamis yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penanganan
tindaklanjut yang melibatkan multi sektoral ( lintas organisasi/ lintas
profesi) yang dilakukan bekerjasama sesuai dengan fungsi,
tanggung jawab dan wewenang masing masing.

Manajemen Bencana

Manajemen Risiko
Bencana

!
—

Gambar 6 1 Proses Manajemen Bencana

Dalam melakukan manajemen bencana secara terpadu maka perlu

dilakukan prinsip prinsip sebagai berikut :

1. Cepat dan akurat : Penanggulangan bencana dilakukan secara
cepat (memperhatikan time respon) dan akurat/tepat sesuai
dengan kebutuhan dan situsi dalam kejadian.

2. Koordinasi : Penanggulangan bencana dilakukan dengan
saling memberikan informasi lintas sektoral, kerjasama yang
baik da saling mendukung.
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3. Keterpaduan : Penanggulangan bencana dilakukan oleh
brbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada
kerjasama yang baik dan saling mendukung

4. Akuntabilitas : Penanggulangan benca dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan
hukum yang berlaku.

5. Kemitraan : Penanggulangan bencana dilakukan dengan saling
kolaborasi dan kerjasama dengan mitra

6. Pemberdayaan : Penanggulangan bencana mengedepankan
pemberdayaan potensi yang ada dalam satu wilayah bencana.

B. SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU

Undang undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulang
bencana sebagai dasar sistem penanggulang bencana nasional
yang mencakup pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai
sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Secara
ekplisit dalam undang undang tersebut pada prinsipnyatelah
mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana
secara terpadu, baik landasan nilai, kelembagaan dan wewenang
di masing masing sector. Dalam sistem penanggulangan bencana
perlu kerangka jelas dalam penanggulangan bencana terutama
berbasis komunitas karena masyarakat itu sendiri yang pada saat
bencana berada dilokasi bencana. Selain hal tersebut perlu ada
integrasi program lintas sektor baik untu pemerintah, swadaya
masyarakat maupun swasta. Dalam upaya penanggulangan
bencanayang menerapkan konspe pendampingan kepada daerah
resiko bencana atau kelompok rentan perlu adanya pemahaman
yang sama sehingga kapasitas mayarakat terus meningkat dan
peningkatan dalam kesiapsiagaan yang terarah.

Dalam kegiatan the 9th International Conference on Building

Resilience dan 4th ITB Centennial International Conference on
Disaster Management yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi
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Bandung yang didukung Universitas Hudderfields disampaiakn
Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa konsep
penanganan bencana secara pentahelix dikarenakan bencana
merupakan urusan bersama baik secara individu maupun
kelembagaan. Hal yang terlibat dalam pentahelix ini diantaranya
adalah pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, pakar dan
media masa. Dikarenakan penanganan bencana tidak dapat
dilakukan oleh satu pihak saja, namun melibatkan banyak sektor
yang bekerjasama saling mendukung menuju masyarakat tangguh
terhadap bencana ( BNPB, 2020).

AKADEMISI
vt artiage Keomaan

__MEDIA | i

Mol Tarah

TINDAKAN 2
“~ PEMERINTAH _— &0
. s

Mo but nebyatan

LEMBAGA
MASYARAKAT

© Ponycboran 1-formas
o Jefanngan Komurkas

« Pengampinga~
« Pormboctaynan

Gambar 6.2 Bagan Pentahelix penanggulangan bencana

C. RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU

Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan perencanaan
yang baik, terstuktur dan berkesimabungan. Rencana
penanggulangan bencana secara terpadu dilakukan berdasarkan
analisis resiko yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Badan
Nasional Penanggulangan bencana merupakan lembaga
pemerintah non departemen untuk penangaan bencana di tingkat
pusat (Nasional). sedangkan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota)
Program penanggulangan bencana yang dilakukan perencanaan
selama 5 tahun dengan peninjauan setiap 2 tahun sekali yang di
lakukan secara terpadu di jabarkan sebagai berikut:
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Pengenalan dan pemantauan resiko bencana

Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana
Pengembangan budaya sadar bencana

Peningkatan komitmen terhadap pelaku penangulangan
bencana

5. Penerapan upaya fisik, non fisik maupun peraturan peraturan
Sedangkan rencana aksi dalam program penanggulangan becana
nasional yang dikenal dengan Ranas PB disusun secara
mentyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi
komponen dalam pentahelix penanggulangan bencana.

e

D. PENDEKATAN PHENTAHELIX DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Mitigasi bencana merupakan segala upaya mulai dari pencegahan
sebelum bencana terjadi sampai penganan bencana terjadi. Dalam
fase mitigasi bencana ini seluruh komponen masyarakat harus
dilibatkan untuk meminimalkan dampak adanya bencana. Peran
lintas sektoral dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah merupakan suatu pengambil kebijakan dalam
melakukan implementasi sistem Penanggulangan benca
terpadu.

2. Media sangat berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
Informasi yang valid, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
setiap saat menjadikan data informasi perkembangan,
penanganan dan dampak suatu kejadian.

3. Akademisi mempunyai peran penting dalam inovasi terkait
pencegahan, pendampingan, penyelesaian masalah melalui
pengajaran, penelitian dan pengabdian.

4. Dunia usaha/ Industri terlibat dalam implementasi dari hasil
kajian akademisi dalam mendorong penanggulangan bencana
yang terpadu
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5. Lembaga masyarakat berperan dalam pengontrolan dalam
proram program penangguangan bencan dalam fase pra
bencana, tanggapdarurat maupun penanganan pasca bencana

6. Masyarakat melakukan anjuran akademisi yang sudah
diinformasikan melalui media

E. SISTEM PENANGGULANGAN  GAWAT  DARURAT
TERPADU (SPGDT) DALAM BENCANA

Dalam upayan penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
dalam bencana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
koordinasi karena akan melibatkan banyak multi sektoral. SPGDT
merupakan kerjasama antar unit pra rumah sakit dan rumah sakit
dalam upaya penanganan tanggap darurat disaat bencana
sehingga penanganan akan maksimal dan meminimalkan korban.
Tujuan SPGDT Bencana adalah mencegah kematian dan
kecacatan, menilai sistem rujukan untuk mendapatkan layanan
yang lebih memadai dan menanggulangi korban bencana.
Prinsip yang di terapkan dalam SPGDT bencana ini adalah
kecepatan dalam menemukan penderita dan ketepatan
memberikan pertolongan.
1. Fase Pra-Rumah Sakit
Dalam fase Prarumah Sakit dibagidengan beberapa zona
sesuai dengan tugas dan kompetensi yang dimiliki penolong.

First Responder......

DAERAH BAHAYA - -
’ TRIAGE
- Pilih-pilah

TOT ZONE

Pengaturan area (zoning) di lokasi bencana

Gambar 6.3 Pengaturan Zone Bencana
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Zona merah (Red Zone) merupakan zone terjadinya bencana,
sehingga tim yang akan memberikan penatalaksanaan
evakuasi merupakan petugas yang memiliki kompetensi sesuai
dengan bidangnya di zona merah tersebut. Tim Repid
Assesment/ tim kaji cepat merupan tim yang mempunyai
kemampuan khusus yan dapat menembus titik bencana di red
Zone. Tim ini akan melaksanakan Trigae bencana dengan
target menyelamatkan korban sebanyak banyaknya.
Sedangkan Zona kuning (Yellow Zone) adalah zona yang
beresiko yang kemungkinan masih daerah yang rawan.
Sedangkan Zona hijau (Green Zone) merupakan daerah
aman/ titik kumpul. Di zona hijau inilah kita melakukan Triage
dalam memberikan pertolongan. Di zona inilah perlu sistem
terpadu dalam melakukan evakuasi secara tepat.

Dalam upaya memberikan pertolongan lebih baik maka,
komunikasi secara terpadu antara sektor yang berada di Pra
rumahsakit / lokasi kejadian dengan layanan kesehatan perlu
secara intensif dilakukan. Berikut ini pembagian rujukan
berdasarkan jenis triage di zona aman.

First Responder.......
1. Memilah, kategori-kan

Trlage |apa ngan 2. Terapi cepat dengan sarana minimal
3. Rujuk tepat

[© |
— ommm
) o A
@ Md \
d 4]
M SN ~ “\i,"l Y, RS kecil
o \ L CHR
o ‘fapudpaler
@] i O '
Jenis FASILITAS RS
cedera JARAK

: Hijau, : Kuning, M : Merah, B : Biru

Gambar 6.4 Pembagian Rujukan Berdasarakan Triage
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F.

Fase Rumah Sakit

Pembagian ruangan dalam sistem penanggulangan gawat
darurat terpadu bencana di dalam rumah sakit sering dikenal
dengan Disaster Hospital Plant (HDP). dalam perencanaan
dapat melakukan implemnetasi sistem sesuai dengan jenis
kejadiannya misalnya Code Red (kebakaran), Code Blue
(kejadian serangan jantung), dan Code Pink (kehilangan bayi).
Fase Antar Rumah sakit

Sistem ini berdasarkan jenis kemampuan rumahsakit yang
dimiliki. Koordinasi ini sebagai sistem rujukan antar rumahsakit,
pemberian informasi pasien dan pelayanan yang dibutuhkan
pasien.

RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas di mulai dari penanganan bencana perlu
ada integrasi program lintas sektor baik dari pemerintah, swadaya
masyarakat maupun swasta. Dalam upaya penanggulangan
bencana perlunya menerapakn konsep pentahelik yang
menerapkan suatu kegiatan bersama yang terpadu lintas sektoral
baik hal itu diterapakan di penanganan pra rumah sakit, dalam
rumah sakit atau antar rumah sakit.

G. TES FORMATIF

1.

Penanganan bencana merupakan proses yang dinamis yang
dalam penanganan bencana perlu menerapkan prinsip ?

a. Cepat, tepat dan Koordinasi

Keterpaduan dan kebahagiaan

Berorientasi kepada masyarakat

Berwawasan luas

berkesinambungan

®aoo
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2. Bencana merupakan urusan bersama, hal ini yang merupakan
konsep pentahelix melibatkan?

a. Pemerintah
b. Masyarakat
c.
d
e

Dunia usaha

. Akademisi
. Benar semua

3. Anda seorang perawat yang telah melakukan uji kompetensi
untuk dapat melakukan penanganan evakuasi. Wewenang
anda dapat melakukan evakuasi pada zona?

®ao0 o

Hijau

Merah

Kuning

Biru

. Bukan salah satu diatas

4, Zona aman dalam triage bencana diberikan label?

®oo0 o

Hitam
Hijau
Merah
Biru

. kuning

5. Peran lintas sektoral dalam penanganan bencana adalah?

a.
b.
c. Akademisi untuk melakukan inovasi
d.

e. Benar semua

Pemerintah sebagai pengambil keputusan kebijakan
Media memberikan informasi yang benar

Lembaga masyarakat mengontrol dalam program

H. LATIHAN

Berikan beberapa contoh program inovasi dalam manajemen
bencana lintas sektoral di daerah anda masing masing, jelaskan !
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KEGIATAN BELAJAR 7
PENGELOLAAN BENCANA PADA SKALA LOKAL,
NASIONAL DAN INTERNASIONAL

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep
dasar teoritis Pengelolaan bencana pada skala lokal, nasional dan
internasionalSetelah membaca materi ini diharapkan mahasiswa
dapat memahami prinsip dan konsep dasar pelaksanaan
Pengelolaan bencana pada skala lokal, nasional dan internasional.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan tentang prinsip bencana

2. Mampu menjelaskan prinsip penanganan bencana local dan
nasional

Mampu memahami hal-hal yang harus penanganan bencana
Mampu mengetahui tanggap darurat bencana

5. Mampu mengetahui standart crisis coordination center

Hw

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Lokal Disaster
State govermment Distric disaster
Australia — Crisis —» State disaster

govermment coordination

center
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A. PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu peristiwa yang senantiasa mengancam
manusia di belahan bumi manapun. Sebagai respon untuk
mengurangi berbagai dampak yang dapat diakibatkan dari bencana
tersebut, dibuatlah berbagai pendekatan dan usaha. Salah satunya
adalah pengelolaan bencana. Tujuan dari pengelolaan bencana ini
adalah untuk mengurangi korban jiwa, harta benda, dan lingkungan
(Coppola, 2007). Untuk mengefektifkan pengelolaan bencana
tersebut, dibuatlah sistem penetapan status dan tingkat suatu
bencana. Tingkat bencana adalah keadaan di suatu tempat yang
terlanda bencana tertentu dan dinilai berdasarkan jumlah korban,
kerusakan sarana dan prasarana, kerugian harta benda, cakupan
luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi
yang ditimbulkan (UU Penanggulangan Bencana, 2007). Tingkatan
bencana di Indonesia dibedakan menjadi tingkat lokal, daerah, dan
nasional. Penetapan satus darurat bencana untuk skala nasional
dilakukan oleh presiden, untuk skala provinsi oleh gubernur, dan
untuk skala kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Namun, ketentuan
penetapan status dan tingkatan bencana tersebut di Indonesia saat
ini masih menjadi draft Peraturan Presiden (PP) yang belum
disahkan oleh DPR (Nugroho, 2014).

National Arrangements State Arrangements

Local Government Local Disaster Local
Management Group

Local Disaster
Coordination Centre

State Disaster Coordination Centre
Australian

Government Attorney-General’s Department
- > Australian Government Crisis Coordination Centre
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B. SKALA BENCANA

Status bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah (kabupaten/kota/pusat) untuk jangka waktu tertentu
berdasarkan rekomendasi badan yang diberi kewenangan untuk
menanggulangi bencana (UU Penanggulangan Bencana, 2007).
Status bencana di Indonesia dibedakan menjadi bencana ringan,
sedang, dan berat sesuai dengan indikator masing-masing
bencana. Yang menjadi kesulitan utama adalah penentuan dari
masing-masing indikator tersebut dalam bencana. Berikut akan
dipaparkan tingkatan/skala dalam bencana:
1. Bencana Skala Lokal
Dalam draft Peraturan Presiden Republik Indonesia, bencana
tingkat lokal (kabupaten/kota) ditetapkan jika jumlah korban
jiwa kurang dari 100 orang, kerugian kurang dari 1 milyar,
cakupan wilayah kurang dari 10 km2, dampak sosial ekonomi
yang ditimbulkan terbatas. Hal ini masih ditangani oleh
pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan catatan
pemerintah daerah masih mampu menangani bencaa tersebut
berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM), finansial,
teknologi, dan pemerintah daerah masih berjalan semestinya
(Nugroho, 2014).
Bencana tingkat provinsi yang ditetapkan oleh gubernur,
memiliki indikator jika korban jiwa kurang dari 500 orang,
kerugian kurang dari 1 triliun, cakupan bencana mencakup
beberapa kabupaten/kota, dampak sosial ekonomi dan
kerusakan sarana dan prasarana yang ditimbulkan menengah
dalam artian beberapa kerusakan mengganggu kehidupan
masarakat. Tingkat provinsi ini dilakukan jika pemerintah
kabupaten/kota tidak dapat mengatasinya sendiri dan
membutuhkan bantuan pemerintah provinsi (Nugroho, 2014).
Penentuan tingkat bencana, baik lokal maupun provinsi oleh
bupati / walikota / gubernur mempertimbangkan rekomendasi
dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
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kabupaten/kota/provinsi yang diamanahkan untuk menangani
bencana (UU Penanggulangan Bencana, 2007).
Masalah yang mungkin dihadapi pada tingkat skala lokal ini
adalah minimnya bantuan dari luar seperti minimnya bantuan
dari pemerintah daerah, akses bencana yang terisolasi,
teknologi yang kurang memadai/canggih, makanan dan
minuman yang terbatas. Kurangnya fasilitas medis di daerah
seperti rumah sakit, dokter serta tenaga terampil seperti tim
tanggap darurat dan relawan sering menjadi kendala. Di
samping itu, sekolah-sekolah mngkin dapat rusak yang
mengakibatkan anak usia sekolah tidak dapat bersekolah,
infrastruktur yang rusak, dan usaha/bisnis masyarakat yang
terganggu (Pan American Health Organization, 2000).

2. Bencana Skala Nasional
Bencana tingkat nasional akan ditetapkan oleh presiden jika
pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota dan
pemerintah provinsi) sudah tidak dapat menanganinya dan
indikator-indikator menunjukkan bahwa tingkatan bencana
sudah melebihi bencana tingkat provinsi yang sudah
disebutkan (Nugroho, 2014). Itu berarti jumah korban jiwa
melebihi 500 orang, kerugian harta benda lebih dari 1 triliun,
kerusakan sarana dan prasarana berat dan mengganggu
kehidupan masyarakat, cakupan wilayah sangat luas
mencakup beberapa kabupaten/kota lebih dari satu provinsi.
Hal inilah yang mengakibatkan bencana tingkat nasional yang
sudah tidak dapat lagi ditangani pemerintah daerah dengan
SDM, finansial, sarana prasarana, kelembagaan, menajemen,
dan segi teknologi. Dalam menetapkan tingkat bencana
nasional ini, Presiden Rl memperoleh pertimbangan dari Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Yang utama dari pegelolaan bencana adalah masih bekerjanya
sistem pemerintah di daerah. Dalam berbagai tingkatan
bencana, pemerintah pusat dapat memberikan bentuan dalam
jumlah banyak maupun sedikit dan tidak berarti dengan
pemberian bantuan dari pemerintah pusat tersebut, bencana
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digolongkan menjadi tingkat nasional. Dalam bencana daerah
pun pemerintah pusat dapat memberikan bantuan (Nugroho,
2014).
Masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam penanganan
bencana skala nasional ini adalah respon yang lambat dari
pemerintah pusat dalam menetapkan status dan pemberian
bantuan, adanya kendala bahasa, budaya, adat daerah
setempat, krisis air bersih, korban bencana mengalami cedera
yang berat dan mengakibatkan trauma bagi masyarakat
sekitar, akses transportasi yang susah karena biasanya
mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang parah. Yang tak
kalah penting adalah rusaknya berbagai sarana prasana dan
infrastruktur, seperti sekolah mengakibatkan anak putus
sekolah dalam beberapa bulan/tahun, fasilitas kesehatan yang
banyak rusak mengakibatkan sulitnya penanganan medis,
hancurnya sosial ekonomi masyarakat mengakibatkan depresi
dan pengangguran pasca bencana (Pan American Health
Organization, 2000).

3. Bencana Skala Internasional
Kejadian bencana terkadang mencakup hingga beberapa
negara. Hal ini dapat terjadi pada bencana dahsyat, misalnya
tsunami yang cakupan wilayah bencananya sangat luas. Untuk
itu, negara yang terkena dampak bencana dapat meminta
bentuan dari pihak internasional baik organisasi maupun
negara lain. Untuk mendapatkan bantuan pihak internasional,
dibutuhkan komitmen dari pihak internasional yang bersedia
membantu dan menerima permintaan dari negara terdampak.
Kendala dalam hal ini biasanya adalah tidak semua bencana
yang dampaknya sangat dahsyat mendapatkan respon dari
pihak internasional karena berbagai faktor seperti kepentingan,
hubungan diplomatik, media, dll.
Di Indonesia sendiri, dalam situasi bencana tertentu,
pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan
bekerja sama dengan negara lain, badan-badan, atau pihak
internasional lain dalam hal penanggulangan bencana (UU
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Penanggulangan Bencana, 2007). Pihak yang terlibat dalam
bencana skala internasional ini sangat banyak, seperti korban,
pemerintah lokal, pemerintah provinsi, negara, organisasi
internasional, institusi finansial internasional, asosiasi regional,
organisasi nonprofit, organisasi private (bisnis, industri), dan
bantuan dari pemerintah lokal lainnya (Coppola, 2007).
Kendala-kendala sangat mungkin dihadapi dalam bencana
skala internasional, seperti kendala bahasa, adat, budaya,
sarana dan prasarana yang rusak mengakibatkan akses sulit,
rusaknya fasilitas kesehatan, krisis air bersih, dampak sosial
ekonomi yang dahsyat mengakibatkan kehidupan masyarakat
terganggu dan terjadi pengangguran, dan kurangnya
koordinasi antara pemerintah pusat-negara pembantu. Pada
tingkat ini, sangat mungkin terjadi kurangnya koordinasi antara
pemerintah pusat-negara pembantu sehingga bantuan yang
diberikan kurang maksimal (Pan American Health
Organization, 2000).

Kemudian, setelah penetapan tingkat/status bencana tersebut,
maka Kepala BNPB / BPBD Provinsi / BPBD Kabupaten /
BPBD Kota sesuai kewenangannya akan menunjuk seorang
pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat
bencana sesuai dengan skala bencana di Indonesia (UU
Pedoman Komando Tanggap Darurat Bancana, 2008).
Pengelolaan bencana pada skala lokal, nasional, maupun
internasional dapat menghabiskan banyak tenaga, biaya, dan
korban jiwa. Untuk mencegah dan mengurangi dampak dari
bencana, dilakukanlah upaya mitigasi dan kesiapsiagaan
bencana. Upaya mitigasi bencana merupakan serangkaian
upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui
pembangunan, penyadaran, dan peningkatan kemampuan
dalam menghadapi ancaman bencana. Upaya mitigasi dapat
dilakukan melalui penataan tata ruang daerah bencana;
pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata
bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan
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pelatihan  baik  konvensional maupun modern (UU
Penanggulangan Bencana, 2007).

Kesiapsiagaan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya
guna. Kesiapsiagaan tersebut dapat dilaksanakan melalui
penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana; sistem peringatan dini; penyediaan
kebutuhan dasar; mekanisme tanggap darurat; penyiapan
lokasi evakuasi; prosedur tetap tanggap darurat; dan
penyediaan dan penyiapan barang, bahan, dan peralatan untuk
pemulihan sarana dan prasarana (UU Penanggulangan
Bencana, 2007).

Klasifikasi berdasarkan sifat bencana Setiap bencana memiliki
magnitude atau besaran dampak yang disebabkannya.
Berdasarkan karakteristik tersebut tidak semua kejadian yang
tidak diinginkan masuk dalam kategori bencana. Dalam
terminologi kebencanaan ada perbedaan antara event, disaster
dan catastrophe. Misalnya kebakaran sebuah rumah yang
dapat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran, masuk
dalam kategori event atau kejadian, bukan disaster atau
bencana (Coppola, 2015). Catastrophe atau katastropik
memiliki dampak yang lebih hebat dibanding bencana. Menurut
Quarantelli, sebuah peristiwa masuk dalam kategori katastropik
jika (Etkin, 2016):
1. Berdampak hebat terhadap hamper atau seluruh
infrastruktur masyarakat
2. Pemerintah setempat tidak dapat menjalankan tugas
sebagaimana mestinya bahkan berlanjut hingga masa
recovery (perbaikan pasca bencana)
3. Kegiatan sehari-hari masyarakat terganggu hampir setiap
hari
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4. Komunitas masyarakat yang berdekatan tidak dapat
memberikan bantuan Dilihat dari kemampuan
pengelolaannya, bencana dapat terbagi menjadi tiga yaitu
(Coppola, 2015)

Dilihat dari kemampuan pengelolaannya, bencana dapat

terbagi menjadi tiga yaitu (Coppola, 2015):

1. Bencana local (local disaster), yaitu bencana yang dapat
ditangani oleh pemerintah local setempat seperti provinsi,
kota. Jika tidak dapat ditangani maka menjadi bancana
nasional.

2. Bencana nasional (national disaster), yaitu bencana yang
dapat ditangani oleh pemerintah nasional/negara setempat.
Sama seperti bencana local, jika pemerintahan nasional
tidak dapat menangani maka naik menjadi bencana
internasional.

3. Bencana internasional (international disaster), vyaitu
bencana yang harus ditangani oleh lembaga internasional
atau koalisi beberapa negara yang membantu penanganan
bencana.

C. RANGKUMAN

Bencana merupakan kondisi yang sulit bahkan tidak dapat
diprediksi. Namun beberapa langkah penting dapat dilakukan untuk
meminimalisir  kerusakan serta  mengoptimalkan  proses
pembangunan dan perbaikan kembali. Langkah-langkah tersebut
secara sistematik diterapkan melalui manajemen bencana, yaitu
sebuah ilmu pengetahuan dan penerapan kolaboratif oleh berbagai
disiplin dan otoritas pemerintahan, terhadap proses pengambilan
keputusan, teknis manajemen dan pemanfaatan sumberdaya,
untuk ambil bagian dalam proses dan tahap kebencanaan, dimulai
dari pencegahan dan kesiapsiagaan perencanaan, respon cepat,
pengurangan kehancuran, rekonstruksi, dan pembangunan.
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D. TES FORMATIF

1. Berikut ini pernyataan yang benar tentang bencana
a. Bencana dapat di siapkan tim menagemen bencana
b. Bencana bisa dilakukan penanganan cepat
c. Bencana dapat terkoordinasi
d. Semua benar
2. Dari kemempuan pengelolaan bencana dapat digolongkan
a. Bencana lokal,
b. Bencana Nasioanal
c. Bencana internasioanal
d. A, B, Cbenar

E. LATIHAN

Jelaskan menurut Quarantelli, sebuah peristiwva masuk dalam
kategori katastropik!
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KEGIATAN BELAJAR 8
KESIAPSIAGAAN BENCANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep
dasar teoritis kesiapsiagaan bencana. Diharapkan mahasiswa
memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari
kesiapsiagaan bencana lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1.
2.
3.

4.

Mampu menguraikan Pengertian Kesiapsiagaan Bencana.
Mampu menjelaskan Tujuan Kesiapsiagaan Bencana

Mampu menjelaskan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kesiapsiagaan Bencana.

Mampu menjelaskan elemen-elemen penting dan parameter
Kesiapsiagaan Bencana

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

KESIAPSIAGAAN BENCANA
Pengertian Tujuan Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan Bencana Bencana
v

Faktor-faktor
<+~ =» kesiapsiagaan
Bencana

Elemen dan parameter
kesiapsiagaan bencana
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A. PENGERTIAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Aminudin, 2018).
Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2016), kesiapsiagaan adalah
tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi,
keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi
bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian
maupun korban jiwa. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan
adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana,
pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. Konsep
kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan
untuk melakukan tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat
bencana secara cepat dan tepat (LIPI-UNESCO/ISDR, 2016).

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2016) kesiapsiagaan merupakan
salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam
konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini,
peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting
dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif,
sebelum terjadinya suatu bencana. Pemahaman terhadap konsep
kesiapsiagaan yang sudah ada dan vyang berkembang
dimasyarakat dapat dikatakan cukup beragam.

Menurut Daud (2016), kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan
yang memungkinkan  pemerintahan, organisasi-organisasi,
masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi
suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk
kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah dari suatu rencana
penanggulangan bencana, pemeliharaan sumberdaya dan
pelatihan personil. Kesiapsiagaan suatu komunitas selalu tidak
terlepas dari aspek-aspek lainnya dari kegiatan pengelolaan
bencana (tanggap darurat, pemulihan dan rekontruksi, pencegahan
dan mitigasi). Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam
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menghadapi bencana diperlukan langkah yang tepat dalaam pra-
bencana dan keefektipan dari kesiapsiagaan masyarakat dapat
dilihat dari implementasi tanggap darurat dan pelumihan pasca
bencana. Sifat kedinamisan dalam kesiapsiagaan harus di
perhatikan karena tingkat kesipasiagaan dapat menurun setiap saat
dengan berjalannya waktu dan dengan terjadinya perubahan-
perubahan sosial-budaya, politik dan ekonomi dari suatu
masyarakat. Karena itu sangat diperlukan untuk selalu memantau
dan mengetahui kondisi kesiapsiagaan suatu masyarakat dan
melakukan usaha-usaha untuk selalu menjaga dan meningkatkan
tingkat kesiapsiagaan tersebut.

B. TUJUAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Menurut (Alfanan, 2020) menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu:

1. Mengurangi ancaman
Untuk mencegah ancaman secara mutlak memang mustabhil,
seperti kebakaran, gempa bumi dan meletus gunung berapi.
Namun ada banyak cara atau tindakan yang dapat dilakukan
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan akibat
ancaman.

2. Mengurangi kerentanan keluarga
Kerentanan keluarga dapat dikurangi apabila keluarga sudah
mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk melakukan
tindakan penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan
yang baik akan bisa membantu keluarga untuk melakukan
tindakan yang tepat guna dan tepat waktu. Keluarga yang
pernah dilanda bencana dapat mempersiapkan diri dengan
melakukan kesiapsiagaan seperti membuat perencanaan
evakuasi, penyelamatan serta mendapatkan pelatihan
kesiapsiagaan bencana.

3. Mengurangi akibat
Untuk mengurangi akibat suatu ancaman, keluarga perlu
mempunyai persiapan agar cepat bertindak apabila terjadi
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bencana. Umumnya pada semua kasus bencana, masalah
utama adalah penyediaan air bersih. Dengan melakukan
persiapan terlebih dahulu, kesadaran keluarga akan
pentingnya sumber air bersih dapat mengurangi kejadian
penyakit menular.
4. Menjalin kerjasama

Tergantung dari cakupan bencana dan kemampuan keluarga,
penanganan bencana dapat dilakukan oleh keluarga itu sendiri
atau apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak-
pihak yang terkait. Untuk menjamin kerjasama yang baik, pada
tahap sebelum bencana ini keluarga perlu menjalin hubungan
dengan pihak-pihak seperti Puskesmas, polisi, aparat desa
atau kecamatan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIAPSIAGAAN BENCANA

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapsiagaan dari suatu
komunitas terhadap bencana, yaitu; (1) external motivasi meliputi
kebijakan, pendidikan dan latihan, dana, (2) pengetahuan, (3) sikap,
dan (4) keahlian (Dewi, 2021). Sebagai suatu bentuk reaksi
terhadap situasi dan kondisi yang ada, respon masyarakat tidak
terbentuk dengan sendirinya. Situasi dan kondisi yang dihadapi
masyarakat serta kemampuan dan pengetahuan yang dimiki oleh
masyarakat yang menjadi stimulasi yang membangun pemahaman
dalam diri masyarakat kemudian diolah menjadi respon. Dalam
pemahaman ini, respon yang muncul sangat dipengaruhi
karakteristik dari stimulasi yang diterima, baik yang berupa situasi
dari luar maupun intervensi dari dalam berupa tingkat kemampuan
serta pengetahuan yang dimiliki.

Pemahaman dalam konteks bencana ini menjadi dasar dalam

memahami respon yang dberikan masyarakat. Stimulasi yang
diterima dari luar berupa kejadian bencana dengan segala bencana
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kerusakan dan resikonya, sedangkan asumsi yang bersal dari
dalam berupa tingkat kemampuan dan pengetahuan yang
membentuk secara mandiri dari berbagai pengalaman, proses
belajar maupun pelatihan.

D. ELEMEN-ELEMEN PENTING KESIAPSIAGAAN BENCANA

Usaha untuk mengembangkan dan memelihara suatu tingkat
kesiapsiagaan, dapat dilakukan untuk mengadakan elemen-elemen
penting berikut ini, (BNPB, 2017):

1. Kemampuan koordinasi semua tindakan (adanya mekanisme
tetap koodinasi;

Fasilitas system operasional;

Peralatan dan persediaan kebutuhan dasar atau supply;
Pelatihan;

Kesadaran masyarakat dan pendidikan

Informasi;

Kemampuan untuk menerima beban yang meningkat dalam
situasi darurat/kritis.

No ok wbN

Khususnya fasilitas dan sistim operasional dari suatu

kesiapsiagaan, perlu disediakan elemen-elemen berikut ini:

1. Sitem komunikasi darurat/stand-by;

2. Sistem peringatan dini;

3. Sistem aktivasi organisasi darurat;

4. Pusat pengendalian operasi darurat (sebagai pusat pengelola
informasi);

5. Sistem untuk survey kerusakan dan pengkajian kerusakan
kebutuhan;

6. Pengaturan untuk bantuan darurat (makanan,
perlindungansementara, pengobata dan lainnya).
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Fasilitas-fasilitas  penting yang dibutuhkan untuk dapat

melaksanakan kegiatan tanggap darurat secara memadai meliputi

sarana antara lain, (Faturahman, 2019):

Fasilitas pertolongan darurat (SAR, Ambulance);

Rumah sakit/fasilitas kesehatan;

Pemadam kebakaran;

Pusat pengendalian operasi darurat;

Sistem komunikasi darurat;

Media informasi (Radio siaran, TV, dan lainnya);

Sistem cadangan tenaga listrik (PLN);

Penyediaan air bersih darurat (PAM/PDAM);

Jalur logistk darurat

(Jalan/Jembatan/Pelabuhan/Bandara/KA);

10. Jalur pengungsian

11. Bangunan umum yang ama untuk perlindungan
(sekolah/masijid dan lainnya).

©OoNoGhA~®WDN PR

E. PARAMETER KESIAPSIAGAAN BENCANA

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah menggunakan
framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan
UNESCO/ISDR Tahun 2006 dan terdapat lima parameter untuk
menilai indeks kesiapsiagaan bencana, yaitu:
1. Pengetahuan dan Sikap
Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk
kesiapsiagaan Untuk mengetahui parameter dari indeks tingkat
pengetahuan vyaitu tinggi, sedang dan rendahnya tingkat
pengetahuan tersebut (Marlyono, 2018).
2. Kebijakan dan Kepanduan
Kebijakan kesiapsiagaan bencana alam sangat penting dan
merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga
bencana.
3. Rencana untuk Keadaan Darurat Bencana Alam
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Bencana ini menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan,
terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan
penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalisirkan.

4. Sistem Peringatan Bencana
Sistem ini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi
akan terjadinya bencana. Dengan peringatan bencana ini,
masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk
mengurangi korban jiwa, harta benda dan kerusakan
lingkungan.

5. Mobilitas Sumberdaya
Sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya manusia (SDM),
maupun pendanaan dan sarana prasarana penting untuk
keadaan darurat merupakan potensi yang dapat mendukung
ataupun sebaliknya menjadi kendala dalam kesiapsiagaan
bencana alam. Karena itu, mobilisasi sumberdaya menjadi
faktor yang krusial.

Semakin tinggi kesiapsiagaan masyarakat maka semakin tinggi
pula masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini mampu
mengurangi resiko akan terjadinya suatu bencana dan
mempermudah dalam hal penanggulangan bencana. Tingkat
kesiapsiagaan digolongkan menjadi 5 kategori dapat dilihat

dalam:
Indeks Nilai Kategori
£0-100 Sﬂngsrt siap
65-79 Siap
55-64 Hampir siap
40-54 Kurang siap
0-39 Belum siap

Gambar 8.1 Tingkat Kesiapsiagaan Bencana
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F. INDIKATOR KESIAPSIAGAAN BENCANA

1. Pengetahuan dan Sikap
Petahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk
kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki dapat
mempengaruhi sikap dan kepedulian peserta didik untuk siap
dan siaga dalam mengantisipasi
bencana.

2. Sistem Tanggap Darurat
Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
penanggulanan bencana, tanggap darurat bencana adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadiaan bencana untuk menanggani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarana.

3. Peringatan Dini
Menurut Widjanarko, 2018 tentang Penanggulanan Bencana,
peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan segera mungkin terjadinya bencana pada suatu
tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem ini meliputi
tanda peringatan dan distribusi inormas akan terjadinya
bencana. Dengan peringatan bencana ini, masyarakat dapat
melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi korban jiwa,
harta benda dan kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan
latihan dan simulasi, apa yang harus dilakukan apabila
mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus
menyelamatkan diri dalam waktu tertentu, sesuai dengan lokasi
dimana masyarakat sedang berada saat terjadinya peringatan.

4. Mobilitas Sumber Daya
Berdasarkan indikator kesiapsiagaan diatas yang diantaranya
pengetahuan dan sikap, sistem tanggap darurat, peringatan
dini, dan mobilitas sumber daya merupakan indikator yang
akan digunakan dalam penelitian, karena indikator
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kesiapsiagaan tersebut merupakan hal dasar yang digunakan
untuk mengetahui kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi
bencana alam sehingga adanya pengetahuan dan
kesiapsiagaan saat menghadapi bencana alam. (Utami, 2021).

G. RANGKUMAN

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan
bencana adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan
pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu
menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna
untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Termasuk
kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana
penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan
pelatihan personil. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih
ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan
menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat.
Tujuan kesiapsiagaan bencana tersebut diantaranya vyaitu
guna meminimalisir ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat
terjadi, meminimalisir kerentanan masyarakat, meminimalisir akibat
dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

H. TES FORMATIF

1. Apakah tujuan kesiapsiagaan bencana untuk menjamin
kerjasama yang baik, pada tahap sebelum bencana ini
keluarga perlu menjalin hubungan dengan pihak-pihak seperti
Puskesmas, polisi, aparat desa atau kecamatan ?

a. Mengurangi ancaman

b. Mengurangi kerentanan keluarga
c. Mengurangi akibat

d. Menjalin kerjasama
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e. Menjaga kerahasiaan

2. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin
terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang
berwenang, indikator kesiapsiagaan bencana apa yang di
maksud?
a. Pengetahuan dan Sikap

Sistem Tanggap Darurat

Peringatan Dini

Mobilitas Sumber Daya

Bahaya laten

®caoo

I.  LATIHAN

Berikan beberapa contoh kesiapsiagaan bencana yang ada di
daerah mu dan nilai kesiapsiagaan masuk dalam tingkat
kesiapsiagaan bencana yang mana!
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KEGIATAN BELAJAR 9
KONSEP TRIASE BENCANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep
dasar teoritis konsep triase bencana. Diharapkan mahasiswa
memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari
konsep triase bencana lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

5. Mampu Menguraikan Konsep Triase Bencana

6. Mampu Menjelaskan Jenis-Jenis Triase

7. Mampu Menjelaskan Kategori Triase Dalam Bencana

8. Mampu Menguraikan Start/ Simple Triage and Rapid Treatment.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Konsep Triase dalam Bencana

|
v v

Jenis Triase

Kategori Triase

|
\ v

Primary Triase Secondary

v
START

(Simple Triase and Rapid Treatment)

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 99



A. KONSEP TRIASE

Triase berarti memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan
kondisi mereka dan memprioritaskan mereka untuk perawatan yang
sesuai. Triase adalah metode untuk menilai dan mengkategorikan
tingkat kegawatan korban bencana. Pendekatan triase digunakan
untuk menemukan dan memprioritaskan pasien dalam kondisi
genting, bencana, dan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pembagian
pasien harus dipahami dan diterapkan, terutama saat terjadi
bencana dengan banyak korban. Prinsip Triase : Time Saving is Life
Saving. Put the Right Patient, to the right place, at the right time.
Prinsip ini menjelaskan Tindakan triase pasien adalah proses
penilaian pasien secara cepat yang memprioritaskan perawatan,
pertolongan, dan transportasi ke fasilitas kesehatan. Tujuan triase
adalah melakukan perawatan terbaik untuk pasien dengan jumlah
yang sebanyak-banyaknya, yang hal ini berarti penilaian triase
harus singkat dan menggunakan kategori yang sederhana.

Area triase di bagi menjadi tiga zona:

1. Hot Zone/ area terdalam bencana merupakan area terdalam
lokasi bencana, aktivitas triase dan intervensi minimal, fokus
pada intervensi penyelamatan nyawa, kemudian transfer ke
warm zone untuk dekontaminasi.

2. Warm Zone/ area dekontaminasi sekitar 100-meter dari
hotzone, aktivitas triase dan intervensi minimal, berlawanan
arah mata angin dan tidak lebih rendah dari hot zone

3. Cold Zone/ area perawatan aktivitas triase dan intervensi dapat
lebih banyak dilakukan. Berlawanan arah mata angin dan tidak
lebih rendah dari warm zone

B. JENIS-JENIS TRIASE

Dalam bencana terdapat dua triase yaitu Primary Triase dan
Secondary Triase.
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1. Primary Triase
Triase primer adalah jenis penyortiran pasien yang digunakan
untuk mengkategorikan pasien dengan cepat. Proses penilaian
awal korban bencana yang dilakukan oleh petugas medis atau
relawan medis di lokasi bencana dikenal sebagai triase primer.
Tujuan dari triase primer adalah untuk menentukan prioritas
penanganan korban berdasarkan tingkat cedera dan kondisi
medis mereka.

Fokusnya adalah pada kecepatan saat berupaya menemukan
semua pasien dan menentukan prioritas awal sesuai kondisi
mereka. Setelah triase utama, ketua tim triase harus
mengkomunikasikan informasi berikut kepada medical director:
a. Jumlah total pasien

b. Jumlah pasien di setiap kategori tiase

c. Rekomendasi untuk ekstrikasi dan pemindahan pasien ke

area perawatan (AMP-Advanced Medical Post)
d. Sumber daya yang diperlukan dan mulai memindahkan
pasien.
2. Secondary Triase

Setelah triase primer di lokasi bencana, maka selanjutnya
dilakukan triase sekunder. Triase sekunder adalah jenis
pemilihan pasien yang dilakukan pada pasien yang harus
dilakukan perawatan (retriase pasien). Penilaian Triase
sekunder lebih lanjut terhadap korban bencana yang dilakukan
di fasilitas kesehatan. Tujuan dari triase sekunder adalah untuk
mengevaluasi kembali kondisi korban dan menentukan
tindakan medis yang lebih lanjut. Pada triase sekunder,
petugas medis akan melakukan pemeriksaan fisik yang lebih
mendalam dan memperhatikan tanda-tanda vital korban.
Selain itu, petugas medis juga akan melakukan pemeriksaan
tambahan terhadap korban bencana. Kondisi pasien dapat
berubah dengan cepat dan tanpa peringatan. Triase awal yang
menunjukkan kategori” delayed”, saat mau dilakukan transport
dapat berubah menjadi “immediate”, atau bahkan “expectant.”
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C. KATEGORI TRIASE IM-DME DALAM BENCANA

Penanganan korban bencana diprioritaskan berdasarkan tingkat
cedera dan kondisi medis korban. Standar Bencana Nato
merekomendasikan kategori triase bencana dengan prioritas triase
dikategorikan IM-DME (Immediate (red), Delayed (Yellow), Minimal,
(green), expectant (Black)).

1. Immediated: Red/Merah: cedera parah (tidak segera) tetapi
potensi tinggi untuk bertahan hidup dengan perawatan; diambil
ke titik pengumpulan pertama.

2. Delayed: Yellow/ Kuning (terlambat) cedera serius tetapi tidak

langsung mengancam nyawa.

Minimal: Green/Hijau: (berjalan terluka) cedera ringan

4. Expentant: Black/ Hitam: tidak respon /meninggal

w

Tabel 9.1 Komponen penilaian START

Categori Warna Ventilasi Perfusi/ Neurological
radial status
pulse
Immediate | Red/ > 30/mnt Absent Unconscious or
Merah AMS
Delay Yellow/ < 30/ mnt Present Normal
Kuning
Minimal Green/ Ambulatory
Hijau
Expectant Black/ Absent Absent Unconscious
Hitam

Peralatan yang dibutuhkan meliputi label triase (triage tag), pulpen,
jam tangan/ stopwatch, verban, gunting verban, oropharyngeal atau
nasopharyngeal airways, tandu dan selimut. Jenis-jenis label tag
triase :
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Single Label (Tape)

£
Single Label (Card)

Gambar 9.1 Jenis label tag triase
Sumber: Adzim, H. (2021)

Implementasi pelaksanaan triase ini korban bencana diberikan
label/ tag/ card. Memandai pasien lebih awal membantu melacak
mereka dan dapat membantu mencatat kondisi mereka secara
akurat. Tag triase harus tahan cuaca (weatherproof) dan mudah
dibaca. Tag atau pita pasien harus diberi kode warna dan harus
dengan jelas menunjukkan kategori pasien. Tag menjadi bagian
dari rekam medis pasien.

Tabel 9.2 Contoh kasus berdasarkan kondisi kegawatan dalam bencana

Kelas | Warna Situasi Deskripsi Tindakan
Keperawatan
| Merah | Kritis e Distress ¢ Rujuk segera ke
respirasi akut rumah sakit
e Syok ¢ Resusitasi
e Perdarahan
massif
Il Kuning | Parah e Luka terbuka e Rujuk segera ke
atau luka tusuk rumah sakit
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Kelas | Warna Situasi Deskripsi Tindakan
Keperawatan
e Luka bakar setelah kelas
berat merah
e Luka tertutup ¢ Resusitasi
dengan
penurunan
perfusi
11 Hijau Tidak Gawat | e  Luka bakar e Rujuk segera ke
ringan rumah sakit
e Fraktur setelah kelas
e Cedera pada merah dan kuning
mata e Tindakan sesuai
kasus
v Hitam | Meninggal - Dikumpulkan pada
ruang penyimpanan
jenazah, pengkajian
spesifikasi jenazah

D. START (SIMPLE TRIASE AND RAPID TREATMENT)

START Triase adalah salah satu metode triase yang paling mudah.
START triase menggunakan penilaian pada kemampuan pasien
untuk berjalan, status hemodinamik, dan status neurologis.

Fokus penilaian dan pemeriksaan RPM:

R: (Respirations/ pernafasan)

P: (Perfusion/ Pengisian kapiler/ Denyut nadi)
M: (Mental Status/ Tingkat kesadaran)

Pelaksanaan triage yang dilakukan secara singkat selama 30-60
detik/ kurang. Penolong tidak boleh berhenti melakukan triase
kecuali melakukan tindakan pada hal-hal mengancam nyawa (A, B,
dan C). Algoritma dibawah ini menjadi petunjuk agar lebih mudah
untuk mengikuti. Pemeriksaan tiga parameter, pernapasan, perfusi
dan status mental kelompok dapat dengan cepat diprioritaskan atau
disortir menjadi 4 kelompok warna.
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START

Korban Hijau Tidak
dapat e Bernafas
berjalan
Tidak Bebaskan
bernafas [ Jalan nafas
Nafas Bernafas
Fr, Nafas>
30
x/menit
Bernafas
Fr, Nafas< Cek
30 L4 Perfusi
x/menit
| |
] |
Tdk dpt CRT < 2 CRT > 2detik
melakukan detik
perintah _—
sederhana I
Cek
Kuning Dpt melakukan kesadaran
L perintah -
sederhana
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Gambar 9.2 Algoritma START
Sumber: Adzim, H. (2021)
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Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan triage bencana
menggunakan metode START:

1.

Langkah Pertama: Kelompokkan korban yang dapat ditunda.
Korban yang dapat ditunda adalah korban yang mampu
berjalan. Kemudian arahkan ke tempat yang sudah ditentukan
dan beri tanda hijau.

Langkah Kedua: Lakukan pemeriksaan pernapasan. Bila
korban tidak bernapas, buka jalan napas. Bila tetap tidak
bernapas, beri tanda hitam. Bila korban bernapas, hitung
frekuensinya. Jika frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit,
beri tanda merah. Jika frekuensi napas kurang dari atau sama
dengan 30 kali per menit, lanjutkan ke langkah ketiga.
Langkah Ketiga: Lakukan penilaian sirkulasi. Periksa pengisian
kapiler dengan menekan di atas ujung kuku jari sehingga
menjadi pucat. Bila tekanan dilepas, ujung jari menjadi merah
lagi. Bila pengisian kapiler lebih dari 2 detik, berikan tanda
merah. Bila pengisian kapiler kurang dari atau sama dengan 2
detik, lanjutkan ke langkah keempat.

Langkah Keempat: Lakukan penilaian mental. Minta korban
mengikuti perintah sederhana seperti membuka mata atau
menggerakkan jari. Bila korban tidak mampu, beri tanda merah.
Bila korban masih mampu, beri tanda kuning.

Tandai pasien sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.
Pasien yang membutuhkan pertolongan segera diberi tanda
merah, pasien yang membutuhkan pertolongan dalam waktu
10 menit diberi tanda kuning, dan pasien yang dapat menunggu
pertolongan diberi tanda hijau.

Lakukan tindakan pertolongan sesuai dengan kategori pasien.
Pasien dengan tanda merah harus segera mendapatkan
pertolongan, pasien dengan tanda kuning harus segera
mendapatkan pertolongan dalam waktu 10 menit, dan pasien
dengan tanda hijau dapat menunggu pertolongan.

Dengan melakukan triage bencana menggunakan metode START,
prioritas pasien dapat ditentukan dengan cepat dan efektif sehingga
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pertolongan yang diberikan dapat dioptimalkan dan korban jiwa
dapat diminimalkan.

E. RANGKUMAN

Triase adalah proses penilaian dan prioritas pasien dalam situasi
darurat atau bencana. Terdapat beberapa konsep Triase dalam
bencana, di antaranya: Metode Triase START (Simple Triage And
Rapid Treatment) yang mengutamakan prinsip ABC (Airway,
Breathing, Circulation). Metode ini membagi pasien menjadi empat
kategori prioritas atau label warna, yaitu merah (kritis), kuning
(mendesak), hijau (tidak serius), dan hitam (meninggal).
Penggunaan triase di luar rumah sakit umumnya pada kondisi
bencana. Terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam
melakukan triase pada kondisi bencana yaitu jumlah korban dan
jumlah sumber daya yang tersedia. Pasien yang mengalami cedera
kepala, tidak sadarkan diri, dan dalam kondisi kritis yang
mengancam nyawa tentunya perlu diprioritaskan dari pasien lain
dengan cedera ringan. Dalam pelaksanaannya, triage bencana
dilakukan dengan cepat dan efektif untuk menentukan prioritas
pasien sehingga pertolongan yang diberikan dapat dioptimalkan
dan korban jiwa dapat diminimalkan.

F. TES FORMATIF

1. Korban bencana tiba dengan luka parah dan kesulitan
bernapas. Apa yang harus dilakukan saat melakukan triase?
a. Merah
b. Kuning
c. Hijau
d. Hitam

2. Korban bencana memiliki luka bakar parah di wajah dan leher.
Kondisi seperti ini termasuk dalam jenis triase apa?
a. Merah
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b. Kuning
c. Hijau
d. Hitam

3. Seorang korban tiba dengan luka tusukan di perut, tetapi dia
tampaknya sehat. Bagaimana Anda akan mengidentifikasi
korban dalam triase?
a. Merah
b. Kuning
c. Hijau
d. Hitam

4. Seorang korban bencana tampak stabil dengan luka potongan
lengan yang tidak terlalu dalam. Bagaimana Anda akan
mengidentifikasi korban dalam triase?
a. Merah
b. Kuning
c. Hijau
d. Hitam

5. Seorang korban mengalami cedera kepala berat, terdapat
memar pada leher dan kepala, darah mengalir dari telinga dan
fraktur tertutup pada lengan atas kanan. Jalan nafas korban
tidak bersih terdapat sekret dan darah.
a. Merah
b. Kuning
c. Hijau
d. Hitam

G. LATIHAN

Bagaimana metode triase dapat disesuaikan dengan tingkat
bencana? Beri contoh bencana kecil dan bencana besar, dan
jelaskan bagaimana triase akan berbeda di masing-masing kasus!
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KEGIATAN BELAJAR 10
TANGGAP DARURAT BENCANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep tanggap darurat
bencana. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan
pemahaman dalam mempelajari pemberian perawatan selama
tanggap darurat bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan

mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan definisi tanggap darurat bencana

2. Mampu menguraikan dan menganalisis risiko tahap persiapan
tanggap darurat bencana

3. Mampu menjelaskan system koordinasi dan komunikasi tanggap
darurat bencana

4. Mampu mengenali dan menjelaskan tanda-tanda bahaya untuk
proteksi dan evakuasi selama tanggap darurat bencana

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

TANGGAP DARURAT BENCANA

v

Pengertian Tanggap
Darurat Bencana

v v V

Koordinasi dan

Tahap Persiapan Proteksi dan

Komunikasi
Tan%gap Darurat selama Tanggap Evakuasi Tanggap
encana Darurat Bencana Darurat Bencana
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A. PENGERTIAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Dalam dunia manajemen bencana, tanggap darurat bencana
merupakan fase kritis yang dilakukan sebagai respons terhadap
suatu bencana yang terjadi. Tanggap darurat bencana mencakup
berbagai langkah strategis yang diambil untuk meminimalkan
kerugian dan melindungi masyarakat atau komunitas yang terkena
dampak bencana. Dalam situasi darurat ini, intervensi dan
koordinasi antar instansi menjadi sangat penting untuk menjaga
keselamatan dan kesejahteraan warga negara yang tersemat
dalam wilayah terdampak.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Tanggap
Darurat Bencana mendefinisikan tanggap darurat bencana adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana
dan sarana.

Menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan tanggap
darurat bencana merupakan langkah penting dalam meminimalkan
kerugian yang mungkin timbul akibat bencana. Dalam menentukan
waktu ini, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat
ancaman bencana, kondisi geografis dan cuaca, kesiapan dan
kapasitas respons darurat, serta komunikasi dan kesadaran
masyarakat. Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan
mendalam terhadap faktor-faktor ini, tanggap darurat bencana
dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif guna
melindungi masyarakat yang terdampak.
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B. TAHAP PERSIAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Tanggap darurat bencana merujuk pada tindakan dan strategi yang

dijalankan oleh individu, tim penyelamat, pemerintah, dan

organisasi terkait untuk mengurangi dampak negatif bencana serta

melindungi jiwa manusia dan harta benda. Tahap persiapan

tanggap darurat bencana melibatkan identifikasi risiko,

perencanaan tindakan awal, dan pengaturan sumber daya yang

diperlukan sebelum bencana terjadi.

1. Identifikasi Risiko
Tahap pertama dalam persiapan tanggap darurat bencana
adalah mengidentifikasi dan menganalisis risiko bencana yang
mungkin terjadi di suatu wilayah. Proses ini melibatkan
mengumpulkan data historis tentang bencana sebelumnya,
mengukur kemungkinan serta dampak bencana, dan
mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap bencana
tertentu.

2. Perencanaan Tindakan Awal
Setelah risiko bencana teridentifikasi, perencanaan tindakan
awal menjadi langkah selanjutnya dalam tahap persiapan
tanggap darurat. Para ahli dan pakar yang terlibat akan
merumuskan skenario dan strategi yang tepat untuk
menghadapi bencana yang diidentifikasi sebelumnya. Ini
melibatkan mempersiapkan bahan, peralatan, dan logistik yang
dibutuhkan untuk merespon secara efektif ketika bencana
terjadi.

3. Pengaturan Sumber Daya
Persiapan tanggap darurat juga melibatkan pengaturan sumber
daya yang diperlukan untuk merespon bencana. Ini mencakup
mengkoordinasikan dan mengalokasikan tenaga kerja,
peralatan, transportasi, obat-obatan, dan persediaan makanan
yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang mungkin timbul
saat bencana terjadi. Pengaturan yang baik akan
memungkinkan respons tanggap darurat yang efisien dan
terkoordinasi.
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Tanggap darurat bencana pada tahap persiapan juga harus
memperhatikan tingkatan tanggap darurat bencana. Penting bagi
pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk saling bekerja
sama dan berkoordinasi guna menjaga kesiapan dan kesigapan
dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, tingkat kerentanan
masyarakat terhadap bencana dapat dikurangi, serta proses
pemulihan  pasca-bencana menjadi lebih  efektif dan
berkesinambungan. Berikut merupakan tingkatan tanggap darurat
bencana:

a. Waspada (Level 1)

a. Tindakan pencegahan dan persiapan dini menjelang
terjadinya bencana.

b. Memantau informasi perkembangan cuaca dan prediksi
risiko bencana.

c. Mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah yang
dapat diambil untuk mengurangi dampak bencana:

o Memastikan masyarakat mengetahui jalur evakuasi yang
aman.
o Menyediakan persediaan darurat seperti air, makanan,
obat-obatan, dan perlengkapan medis.
o Menyelenggarakan latihan evakuasi dan pelatihan
pertolongan pertama.
b. Siaga (Level 2)

a. Tingkat kewaspadaan yang meningkat ketika bencana
sudah diprediksi atau kemungkinan besar akan terjadi
dalam waktu dekat.

b. Peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh lembaga
terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).

c. Memperkuat koordinasi antara instansi terkait, seperti
kepolisian, dinas kesehatan, dan relawan bencana.

d. Menyiapkan tempat pengungsian sementara dengan
memastikan tersedianya fasilitas sanitasi, air bersih, dan
pelayanan kesehatan dasar.
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e. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai jalur
evakuasi yang harus diikuti serta memberikan informasi
terkini tentang bencana.

e Skenario Bencana yang Lebih Terprediksi
Ketika potensi bencana semakin nyata dan terprediksi
dengan lebih akurat, level tanggapan darurat bencana
akan meningkat menjadi siaga. Contoh skenario bencana
yang cenderung lebih terprediksi adalah gempa bumi,
erupsi gunung berapi, dan banjir yang menyebabkan
dampak signifikan.

¢ Upaya Pemantauan dan Peringatan Dini
Membangun dan mengoperasikan sistem pemantauan
khusus untuk bencana yang sudah diprediksi, seperti
sistem peringatan dini tsunami. Kemudian meningkatkan
kualitas dan efektivitas sistem peringatan dini melalui
penggunaan teknologi canggih. Setelah itu melakukan
simulasi dan latihan evakuasi untuk meningkatkan
kesiapan masyarakat dalam merespons peringatan dini.

c. Darurat (Level 3)

a. Tingkat respons yang lebih tinggi ketika bencana telah
terjadi secara nyata.

b. Mobilisasi seluruh sumber daya dan personel untuk
melakukan pertolongan darurat dan penyelamatan korban.

c. Menyediakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan
dasar bagi para korban, seperti makanan, air bersih, tempat
penampungan sementara, dan pelayanan medis.

d. Penanganan pengungsian massal dengan
mengkoordinasikan penempatan dan distribusi bantuan
kepada pengungsi.

e. Memulai proses pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana
melalui rekonstruksi infrastruktur dan pemulihan ekonomi.
o Koordinasi Bantuan Kemanusiaan
Mengaktifkan mekanisme koordinasi dan kerjasama
antar instansi, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan
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relawan, dalam menyediakan dan mendistribusikan
bantuan kemanusiaan. Menjamin keadilan,
keberlanjutan, dan transparansi dalam penyaluran
bantuan kepada korban bencana. Memastikan
tersedianya fasilitas logistik yang memadai untuk
mendukung distribusi bantuan dengan cepat dan efisien.
e Rekonstruksi Pasca-bencana

Merencanakan dan  melaksanakan  rekonstruksi
infrastruktur yang rusak akibat bencana. Menggalang
dana dan sumber daya untuk mendukung proses
pemulihan dan rehabilitasi komunitas yang terdampak.
Mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses
rekonstruksi dan membangun ketahanan terhadap
bencana di masa depan.

C. KOORDINASI DAN KOMUNIKASI TANGGAP DARURAT
BENCANA

Koordinasi dan komunikasi sangat penting dalam tanggap darurat
bencana karena mereka memainkan peran kunci dalam
memaksimalkan efisiensi dan mencegah duplikasi upaya. Dalam
situasi darurat, waktu menjadi faktor kunci, dan koordinasi yang baik
antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, petugas
penanggulangan bencana, organisasi sukarela, dan komunitas
lokal, dapat memastikan bahwa sumber daya dan upaya
penanggulangan bencana dialokasikan dengan efisien. Selain itu,
koordinasi yang baik juga membantu menghindari duplikasi upaya
dan memastikan bahwa bantuan serta sumber daya yang ada
dialokasikan dengan tepat, sehingga tidak ada sumber daya yang
terbuang percuma.
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D. PRINSIP DASAR KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Sinergi antara pihak terkait: Dalam konteks tanggap darurat
bencana, sinergi antara pihak terkait adalah hal yang sangat
penting. Semua pihak yang terlibat harus saling bekerja sama
untuk mencapai hasil yang optimal.

o Pemerintah: Pemerintah memiliki peran penting dalam
memimpin dan mengoordinasikan upaya penanggulangan
bencana. Mereka bertanggung jawab untuk membentuk
kebijakan dan mengatur sumber daya yang diperlukan.

o Petugas penanggulangan bencana: Petugas
penanggulangan bencana adalah ujung tombak dalam
tanggap darurat bencana. Mereka bertanggung jawab untuk
mengkoordinasikan dan melaksanakan tindakan tanggap
darurat serta memberikan bantuan kepada korban.

o Organisasi sukarela: Organisasi sukarela juga memiliki
peran penting dalam membantu penanggulangan bencana.
Mereka dapat membantu dalam distribusi bantuan,
penyediaan tempat penampungan, dan memberikan
dukungan psikososial bagi korban bencana.

o Komunitas lokal: Komunitas lokal memiliki pengetahuan dan
sumber daya yang berharga dalam menghadapi bencana.
Koordinasi dengan komunitas lokal dapat membantu
mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik dan mempercepat
proses tanggap darurat.

2. Komunikasi yang jelas dan terbuka: Komunikasi adalah kunci
dalam situasi darurat. Penting untuk menyediakan informasi
yang jelas dan terbuka kepada semua pihak terkait agar dapat
bekerja secara efektif.

o Membentuk saluran komunikasi: Saluran komunikasi yang
efektif harus didirikkan antara pemerintah, petugas
penanggulangan bencana, organisasi sukarela, dan
komunitas lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan
hotline darurat, media sosial, atau forum koordinasi.
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o Mendistribusikan informasi: Informasi terkini tentang situasi
darurat, lokasi tempat pengungsian, jalur evakuasi, dan
bantuan yang tersedia harus segera didistribusikan kepada
masyarakat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk
mengambil tindakan yang tepat dan memperoleh bantuan
yang mereka butuhkan.

o Menggunakan teknologi: Dalam era digital, teknologi seperti
aplikasi ponsel cerdas dan media sosial dapat dimanfaatkan
untuk memperkuat komunikasi dalam tanggap darurat
bencana. Teknologi dapat membantu menyebarkan
informasi secara cepat dan merata kepada banyak orang.

E. PROTEKSI DAN EVAKUASI TANGGAP DARURAT
BENCANA

Pada saat terjadinya bencana alam atau situasi darurat, penting
bagi kita untuk memahami betapa krusialnya perlunya proteksi dan
evakuasi yang tepat. Tindakan ini tidak hanya membantu kita untuk
bertahan hidup, tetapi juga meminimalkan risiko dan kerugian yang
mungkin terjadi. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi beberapa
langkah yang perlu diambil selama tanggap darurat untuk
melindungi diri sendiri dan mengamankan lingkungan sekitar.
1. Proteksi Diri dan Orang Lain
a. Mengidentifikasi Ancaman
Langkah awal dalam tanggap darurat adalah mengenali dan
mengidentifikasi ancaman yang dihadapi. Apakah itu
bencana alam seperti gempa bumi atau banijir, atau situasi
darurat seperti kebakaran atau serangan teroris, kita perlu
memahami sifat dan karakteristik dari setiap ancaman
tersebut. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat
keputusan yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk melindungi diri dan orang lain.
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b. Perencanaan Evakuasi
Sebelum terjadinya bencana atau situasi darurat, penting
untuk memiliki rencana evakuasi yang baik. Rekomendasi
umum termasuk menentukan titik pertemuan yang aman,
merancang rute evakuasi alternatif, dan menentukan
barang-barang penting yang harus dibawa. Memahami
struktur bangunan dan sinyal evakuasi, serta mengetahui
lokasi tempat perlindungan publik di sekitar kita juga sangat
penting.

c. Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan Proteksi
Saat terjadi bencana atau situasi darurat, ada beberapa
peralatan dan perlengkapan proteksi yang dapat digunakan
untuk menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Contoh
peralatan tersebut antara lain: masker anti-debu atau
masker gas, helm pelindung, rompi pelampung, dan alat
pemadam kebakaran portabel. Menggunakan peralatan ini
sesuai dengan instruksi yang diberikan akan membantu kita
untuk menghadapi ancaman dengan lebih siap.

2. Proteksi Lingkungan

a. Mencegah Kebakaran dan Kebocoran
Tanggap darurat tidak hanya berkaitan dengan melindungi
diri sendiri, tetapi juga melibatkan penjagaan lingkungan
sekitar kita. Sebagai respons terhadap bencana atau situasi
darurat, langkah-langkah pencegahan kebakaran dan
kebocoran perlu diambil. Pastikan sumber-sumber api dan
gas terkendali dengan mematikan aliran listrik dan
mengisolasi area berbahaya. Jika mungkin, gunakan alat
pemadam kebakaran dan tindakan pencegahan yang sesuai
seperti menutup dan memadamkan api dengan bahan yang
tepat.

b. Menjamin Akses Kebersihan dan Air Bersih
Perhatian juga perlu diberikan pada kebersihan dan air
bersih selama tanggap darurat. Bencana alam dapat
menyebabkan terganggunya pasokan air dan sanitasi yang
memadai. Dalam keadaan seperti ini, langkah-langkah
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sederhana seperti menyaring air, menggunakan tabung
sumur cadangan, dan menjaga kebersihan pribadi sangat
penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kehidupan
kita yang sehat.
c. Mengatur Pemulihan Lingkungan

Setelah bencana melanda, pemulihan lingkungan juga
menjadi bagian penting dalam tanggap darurat. Menata
kembali lingkungan sekitar untuk melindungi keberlanjutan
dan keamanan kita semua adalah prioritas yang tidak boleh
dilupakan. Ini mungkin melibatkan membersihkan puing-
puing, memulihkan aliran air, atau membangun kembali
bangunan yang rusak. Kolaborasi dengan pihak berwenang
dan organisasi bantuan juga harus dilakukan untuk
mencapai pemulihan lingkungan yang optimal.

F. RANGKUMAN

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian tindakan dan strategi
yang melibatkan individu, tim penyelamat, pemerintah, dan
organisasi terkait untuk mengurangi dampak negatif bencana,
melindungi jiwa manusia, dan harta benda. Persiapan sebelum
bencana adalah tahap penting yang mencakup identifikasi risiko,
perencanaan tindakan awal, dan pengaturan sumber daya yang
diperlukan. Koordinasi dan komunikasi yang efisien antara berbagai
pihak, seperti pemerintah, petugas penanggulangan bencana,
organisasi sukarela, dan komunitas lokal, sangat penting dalam
memaksimalkan efisiensi dan menghindari duplikasi upaya. Selain
itu, perlindungan dan evakuasi yang tepat juga menjadi kunci dalam
mengurangi risiko dan kerugian selama bencana terjadi.

G. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan “tanggap darurat bencana”?
a. Tanggap cepat terhadap bencana alam
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b.
C.
d.

Proses persiapan sebelum bencana terjadi
Pemulihan pasca-bencana
Upaya pengurangan risiko bencana

2. Mengapa penting memiliki rencana tanggap darurat bencana?

a.
b. Untuk menghindari bencana sepenuhnya

C.

d. Agar dapat menerima bantuan dari organisasi

Agar dapat merespon bencana dengan cepat dan efektif
Hanya untuk memenuhi persyaratan pemerintah

kemanusiaan

H. LATIHAN

Berikan gambaran langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah
dan lembaga kesehatan untuk melakukan persiapan tanggap
darurat bencana. Jelaskan pentingnya koordinasi dalam hal ini.
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KEGIATAN BELAJAR 11
PENANGANAN PASCA BENCANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep
dasar penanganan pasca bencana sedang mempelajari tentang
bagaimana mengelola dan memulihkan situasi setelah terjadi
bencana. Diharapkan mahasiswa memahami kompleksitas
penanganan bencana dan bersiap siaga untuk berkontribusi dalam
upaya memulihkan masyarakat setelah terjadinya bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan definisi penanganan pasca bencana
2.  Mampu menjelaskan tahap penanganan pasca bencana
3.  Mampu menjelaskan definisi rehabilitasi

4. Mampu menjelaskan kegiatan rehabilitasi

5. Mampu menjelaskan definisi rekonstruksi

6. Mampu menjelaskan tujuan rekonstruksi

7. Mampu menjelaskan kebijakan rekonstruksi

8. Mampu menjelaskan strategi rekonstruksi

9. Mampu menjelaskan sasaran rekonstruksi

10. Mampu menjelaskan rekonstruksi fisik
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PETA KONSEP PEMBELAJARAN

TAHAP PENANGANAN PASCA BENCANA

¢ ' l

Rehabilitasi Rekonstruksi
]
Definisi Kegiatan
Rehabilitasi Rehabilitasi
Definisi Definisi Definisi

Rekonstruksi | Rekonstruksi | Rekonstruksi

. v v

Definisi Definisi Definisi
Rekonstruksi | Rekonstruksi | Rekonstruksi

A. DEFINISI PENANGANAN PASCA BENCANA

Penanganan pasca bencana adalah serangkaian tindakan dan
strategi yang dilakukan setelah terjadi suatu bencana alam atau
insiden darurat dengan tujuan untuk memulihkan keadaan
masyarakat dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk
membantu korban, mempercepat pemulihan, dan membangun

kembali komunitas yang terdampak.
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B. TAHAP PENANGANAN PASCA BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca
bencana meliputi:

1. Rehabilitasi

2. Rekonstruksi

C. DEFINISI REHABILITASI

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.

D. KEGIATAN REHABILITASI

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana. Perbaikan lingkungan
daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan
lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial,
ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud
mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri,
kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

2. Perbaikan prasarana dan sarana umum. Perbaikan prasarana
dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana
dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi,
kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya
masyarakat. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum
mencakup: (a) perbaikan infrastuktur dan (b) fasilitas sosial dan
fasilitas umum.
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3. Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat. Pemberian
bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan
Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat
memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat
bencana untuk dapat dihuni kembali. Tujuan pemberian
bantuan perbaikan rumah Masyarakat dimaksudkan untuk
memperbaiki  kondisi rumah masyarakat agar dapat
mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumabh,
prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang
memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi
yang memadai sesuai dengan standar pembangunan
perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

4. Pemulihan sosial psikologis. Pemulihan sosial psikologis
ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak
bencana, memulihkan Kembali kehidupan sosial dan kondisi
psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum
bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak
bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya
pelayanan social psikologis berupa: (a) bantuan konseling dan
konsultasi; (b) pendampingan; (c) pelatihan; dan (d) kegiatan
psikososial

5. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk
membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam
rangka memulinkan kondisi kesehatan masyarakat melalui
pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan
pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak
bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: (a)
membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan
mengalami  luka; (b) menyediakan obat-obatan; (c)
menyediakan peralatan kesehatan; (d) menyediakan tenaga
medis dan paramedis; dan (e) memfungsikan kembali sistem
pelayanan kesehatan termasuk sistem rujukan.

6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. Rekonsiliasi ditujukan untuk
membantu masyarakat di daerah bencana dan rawan konflik
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sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan
ketegangan serta memulihkan kondisi social kehidupan
masyarakat. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik
sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya
mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan
karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung
rasa keadilan. Pemulihan sosial ekonomi budaya. Pemulihan
sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat
terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi
kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi
sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi,
dan budaya sebagaimana dimaksud dilakukan dengan
membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan
kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: (a)
layanan advokasi dan konseling; (b) bantuan stimulan aktivitas;
dan (c) pelatihan.

7. Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan keamanan
dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam
pemulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di
daerah terkena dampak bencana agar Kembali seperti kondisi
sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan keamanan dan
ketertiban dilakukan melalui upaya: (a) mengaktifkan kembali
fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
(b) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pengamanan dan ketertiban; dan (c) mengkoordinasi
instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan
ketertiban.

8. Pemulihan  fungsi  pemerintahan. Pemulihan  fungsi
pemerintahan  ditujukan untuk  memulihkan  fungsi
pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui
upaya: (a) mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-
tugas pemerintahan secepatnya; (b) penyelamatan dan
pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
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(c) konsolidasi para petugas pemerintahan; (d) pemulihan
fungsi-fungsi  dan peralatan pendukung tugas-tugas
pemerintahan; dan (e) pengaturan kembali tugas-tugas
pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

9. Pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemulihan fungsi
pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi
pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum
terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya : (a)
rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana
pelayanan publik; (b) mengaktifkan kembali fungsi pelayanan
publik pada instansi/lembaga terkait; dan (c) pengaturan
kembali fungsi pelayanan publik.

E. DEFINISI REKONSTRUKSI

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta
langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan
berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua
prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat
pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan
partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

F. TUJUAN REKONSTRUKSI

Tujuan penyelenggaraan rekonstruksi adalah membangun kembali
dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh
sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, beserta seluruh sistem
kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar
kondisinya pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik
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dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman
bencana.

G. KEBIJAKAN REKONSTRUKSI

Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan rekonstruksi ini adalah
sebagai berikut:

1.

Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Masyarakat.

Pemeritah berkewajiban untuk menyiapan program dan alokasi
anggaran untuk rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan
dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal.

Bantuan luar negeri, baik yang berasal dari pemerintah
(bilateral-multilateral) maupun non-pemerintah diperkenankan,
sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Membangun kembali dengan lebih baik dari sebelum kejadian
bencana, dengan memahami bahwa suatu peristiwa bencana
membawa hikmah untuk memberikan kesempatan dalam
rangka meningkatkan kehidupan masyarakat melalui penataan
prasarana, sarana dan sistim pelayanan masyarakat yang lebih
baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana.
Upaya-upaya pengurangan risiko bencana, meliputi usaha
pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan
menghadapi keadaan darurat bencana harus diintegrasikan ke
dalam keseluruhan proses rekonstruksi agar risiko bencana di
masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin.
Pelaksanaan rekonstruksi harus dapat mendorong
dikembangkannya atau direvisinya peraturan-perundangan
dan standar-standar keselamatan yang lebih baik dalam
berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat nasional maupun
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10.

H.

lokal, dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai
bahaya dan kerentanan setelah kejadian bencana.
Menempatkan isu-isu ekosistem/lingkungan hidup dan social
budaya secara proporsional dalam perencanaan rekonstruksi.
Melaksanakan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan
auditable serta memenuhi azas transparansi publik.
Penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan di bawah koordinasi
BNPB dan/atau BPBD (untuk tingkat daerah).

STRATEGI REKONSTRUKSI

Strategi dalam Penyelenggaraan Rekonstruksi ini adalah:

1.

Melibatkan partisipasi masyarakat sebesar mungkin, baik
masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara
umum, melalui proses memberdayakan masyarakat dalam
berbagai kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi dan dengan
menciptakan situasi kondusif bagi peran serta masyarakat yang
sebesar-besarnya dalam kegiatan rekonstruksi, melalui
mekanisme pelibatan yang sederhana.

Memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual
di lapangan, melalui program yang mengacu kepada kebijakan
pemerintah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya
Masyarakat.

Mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan
rekonstruksi, baik ketika perencanaan, pelaksanaan,
monitoring maupun penegakkan aturan-aturan yang ada, untuk
menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang
lebih baik terhadap bencana di masa yang akan datang, baik di
tingkatan pemerintahan, masyarakat, komunitas lokal maupun
individu.

Mengutamakan solusi jangka panjang daripada penyelesaian
masalah-masalah yang bersifat sementara.

Memberikan  perhatian khusus kepada usaha-usaha
berkelanjutan yang bersifat lokal.
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6. Menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi, dengan
penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang.

7. Mengutamakan usaha-usaha untuk memulihkan kondisi
ekonomi lokal dengan cepat sebagai bagian dari kegiatan
prioritas jangka pendek, melalui pelibatan sebanyak-
banyaknya berbagai pelaku ekonomi lokal dalam proses
rekonstruksi.

8. Mengintegrasikan teknologi maju dengan sumber daya local
yang sesuai.

9. Menggunakan rencana implementasi yang sederhana.

10. Memastikan tersedianya akses informasi mengenai semua
kegiatan rekonstruksi bagi semua pemangku kepentingan
dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin
akuntabilitas dan transparansi proses reonstruksi.

I. SASARAN REKONSTRUKSI

Sasaran yang ingin dicapai oleh pedoman ini adalah tercapainya
pemulihan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga segala
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik, hukum dan ketertiban dapat
ditegakkan kembali, dan peran masyarakat sipil dalam segala
aspek kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi dengan baik,
melalui pemenuhan semua kebutuhan masyarakat dalam berbagai
segi, mulai dari prasarana, sarana, sistem kelembagaan dan semua
layanan publik yang diperlukan untuk menjalankan roda kehidupan
dengan aman dan nyaman.

Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi adalah :

1. Tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

2. Tercapainya kehidupan masyarakat pasca-bencana yang lebih
baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana, yang
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mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan
situasi baru pasca-bencana.

J. REKONSTRUKSI FISIK

1. Cakupan

Yang dimaksud dengan rekonstruksi fisik adalah tindakan

untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali

secara permanen prasarana dan sarana permukiman,

pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan,

pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan

perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik

dan telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial (ibadah,

budaya dll.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke

kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum

bencana. Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi

tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan

prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

a. prasarana dan sarana;

b. sarana sosial masyarakat;

C. penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana.

2. Indikator Capaian

a. Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi
pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi
capaian/indikator masing-masing komponen/elemen
pelayanan publik, seperti yang diperlihatkan dalam contoh
pada Tabel 1.

b. Pelaksanaan rekonstruksi fisik dilakukan dibawah
koordinasi BNPB dengan bekerjasama dengan instansi-
instansi yang terkait.
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Tabel 11.1 Indikator Capaian Program Rekonstruksi Fisik

No | Komponen Elemen Indikator
1 Permukiman, Rumah Kondisi bangunan
perkantoran dan | ¢ Gedung berfungsi penuh
fasilitas umum Perkantoran dengan baik sehingga
e Gedung sekolah | proses kegiatan yang
e Rumah sakit terjadi didalamnya
e Tempat ibadah | dapat  berlangsung
e DIl dengan lancar,
nyaman dan aman
seperti semula atau
bahkan lebih baik.
2 Perhubungan Jalan Fasilitas perhubungan
e Jembatan berfungsi
e Terminal kembali secara penuh
e Pelabuhan seperti
e Bandar Udara semula secara lancar,
e Jaringan  jalan | Nyaman
kereta api dan dan aman  untuk
stasiunnya mendukung
kegiatan
perekonomian dan
sosial.
3 Air  bersih dan | Jaringan air bersih | ¢ Jaringan air bersih
sanitasi dan berfungsi  kembali

Sanitasi

pelayanan air bersih
untuk masyarakat,
perkantoran, industri
dan fasilitas umum

lainnya dapat
berjalan
sepenuhnya.

e Jaringan pelayanan
sanitasi dapat
berfungsi  dengan
baik untuk

meningkatkan
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No | Komponen Elemen Indikator
kesehatan
masyarakat dan
menjaga lingkungan
dari kerusakan
akibat pencemaran
limbah.

4 Listrik Jaringan listrik Jaringan listrik
berfungsi Kembali
sehingga pasokan
listrik bagi berbagai
jenis pemakai dapat
berjalan dengan baik
secara penuh dan
andal.

5 Telekomunikasi Jaringan Jaringan

telekomunikasi telekomunikasi

berfungsi penuh
melayani semua
kebutuhan
masyarakat dalam
jangka panjang dan
dapat berfungsi dalam
keadaan darurat
bencana di masa
depan.

6 Drainase Jaringan drainase | Jaringan drainase
permukiman dan permukiman dan
perkotaan perkotaan berfungsi

Kembali sehingga
tidak menimbulkan
genangan yang dapat
mengganggu aktivitas

7 Jaringan air e Jaringan air | e Jaringan air limbah

limbah dan limbah industry atau air kotor dapat

pengelolaan e Jaringan air | berfungsi  Kembali

sampah limbah sehingga tidak
permukiman menimbulkan
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No | Komponen Elemen Indikator

e TPS,TPA, sistim pencemaran badan
pengelolaan air

sampah padat e Sistem pengelolaan
sampah berjalan
penuh melayani
kebutuhan
masyarakat dalam
penanganan
sampah padat.

8 Irigasi Jaringan air irigasi | Jaringan air irigasi
dapat mengaliri
perkebunan dan
persawahan sehingga
salah satu sektor
perekonomian dapat
berjalan dengan
normal.

K. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas Penanganan pasca bencana adalah
serangkaian upaya untuk memulihkan dan membangun kembali
komunitas yang terkena dampak bencana alam atau insiden
lainnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap
pasca bencana meliputi 2 aspek yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah dua komponen
kunci dari upaya pemulihan setelah terjadinya bencana alam atau
insiden serius lainnya. Keduanya saling terkait tetapi memiliki fokus
yang berbeda. Fokus tahap rehabilitasi, perhatian utama diberikan
pada perbaikan dan pemulihan sementara. Ini meliputi pemulihan
layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan,
dan pendidikan. Fokus dari tahap rekonstruksi melibatkan
pembangunan kembali dengan mempertimbangkan faktor
keamanan dan mitigasi risiko bencana. Hal ini meliputi
pembangunan struktur yang tahan terhadap bencana masa depan.
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Rekonstruksi pasca bencana adalah tugas yang kompleks dan
memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga non-
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Prioritas utama adalah
memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak
mendapatkan dukungan dan sumber daya yang mereka perlukan
untuk memulihkan kehidupan mereka.

L. TES FORMATIF

1. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat
yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan
kondisi kesehatan masyarakat. Apa saja macam kegiatan
pelayanan kesehatan pasca bencana?

a. Menyediakan bantuan konseling

Mengadakan pelatihan kesehatan

Membantu perawatan lanjut korban bencana

Perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana

Meningkatkan  peran serta masyarakat kegiatan

pengamanan

2. Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan
fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi
bencana. Apa saja upaya yang dilakukan dalam memulihkan
fungsi pemerintahan?

a. Pengaturan Kembali fungsi pelayanan public

b. Mengkoordinasi instansi/lembaga yang berwenang dibidang
keamanan

c. Penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen
negara dan pemerintahan

d. Mengaktifkan Kembali fungsi Lembaga keamaan dan
ketertiban di daerah bencana

e. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana
pelayanan public

® oo o
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M. LATIHAN

Berikan simulasi kasus bencana nyata yang terjadi di Indonesia,
dan simulasi program rekonstruksi fisik dalam rangka
penanggulangan pasca bencana.
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KEGIATAN BELAJAR 12
PERAWATAN PADA KELOMPOK RENTAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep perawatan pada
kelompok rentan bencana. Diharapkan mahasiswa memiliki
wawasan dan pemahaman dalam mempelajari pemberian
perawatan pada kasus kebencanaan lebih lanjut terutama pada
kelompok-kelompok rentan bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan

mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menjelaskan definisi kelompok rentan bencana

2. Mampu menguraikan perawatan bencana yang diberikan pada
setiap kelompok rentan benca jenis kelompok rentan bencana

3. Mampu menjelaskan peran pemerintah dan lembaga terkait
dalam perawatan kelompok rentan bencana

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

KELOMPOK RENTAN BENCANA

Pengertian Kelompok
Rentan Bencana

Tantangan dan Proses Peran
Hambatan Evakuasi dan Pemerintah dan
Perawatan Penempatan Lembaga

Kesehatan
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A. PENGERTIAN KELOMPOK RENTAN BENCANA

Bencana merupakan kejadian yang memberikan dampak yang
besar bagi masyarat. Masyarakat menjadi korban terdampak
bencana dengan resiko kematian, luka fisik, hilangnya rasa aman,
kerusakan dan kehilangan harta benda. Salah satu kelompok yang
paling beresiko di dalam masyarakat dan perlu dikelola adalah
kelompok rentan.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang berisiko tinggi
karena mereka berada dalam kondisi dan situasi yang kurang
memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri untuk
menghadapi risiko atau ancaman bencana. Mereka juga berisiko
tinggi karena mereka akan merasakan dampak bencana yang lebih
besar daripada kelompok masyarakat lainnya.Kerentananan ini
dapat disebabkan berbagai faktor antara lain ketidakmampuan fisik
atau mental, kurangnya akses terhadapa sumber daya dan layanan
kondisi sosial. Petugas kesehatan vyang terlibat dalam
penangangan bencana perlu melakukan identifikasi adanya
kelompok-kelompok rentan bencana sebelum kejadian bencana,
termasuk melibatkan mereka dalam tahap kesiapsiagaan bencana
dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk
mengurangi dampak baik jangka pangjang maupun pendek yang
dialami oleh kelompok tersebut. Mengidentifikasi keberadaan
kelompok rentan dalam konteks penanggulangan bencana sangat
penting sebab mereka sering kali membutuhkan perhatian dan
dukungan khusus selama periode bencana terjadi.

Kelompok Rentan Bencana (KRB) tertuang dalam UU No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa
kelompok rentan terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu yang
sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang
lanjut usia (lansia). Dalam perundang undangan tersebut dijelaskan
bahwa kelompok masyarakat rentan bencana berhak mendapatkan
perlindungan sosial dan rasa aman. Perlindungan yang dapat
diberikan terhadap kelompok rentang sesuai perundangan
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dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan
berupa penyelamatan, evakuasi, pengataman, pelayanan
kesehatan dan psikososial.

B. PERAWATAN PADA KELOMPOK RENTAN BENCANA

1.

Anak-Anak

Pada kondisi bencana anak-anak sering menjadi korban pada
semua jenis bencana. Sekitar 70% dari total kematian akibat
bencana dialami oleh anak-anak. Anak-anak sering menjadi
korban terbesar dalam setiap kejadia karena
ketidakmampuannya melindungi diri, keterbatasan fisik, kondisi
psikososial dan kurangnya kemampuan untuk melindungi diri
dari bahaya dan posisi yang berapa diluar jangkauan
pengawasan orang tuanya. Faktor daya tahan tubuh juga
menjadi rentan saat berhadapan dengan dampak kerusakan
akibat bencana yang terjadi. Anak-anak juga dapat menjadi
ketakutan atau trauma psikologis atas kejadian yang
dialaminya, beresiko terpisah dari keluarganya tanpa identitas
yang jelas, dan berpotensi menjadi korban kekerasan dan
kejahatan saat kehilangan orang tua/walinya.

Memperhatikan kondisi tersebut petugas kesehatan bencana
diharapkan lebih tanggap dalam mengidentifikasi masalah-
masalah kesehatan yang dapat dialami anak-anak korban
bencana dengan merancang intervensi-intervensi dengan
tujuan menurunkan resiko yang dapat terjadi. Beberapa
kegiatan yang dapat dilakukan dengan tujuan melindungi dan
merawat anak-anak tersebut antara lain :
» Mengidentifikasi kelompok rentan usia anak, seperti anak
yang tinggal di daerah rawan bencana atau anak-anak
dengan kebutuhan khusus
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= Siapkan latihan dan pendidikan kesiapsiagaan bencana di
sekolah dengan tujuan mengajarkan tindakan yang harus
diambil saat situasi darurat

» Mendirikan posko darurat khusus untuk anak di daerah
rawan bencana denngan dilengkapi tempat tidur anak,
mainan dan perawat yang berpengalaman dalam perawatan
anak

= Upayakan saat evakuasi, transportasi, sheltering dan
pemberian pelayanan fasilitas kesehatan hindari pemisahan
dari orang tua/wali

= Berikan pelayanan kesehatan yang khusus untuk anak

= Susun rencana pemulihan yang berfokus pada pemulihan
fisik dan emosianal anak-anak untuk menurunkan memori
yang negative

2. lbu Hamil dan Menyusui

Wanita khususnya ibu hamil membutuhkan perhatian khusus

selama bencana hal ini berhubungan dengan keterbatasan fisik

yang dialami sehingga akan kesulitan dalam penyelamatan diri.

Selain itu stres psikologis akibat bencana dapat berdampak

negative pada kesejahteraan ibu hamil dan menyusui. Wanita

hamil juga rentan mengalami ancaman keguguran atau
kelahiran prematur.

Merawatan bagi kelompok ini selama bencana adalah prioritas
yang penting. Berikut adalah langkah perawatan yang harus
diperhatikan:

» |dentifikasi ibu hamil dan menyusui di dalam kelompok
rentan bencana, hal ini meliputi pemantauan selama
bencana

= Pastikan akses yang cepat dan mudah untuk memperoleh
perawatan medis yang sesuai, termasuk kecukupan nutrisi
dan air bersih

= Menyediakan dukungan psikologis yang mungkin
mengalami stress selama bencana
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= Persiapkan fasilitas dan tenaga medis untuk penanganan
persalinan darurat jika diperlukan

= Buat rencana untuk dirumah yang disosialisasikan kepada
seluruh anggota keluarga sehingga keluarga memberikan
dukungan saat bencana terjadi

3. Orang lanjut usia (Lansia)

Kelompok lanjut usia (lansia) memiliki resiko kesehatan yang

lebih tinggi dibandingkan kelompok rentan lainnya saat terjadi

bencana, seperti : kelemahan fisik, menderita penyakit kronik,

mobilitas yang terbatas dan kondisi sosialekonomi yang

mempengaruhi kesejahteraan mereka sehingga mereka

memerlukan lebih banyak bantuan. Setelah kejadian bencana,

lansia rentan mengalami penurunan kesehatan akibat

perubahan nutrisi, perubahan suhu, rentan terhadap infeksi di

pengungsian, keterbatasan pelayanan kesehatan yang

diperlukan serta kondisi stress emosional. Untuk memberikan

perawatan yang tepat bagi kelompok lansia selama bencana

memerlukan perencanaan khusus yang mempertimbangkan

kebutuhan mereka. Berikut beberapa langkah yang dapat

diberikan :

» |dentifikasi orang lanisa dalam komunitas yang memerlukan
perhatian khusus

= Menentukan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses
oleh lansia meskipun dengan mobilitas yang terbatas
termasuk dengan bantuan alat bantu

= Memastikan ketersediaan obat, nutrisi yang adekuat dan
peralatan medis penting selama bencana

= Pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyakit
tambahan yang dapat muncul sebagai akibat dari
penurunan daya tahan tubuh

= Melibatkan keluarga dan masyarakat setempat dalam
perencanaan dan perawatan lansia selama bencana

» Menyediakan dukungan psikososial pada lansia untuk
mengatasi stress dan kecemasan selama bencana
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4. Penyandang Cacat atau Disabilitas

Kelompok penyangdang cacat atau disabilitas memiliki resiko

kesehatan yang lebih tinggi selama bencana dibandingkan

populasi lain selama bencana namun mereka seringkali tidak

dilibatkan pada semua level kesiapsiagaan, mitigasi dan

intervensi penanganan bencana. Beberapa masalah yang

dihadapi kelompok disabilitas disebabkan : mobilitas yang

terbatas karena ketergantungan alat bantu dan alat perawatan

medis, gangguan komunikasi serta tidak ada dukungan yang

cukup dari komunitas sekitar selama bencana. Berkaitan

dengan kondisi tersebut, diperlukan perencanaan yang sesuai.

Beberapa hal yang dapat dilakukan meliputi :

= Perencanaan yang inklusif meliputi perencanaan oleh
pemerintah, lembaga kesehatan dan organisasi bencana
untuk memastikan persiapan bencana mencakup keutuhan
khusus disabilitas

= Memastikan rute evakuasi dan temapt penampungan dapat
diakses disabilitas dengan alat bantu

= Berikan edukasi pelatihan pada petugas dan masyarakat
umum tentang membantu disabilitas selama bencana

= Menyediakan layanan medis dan obat-obatan serta alat
bantu yang diperlukan

= Menyiapkan dukungan psikososial dan konseling bagi
disabilitas yang mungkin mengalami stress atau kecemasan
selama bencana

= Pasca bencana difokuskan pada pemulihan dan rehabilitasi
bagi disabilitas agar mereka mampu kembali mandiri secara
fisik maupun mental

Keselamatan kelompok rentan disabilitas merupakan tanggung
jawab bersama sehingga diperlukan upaya kolabiratif menjadi
sangat penting untuk mencegah dan mengatasi permasalah
yang akan dihadapi selama situasi bencana.
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C. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PERAWATAN
KELOMPOK RENTAN

Dalam memberikan perawatan pada kelompok rentang seringkali
perawat akan dihadapakan dengan sejumlah tantangan dan
hambatan yang kompleks. Beberapa tantangan dan hambatan
dalam perawatan tersebut meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan material. Terbatasnya
ketersediaan tenaga medis, obat-obatan dan fasilitas
kesehatan dapat membuat perawatan yang seharusnya segera
diberikan pada kelompok rentan selama bencana menjadi lebih
sulit.

2. Masalah transportasi dan aksesibilitas menuju perawatan
kesehatan. Permasalahn yang sering muncul berhubungan
dengan faktor keterbatasan mobilitas dan jarak yang jauh

3. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Tidak tersedia
atau tidak meratanya fasilitas kesehatan menjadi tantangan
tersendiri dalam upaya pemenuhan perawatan bagi kelompok
rentan bencana yang mengakibatkan mereka tidak
mendapatkan perawatan yang maksimal

4. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan yang dimiliki tenaga
medis untuk merawat kelompok rentan cukup menjadi
penghambat dalam upaya pemenuhan perawatan bagi
kelompok rentan bencana, sehingga perawatan yang
diperlukan tidak maksimal

D. PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA KESEHATAN
UNTUK KELOMPOK RENTAN BENCANA

Pemerintah memiliki peran dalam mempersiapkan masyarakat
khususnya kelompok rentan bencana dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Kelompok rentan
bencana perlu mendapatkan dukungan baik dari pemerintah
maupun tenaga kesehatan professional dalam mengembangkan
strategi dan kesiapan menghadaapi bencana. Beberapa strategi
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yang dapat dilakukan ketika membantu kelompok rentan antara lain
a) memberikan konseling, informasi dan edukasi dalam
kesiapsiagaan bencana yang akan terjadi, b) mempersiapkan
mitigasi hingga proses rehabilitasi bencana, c) memastikan respon
cepat yang ada di masyarakat berfungsi dan dapat diakses, d)
memastikan kebutuhan dasar kelompok rentan terpenuhi. Ada
beberapa penjelasan khusus yang diperlukan tiap kelompok rentan,
antara lain :
1. Anak
Dampak bencana harus diperhatikan terutama terkait
kesejahteraan anak, sebab dampaknya dapat tetap muncul
selama beberapa tahun setelah kejadian. Bencana yang terjadi
terbukti mempengaruhi kesejahteraan anak sehingga hal ini
perku menjadi prioritas mengingat anak berada dalam fase
tumbuh kembang. Pemerintah memikili peran dalam menjaga
kestabilan kondisi psikologi pada anak pasca bencana,
diantaranya melakukan skring berita di media massa dalam
rangka mencegah berita yang belum tentu kebenarannya,
skrining kondisi psikologis anak dan konseling secara berkala
bagi keluarga dan anak yang mengalami depresi serta
menjamin pelaksanaan pendidikan yang layak paska bencana.
2. lbu hamil
Ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan yang membutuhkan
perhatian khusus. Desain manajemen bencana bagi kelompok
ini meliputi : perawatan antenatal, intranatal dan postnatal.
Sebelum bencana terjadi, baik pemerintah local maupun
nasional harus mempersiakan rumah sakit rujukan yang dapat
menampung pasien maternal dan memiliki sumberdaya yang
kompeten. Ketika bencana terjadi, keberadaan pasien segera
diidentifikasi. Selanjutnya untuk pengkajian yang akurat
diperlukan pengkajian menggunakan OB TRAIN (Obstetric
Triage by Resource Allocation for Inpatient) yaitu triage yang
khusus digunakan untuk pasien antepartum dan post partum.
Setelah bencana, kemungkinan ibu hamil mengalami depresi
dan stress, untuk menangani ini pemerintah dan lembaga
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kesehatan perlu memastikan tersedianya pelayanan kesehatan
psikologis untuk mereka agar segera memulihkan kondisinya
agar kesehatan janin optimal.

Lansia

Kelompok lansia dianggap sebagai salah satu kelompok paling
rentang di masyarakat dan sangat beresiko selama bencana.
Lansia memiliki resiko mengalami gangguan psiatri pasca
bencana. Untuk meminimalisir hal tersebut, penting bagi
pelayana kesehatan untuk memaksimalkan layanan psikiatri
terhadap kelompok lansia dalam pencegahan dan menurunkan
tanda gejala Post Traumatic Syndrome Disaster (PTSD) yang
dialami. Pemerintah perlu lebih memahami resiko bencana
pada lansia, sehingga mampu memprioritaskan mereka
dengan beberapa strategi misalnya penilaian kondisi
lingkungan, kebijakan perawatan kesehatan, dan ditribusi
geografis). Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah dalam
peningkatan kesiapsiagaan bencana lansia adalah dengan
mengoptimalkan kapasitas fungsional, kapabilitas dan
identifikasi kemampuan aktivitas lansia sehari-hari.

PROSES EVAKUASI DAN PENEMPATAN KELOMPOK
RENTAN BENCANA

Proses evakuasi dan penempatan kelompok rentan bencana
merupakan serangkaian langkag yang dilakukan pemerintah dan
lembaga terkait untuk memastikan keselamatan kelompok yang
lebih rentan terdampak resiko bencana lebih besar. Langkah umum
yang dilakukan meliputi :

3.

Pemahaman Resiko dan Perencanaan evakuasi

Langkah pertama adalah pemahaman tentang resiko bencana
di wilayah tersebut selanjutnya pemerintah dan oragnisasi
terkait harus mengembangkan rencana evakuasi untuk
kelompok rentan mencakup lokasi evakuasi, rute evakuasi
yang aman dan sumberdaya yang dibutuhkan selama
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evakuasi. Dalam hal ini juga perku diperhatikan lokasi
evakuasi. Tentukan lokasi evakuasi yang aman dan sesuai
kebutuhan kelompok rentan meliputi : pusat evakuasi,
pengungsian sementara dan fasilitas lain yang memadai.

4. Pelayanan yang disediakan di lokasi evakuasi
Pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan dasar berupa
makanan, air bersih, tempat tidur dan fasilitas lain untuk
keperluan sehari-hari. Pelayanan lain yang perlu disediakan
adalah lauanan kesehatan bagi mereka yang memiliki kondisi
medis tertentu, termasuk obat-obatan, alat kesehatan dan
dukungan psikososial. Selain dua hal tersebut layanan
transportasi juga diperlukan untuk mengangkut kelompok
rentam ke lokasi evakuasi sesuasi kebutuhan.

5. Perlindungan dan pemantauan selama evakuasi
Memastikan kemaanan dan perlindungan kelompok rentan
selama bencana. Dalam hal ini diperlukan pemantauan secara
konsisten untuk mengevaluasi efektifitas rencana dan
kemungkina adanya kebutuhan tambahan di lokasi evakuasi.

F. RANGKUMAN

Bencana merupakan kejadian yang memberikan dampak besar
bagi masyarakat. Salah satu kelompok rentan yang beresiko tinggi
mengalami dampak dikenal dengan sitilah kelompok rentan
bencana yang meliputi : bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang
mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut
usia (lansia). Petugas kesehatan yang terlibat dalam penangangan
bencana perlu melakukan identifikasi kelompok-kelompok rentan
sebelum kejadian bencana, termasuk melibatkan mereka dalam
tahap kesiapsiagaan bencana dan mengurangi sumber daya yang
diperlukan untuk mengurangi dampak baik jangka pangjang
maupun pendek yang dialami oleh kelompok tersebut.
Perlindungan yang dapat diberikan terhadap kelompok rentan
sesuai perundangan dilakukan dengan memberikan prioritas
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kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi,
pengamanan.

G. TES FORMATIF

1. Menurut UU No UU No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa kelompok
rentan terdiri atas...

a. Anak, Ibu hamil dan menyusui, penyandang cacat dan
lansia

b. Perempuan dan anak-anak

c. Individu dengan penyakit kronik

d. Seluruh korban bencana

2. Mengapa perlu memasukkan kelompok rentan bencana dalam

perencanaan evakuasi bencana?

a. Karena kelompok rentan tidak perlu dievakuasi

b. Karena kelompok rentan memiliki kenutuhan khusus dan
tinggi terdampak resiko bencana

c. Karena kelompok rentan mampu menyelamatkan diri
sendiri

d. Karena kelompok rentan mampu bertahan terhadap
dampak negative bencana

H. LATIHAN

Berikan gambaran langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah
dan lembaga kesehatan untuk memastikan kelompok rentan
bencana memperoleh perawatan yang tepat selama bencana.
Jelaskan pentingnya koordinasi dalam hal ini
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KEGIATAN BELAJAR 13
PERAWATAN PSIKOSOSIAL KORBAN DAN KELUARGA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep perawatan
psikososial pada korban dan keluarga akibat bencana. Diharapkan
mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk
memberikan perawatan psikososial pada korban, keluarga dan
komunitas bencana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan

mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan definisi perawatan psikososial.

2. Mampu menjelaskan dampak bencana pada korban dan

keluarga.

Mampu menjelaskan respon terhadap dampak bencana.

4. Mampu merencanakan dan melakukan kegiatan perawatan
penanganan psikososial pada korban, keluarga dan komunitas
yang terkena bencana.

w

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Perawatan Psikososial Korban

dan Keluarga akibat Bencana
Definisi Perawatan Dampak Bencana Pada _, Responkterhadap
Psikososial Korban Dan Keluarga Dumpak Bencana

I_. Penanganan J

Dukungan Psikososial
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A. DEFINISI PERAWATAN PSIKOSOSIAL

Psikososial memiliki pengertian hubungan yang dinamis dan saling
memengaruhi antara aspek psikologis seseorang dengan aspek
sosial di sekitarnya. Kondisi psikologis seseorang sangat
dipengaruhi oleh kondisi sosialnya karena individu selalu berada
dalam konteks sosial, dan sebaliknya. Dukungan psikososial
menggunakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman
adanya hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial
seseorang, dimana kedua aspek tersebut saling terkait dan
memengaruhi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana
sebagai peristiwva yang mengancam kehidupan masyarakat,
disebabkan oleh faktor alam atau nonalam (faktor manusia) yang
mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana juga
diartikan sebagai gangguan serius pada komunitas atau
masyarakat luas yang menyebabkan kerusakan materi, ekonomi,
lingkungan dan tidak dapat dicegah oleh masyarakat Korban
bencana alam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat
kompleks, baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Pada situasi bencana seseorang dapat melanjutkan hidupnya untuk
dapat kembali normal untuk kelangsungan hidup bersama keluarga
dan komunitasnya. Mereka membutuhkan dukungan dari keluarga
dan komunitas dalam membantu mengatasi permasalahan
bersama-sama, yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan
keamanan. Begitu juga dengan lingkungan sosial juga tergantung
dengan kondisi orang-orang yang ada di lingkungannya.

Perawatan psikososial adalah kegiatan merawat yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu, keluarga,
maupun masyarakat agar tetap berfungsi optimal pada saat
mengalami krisis situasi bencana maupun kecelakaan. Perawatan
psikososial bertujuan untuk memberikan perawatan secara
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langsung pada kebutuhan psikososial seseorang yang mengalami
dampak dari suatu kejadian. Perawatan ini dibutuhkan untuk
seseorang yang mengalami kejadian seperti bencana atau krisis.

B. DAMPAK BENCANA PADA INDIVIDU DAN KELUARGA

Tahapan perkembangan manusia tidak terlepas dari sistem-
sistem yang saling menunjang di sekitarnya. Ketika bencana
terjadi, sistem-sistem yang ada di dalam kehidupan
mengalami gangguan, bahkan kehancuran. Bencana
membawa efek negatif luar biasa pada seluruh aspek kehidupan
manusia. Temuan berbagai penelitian menunjukkan adanya
peningkatan yang sangat signifikan pada berbagai problem
kesehatan fisik dan psikologis penyintas bencana jangka panjang.
Itu bisa berupa penurunan kemampuan individu dalam melakukan
penyesuaian diri karena berkaitan dengan perubahan kehidupan
personal, interpersonal, sosial, dan ekonomi pasca bencana.

Kondisi psikososial penyintas bencana mayoritas mengalami
trauma ringan. Mayoritas yang mengalami gangguan psikososial
adalah perempuan dan berada dalam kategori lansia akhir.
Perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena
gangguang psikososial pasca bencana dibandingkan dengan laki-
laki. Di komunitas yang masih memegang budaya adat, posisi
perempuan cenderung tergantung pada keluarga dan lingkungan
daripada laki-laki. Ketergantungan inilah yang membuat perempuan
menjadi lebih rentan mengalami gangguan psikososial daripada
laki-laki dan semakin tua usia korban semakin rentan mengalami
masalah psikososial karena adanya perubahan fungsi tubuh, baik
fisik maupun psikologis. Perubahan yang terjadi ini dapat membuat
lansia mudah terkena cedera fisik saat terjadi bencana, dimana
cedera fisik tersebut menjadi menghambat kemampuan lansia
untuk pulih dari trauma emosional serta kehilangan anggota
keluarga, kehilangan pasangan, menderita penyakit kronis, tingkat
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pendidikan yang rendah, dan relokasi dari pemukiman asal dan
pada akhirnya memicu munculnya gangguan psikososial.

Sedangkan masalah mendasar saat bencana terjadi adalah
persoalan fisik, seperti gangguan pemenuhan kebutuhan makan,
minum, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini terjadi
biasanya dikarenakan tidak tersedia atau terbatasnya fasilitas
umum, sosial dan sanitasi lingkungan yang buruk sehingga
menimbulkan ketidaknyamanan bahkan dapat menjadi sumber
penyakit. Dampak bencana ini dapat terjadi baik pada anak maupun
orang dewasa dampak dan bentuk bencana bervariasi dari jangka
pendek sampai jangka panjang.

Dampak bencana sangat terasa pada sebagian orang akibat
kehilangan keluarga dan sahabat, kehilangan tempat tinggal, dan
harta benda, kehilangan akan makna kehidupan yang dimiliki,
perpindahan tempat hidup serta perasaan ketidakpastian karena
kehilangan orientasi masa depan, serta keamanan personal.

Menurut proyeksi gangguan mental pada populasi yang terdampak
bencana yang dilakukan oleh WHO (World Health Organization)
pada tahun 2012 menyatakan bahwa 76-82 persen reaksi yang
dialami oleh para penyintas bencana alam masih tergolong reaksi
stress yang normal. Sedangkan terdapat sekitar 3-4 persen dari
populasi penyintas bencana yang menunjukkan reaksi gangguan
psikologis berat setelah bencana terjadi. Reaksi gangguan
psikologis ini dapat berupa PTSD (Post Traumatic Stress
Disorder)/Gangguan Stres Pasca Trauma, depresi, pikiran bunuh
diri dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dampak emosional jangka pendek yang masih dapat dilihat dengan
jelas meliputi rasa takut dan cemas yang akut, rasa sedih dan
bersalah yang kronis, serta munculnya perasaan hampa. Sebagian
orang perasaan-perasaan ini akan pulih seiring berjalannya waktu,
namun sebagian lainnya dapat berdampak pada emosional
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bencana yang berlangsung lebih lama berupa trauma dan masalah
penyesuaian pada kehidupan personal, interpersonal, sosial, dan
ekonomi pasca bencana.

Gejala-gejala gangguan emosi yang terjadi merupakan sumber
distress dan dapat memengaruhi kemampuan penyintas bencana
untuk menata kembali kehidupannya. Gejala-gejala tersebut
apabila tidak segera direspons, maka akan menyebabkan
penyintas, keluarga, dan masyarakat tidak dapat berfungsi dalam
kehidupan dengan baik.

DAMPAK PSIKOLOGIS \‘
KORBAN BENCANA
“h
DAMPAK BENCANA ALAM TIDAK HANYA MENIMPA FISIK,
TAP! ASPEK PSIKOLOGIS-SOSIAL KORBAN JUGA HARUS

MENDAPAT PERHATIAN PENTING DALAM PENANGGULANGAN “
BENCANA SECARA KESELURUHAN

KECEMASAN, PENGGUNAAN
OBAT-OBATAN, DEPRESI

v
"f#l' '\ -

tnagas Eperpimdonan §
nggal & perpindahan
— gtmpot hidup 3

Kehilangan
keluarga dan
sahabat

Kehilangan |8
Makna Kehidupan I

I S
.’ %
: .
Meraso tidak aman
 secara personal

Gambar 13.1 Dampak Psikologis Korban Bencana
Sumber: Website IndonesiaBaik.id

Korban bencana yang mengalami masalah psikososial
menunjukkan gejala seperti ansietas, dukacita, ketidakberdayaan
dan keputusasaan. Apabila masalah psikososial ini tidak teratasi
maka menyebabkan dampak lanjut yaitu post traumatic stress
disorder (PTSD). Bencana juga berdampak pada kondisi spiritual
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korban bencana. Hal ini disebabkan oleh kejadian bencana yang
terjadi secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerugian yang besar
bagi korban. Banyak individu yang bergantung pada keyakinan dan
praktik keagamaan untuk menghilangkan stres ketika terjadi
bencana agar dapat mempertahankan harapan, makna dan tujuan
hidup. Kegiatan keagamaan dapat membantu pertumbuhan
psikologis yang lebih baik.

Reaksi fisik dan psikologis yang umum terjadi pasca bencana:

1. Masalah dalam pola makan

2. Jantung berdebar-debar pada periode tertentu.

3. Keringat dingin.

4. Sakit kepala ketika berpikir mengenai bencana yang telah
terjadi.

5. Enggan melakukan aktifitas rutin seperti memasak,
berolahraga atau membersihkan diri.

6. Sulit tidur atau gangguan dalam pola tidur.

7. Mengalami mimpi buruk.

8. Mengalami flashback/tiba-tiba terbayang peristiwa bencana
yang telah terjadi.

9. Sulit untuk berkonsentrasi

10. Berespon cepat (lari/berteriak/bersembunyi) ketika mendengar
suara yang keras atau merasakan getaran.

11. Merasa tidak peduli dengan kehadiran orang lain.

12. Mengalami gangguan tidur.

13. Menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi.

14. Mudah marah.

15. Mudah merasa terganggu.

16. Memandang negatif segala sesuatu yang ada di lingkungan
sekitar.
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C. RESPON TERHADAP DAMPAK BENCANA

Ketika menghadapi situasi yang berbahaya, setiap individu akan
mengeluarkan reaksi naluriah berupa tindakan fight (menghadapi),
flight (menghindari) atau freeze (terdiam). Berbagai reaksi ini
merupakan respon yang normal sebagai upaya individu untuk
menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancamnya. Reaksi-
reaksi ini pun seringkali masih tampak setelah bahaya yang
dihadapi sudah berlalu. Hal ini disebabkan karena secara alam
bawah sadar kondisi fisik maupun psikologis masih berusaha
beradaptasi dan mencerna pengalaman yang terjadi.

Setelah melewati bencana, para penyintas bencana akan segera
berespon ketika mengalami kejadian yang dipersepsikan seperti
dengan episode yang terjadi saat bencana. Misalnya seorang
penyintas bencana gempa akan berlari keluar dari bangunan ketika
mendengar suara benda jatuh. Begitu juga tindakan-tindakan
antisipatif masih wajar dilakukan pada beberapa saat setelah
bencana terjadi, misalnya para penyintas yang memilih untuk tidur
di luar rumah setelah mengalami gempa yang besar sebagai upaya
waspada agar terhindar dari dampak bencana. Begitu juga pada
anak-anak banyak yang tampak sulit melepaskan diri dari orangtua
mereka (minta ditemani kemana saja mereka pergi, takut berjauhan
dari orangtua, orangtua harus ada dalam jarak pandang mereka).
Kehilangan anggota keluarga reaksi dapat berupa kemarahan atau
agresiftas, kesedihan yang mendalam, kehilangan minat untuk
makan dan minum, kehilangan minat untuk mengikuti aktifitas yang
ditawarkan dan lain-lainnya.

Reaksi-reaksi psikologis yang perlu diwaspadai dan dapat

berkembang menjadi gangguan psikologis yang berat apabila:

1. Reaksi-reaksi yang ditunjukkan bertahan selama lebih dari 6
minggu setelah bencana terjadi.

2. Muncul pemikiran atau tindakan untuk bunuh diri, hal ini
mungkin terjadi karena regulasi emosi yang belum teratur
setelah kehilangan anggota keluarga. Penyintas merasa
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sendirian atau kehilangan figur yang ia cintai sehingga terpikir
untuk mengakhiri hidupnya.

Terdapat tindakan penggunaan obat-obatan terlarang. Hal ini
mungkin terjadi sebagai bentuk pelarian karena tekanan
psikologis yang dialami.

Terdapat kondisi medis yang mengganggu (sakit gastritis
karena pola makan tidak teratur, dan sebagainya).

PENANGANAN  DUKUNGAN  PSIKOSOSIAL  PADA
KORBAN BENCANA

Tujuan pemberian dukungan psikososial bagi korban bencana
sebagai berikut:

1.

Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan psikososial
korban.

Mencegah, mengurangi resiko, dan menangani masalah atau
gangguan kesehatan mental akibat bencana dan keluarga.
Memberikan layanan lanjutan yang dibutuhkan korban (lintas
sektor).

Meningkatkan resiliensi (ketangguhan) agar dapat menghadapi
situasi saat ini ketika bencana terjadi dan masa depan.
Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit
meski telah menghadapi berbagai permasalahan ataupun
situasi yang tidak menyenangkan.

Dukungan psikososial yang diberikan seawal mungkin dapat
mempercepat pemulihan dan dapat menurunkan resiko korban
bencana mengalami permasalahan yang lebih berat di masa yang
akan datang. Dua jenis dukungan psikososial yang dapat diberikan
dalam situasi bencana, yaitu kegiatan sosial dan kegiatan yang
bersifat bantuan psikologis yang berdampak langsung pada aspek
psikologis penyintas.

BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA 153



Tabel 13.1 Jenis Dukungan Psikososial

Kegiatan-kegiatan Sosial

Kegiatan yang bersifat
Bantuan Psikologis

Beragam bentuk kegiatan:
pemberian informasi yang
akurat (yang berkaitan
dengan bencana, bantuan,
dampak bencana bagi
psikologis seseorang dan
cara untuk mengatasinya),
kegiatan keagamaan,
kegiatan rekresional dan
edukasi bagi anak,
mempertemukan kembali
keluarga yang terpisah,
ritual penguburan.
Petugas kesehatan atau
lintas sektor lainnya
bertugas untuk
mengadvokasi dan
mendorong adanya
kegiatan psikososial pada
komunitas yang terkena
dampak bencana.

Bersifat memampukan
komunitas dan mendukung
proses pemulihan bagi
penyintas bencana.

Beragam bentuk kegiatan:
Dukungan Psikologis Awal
(DPA), melakukan
pemeriksaan awal
mengenai orang-orang
yang membutuhkan
bantuan yang lebih lanjut,
konseling, kelompok
dukungan yang terdiri dari
penyintas dan difasilitasi
oleh petugas kesehatan
yang terlatih, kegiatan
psikososial terstruktur
untuk para penyintas.
Penanganan kasus
kekerasan pada anak.
Hanya dapat dilakukan
oleh orang-orang yang
sudah terlatih saja,
misalnya petugas
kesehatan atau
pendamping sosial atau
fasilitator
komunitas/relawan terlatih.
Berkontribusi dalam
pemulihan kesehatan
mental penyintas.

Sumber:

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia (2018)

Penanganan dampak psikologis bencana masih lemah, seperti
pemahaman penyelamatan dengan prinsip dasar dukungan
psikososial dan penghentian dukungan sosial. Manajemen
kebencanaan harus ditingkatkan dengan adanya peningkatan
dukungan psikososial, peningkatan pendidikan dan memiliki
program penanganan dampak psikologis bencana.
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Resiliensi adalah kemampuan individu ataupun komunitas untuk
mengambil tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan
mereka dalam mengatasi situasi yang sulit dan penuh tekanan
dengan cara yang efektif. Kemampuan ini tidak bersifat statis
melainkan sebuah proses untuk bangkit kembali yang selalu dapat
dikembangkan dan dikuatkan sepanjang waktu. Dimana,
kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan individu/komunitas
untuk dapat mengurangi faktor resiko yang dapat terjadi pada diri
sendiri dan keluarga, untuk membangun dan mempertahankan
kepercayaan diri, serta untuk merawat dan menyemangati diri dan
orang lain dalam lingkungannya. Di tingkat komunitas, resiliensi ini
berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk bersama-sama
meminimalkan dampak buruk dan kekacauan yang terjadi di
masyarakat akibat bencana.

Dua hal yang mendasari kemampuan tersebut, yaitu: adanya
kapasitas individu/komunitas itu sendiri dan pelibatan aktif baik
pada tingkat individu dan tingkat komunitas. Di tingkat individu,
pemahaman ini melihat individu sebagai seseorang yang walaupun
mengalami berbagai tekanan dan kedukaan yang memiliki
kapasitas untuk menjadi manusia yang aktif dalam pemulihan
komunitas. Tingkat komunitas, melihat bahwa setiap komunitas
memiliki kekuatan dan sumber daya untuk dapat menolong diri
mereka sendiri dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, cara
pandang pendekatan resiliensi ini dapat memfasilitasi munculnya
rasa kepemilikan dan komitmen bersama untuk komunitas,
sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai sebuah
komunitas untuk menghadapi situasi sulit secara efektif dan
mengurangi ketergantungan pada pihak diluar komunitas. Bentuk-
bentuk dukungan psikososial terdiri atas PFA (Psychological First
Aid), terapi ekspresif, dan konseling.

Dukungan Psikologis Awal (DPA) adalah sebuah metode untuk
membantu seseorang dalam kondisi distres agar mereka merasa
tenang dan didukung, guna mengatasi tantangan atau
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permasalahan mereka dengan lebih baik.
Prinsip dasar PFA meliputi Look (melihat apa yang dibutuhkan
individu tersebut), Listen (mendengarkan keluhan individu tersebut
tanpa menekan) dan Link (memberikan rasa nyaman, menjalin
koneksi, melindungi individu tersebut dari situasi krisis dan
menanamkan harapan tapi tidak menjanjikan). PFA diberikan ketika
penolong pertama kali melakukan kontak dengan penyintas yang
baru saja mengalami peristiwa traumatis. Adapun waktu
pemberiannya beragam; beberapa memilih untuk langsung
menolong, namun PFA juga bisa diberikan beberapa hari atau
minggu setelah krisis berlangsung. Contoh kegiatannya seperti
Relaksasi Otot Progresif, Latihan Olah Nafas, Eksplorasi
Kebutuhan.

Teknik expressive therapy ini dapat membantu Kklien
mengungkapkan perasaan atau permasalahan yang dihadapi klien,
baik itu secara verbal maupun non-verbal. Teknik expressive
therapy merupakan suatu bentuk terapi yang digunakan dalam
psikoterapi dan konseling, bertujuan menyalurkan sebuah emosi
dan pemikiran individu, mereduksi stres dan konflik melalui media
seperti; drama, membuat gambar dan musik.

Konseling atau psikoterapi adalah tindakan yang bisa dilakukan
oleh seorang psikolog untuk menangani masalah kesehatan mental
seseorang. Beberapa jenis psikoterapi yang dilakukan seperti terapi
kognitif, interpersonal atau humanistik. Empat tahapan dasar dalam
proses konseling, yaitu membangun hubungan, melakukan
identifikasi dan penilaian masalah, memfasilitasi perubahan
teraupetik, dan evaluasi dan terminasi.

Langkah-langkah melakukan dukungan psikososial sebagai berikut:
1. Asesmen Kebutuhan Psikososial Pengenalan
Kebutuhan psikososial (asesmen psikososial) ialah proses
pencarian informasi mengenai sumber daya, masalah dan
kebutuhan psikososial yang ada akibat bencana pada
penyintas dan lingkungannya.
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Mendesain/perencanaan

Dalam menyusun kegiatan perlu untuk mendesain aktivitas
yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
anak untuk berpartisipasi.

Memfasilitasi Tahapan Perkembangan

Fasilitasi yang efektif adalah yang disesuaikan dengan tahapan
perkembangan individu dan keluarga, karena masing-masing
tahapan perkembangan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang
berbeda.

Pilihan Kegiatan Dukungan

Psikososial Dukungan psikososial dapat dilakukan melalui
beberapa bentuk kegiatan misalnya rekreasional dan edukasi.
Evaluasi Kegiatan

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dari awal Kkegiatan
dilaksanakan.

Langkah-langkah intervensi psikososial korban bencana sebagai

berikut:

1. Selama fase emergensi (3 minggu pertama).

2. Menyediakan informasi yang sederhana dan mudah diakses
pada daerah yang banyak jenazah.

3. Tidak mengecilkan arti dari upacara pengurusan jenazah.

4. Menyediakan pencarian keluarga untuk yang tinggal sendiri,
orang lanjut usia dan kelompok rentan lainnya.

5. Menganjurkan mereka membentuk kelompok-kelompok
seperti, keagamaan, ritual dan sosial keagamaan lainnya.

6. Menganjurkan anggota tim lapangan untuk secara akif
berpartisipasi selama masa duka cita.

7. Menganjurkan terapi modalitas sesuai kebutuhan di lapangan
berdasarkan sasaran usia.

8. Memberikan informasi tentang reaksi psikologi normal yang

terjadi setelah bencana. Yakinkan mereka bahwa ini adalah
normal, sementara, dan dapat hilang dengan sendirinya, dan
semua akan merasakan hal yang sama.
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10.

11.

12.
13.

Tokoh agama, guru dan tokoh sosial lainnya harus terlibat
secara aktif.

Menganjurkan mereka untuk bekerja bersama-sama menjaga
apa yang mereka butuhkan.

Libatkan korban yang sehat dalam pekerjaan bantuan tokoh
masyarakat and tokoh kunci lainnya untuk mengajak mereka
dalam diskusi kelompok dan berbagi tentang perasaan mereka.
Jamin distribusi bantuan secara tepat.

Sediakan layanan “"cara penyembuhan/perawatan” dan
memperlihatkan sikap peduli terhadap setiap orang (misalnya,
kelemahan atau minoritas) dari masyarakat.

Langkah yang dilakukan dalam upaya penanganan dampak
psikososial korban bencana antara lain:

1.

Advokasi

Melindungi dan mengupayakan kepastian mengenai
pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara layak dan
memadai.

Intervensi keluarga.

Keluarga-keluarga pengungsi yang kehilangan kepala
keluarganya perlu mendapatkan pelayanan khusus karena
(barangkali) seorang istri atau ibu harus mengambil alih
tanggung jawab sebagai kepala keluarga sekaligus pencari
nafkah. masa transisi peran tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik diperlukan dukungan dari berbagai pihak sehingga
fungsi keluarga dapat pulih kembali dan stabilisasi peran
keluarga dapat dicapai.

Terapi kritis.

Tidak sedikit masyarakat yang menolak untuk direlokasi, tidak
puas dan merasa tidak berdaya dengan situasi dan kondisi
baru yang berbeda dengan keseharian mereka sebelumnya.
Perasaan-perasaan  tersebut  seringkali ~ menimbulkan
gangguan psikis, seperti kecemasan dan insomnia, stres,
frustrasi dan selalu ada kemungkinan timbul aksi sosial atau
konflik. Layanan ini diberikan kepada individu-individu yang
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mengalami stress atau trauma karena kejadian bencana itu
sendiri, karena kehilangan harta benda atau karena kehilangan
anggota keluarganya. Terapi yang dilakukan antara lain
pengungkapan perasaan-perasaan negatif yang dilanjutkan
dengan pembelajaran sederhana mengenai cara membangun
perasaan-perasaan yang positif dan bekerja bersama-sama
dengan kelompok untuk menginventarisasi hal-hal positif yang
dapat dilakukan di daerah yang baru dan menyusun rencana
kegiatannya.

4. Membangun partisipasi

5. Pengungsi perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan di barak-
barak pengungsian (dapur umum, latihan keterampilan dan
kegiatan lain) untuk mengalihkan perasaan-perasaan kontra
produktif, dan dalam menyusun rencana recovery.

6. Mediasi dan fasilitasi relokasi dengan penyuluhan terhadap
masyarakat di daerah tujuan yang baru agar dapat menerima
kehadiran para pengungsi yang direlokasi ke daerah mereka.

E. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas perawatan psikososial merupakan salah
satu kegiatan pelayanan yang memberikan perawatan pada
psikologis dan sosial pada korban, keluarga dan komunitas yang
mengalami bencana. Psychosocial Support Programme/PSP
adalah  kegiatan yang bertujuan untuk  meningkatkan
kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat agar tetap
berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi
bencana maupun kecelakaan. Upaya menghilangkan trauma sosial
psikologis dan kejenuhan di tempat pengungsian telah dilakukan
berbagai aktivitas seperti hiburan, konseling, advokasi, tracing dan
reunifikasi, informasi, penyuluhan dan bimbingan sosial serta
pelatihan-pelatihan sebagai bekal hidup di kemudian hari.
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F. TES FORMATIF

1. Respon terhadap dampak bencana, kecuali ?
a. Fight
b. Flight
c. Fresh
d. Freeze
e. Freedom
2. Keterampilan mengurangi dampak negatif dan mencegah
timbulnya gangguan mental menjadi lebih buruk yang
disebabkan oleh situasi sulit akibat bencana, merupakan
program dari?
a. Konseling Psikologis
b. Psikologis First Aid (PFA)
c. Post Traumatic syindrom Disease
d. Penanganan Psikologis akibat Bencana
e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3. Bentuk dukungan psikososial untuk korban dan keluarga ?
a. Terapi keluarga
Terapi agresif
Terapi isolasi
Penkes
PFA

®caoo

G. LATIHAN

Coba Anda praktikkan cara melakukan penkes, Psychological First
Aid), terapi ekspresif pada situasi pasca bencana !
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